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GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian regulasi terkait pengelolaan teknis
keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan keuangan Badan Lavanan
Umum  Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

Undang-Undang MNomer 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun  1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan
Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
4. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5163);

g, Peraturan ...



Menetapkan

10.
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12.

13,

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217 /PMEK.05/2015 tentang Pernyataan Standar
Alkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13
tentang Penvajian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Ewvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur;

PERATURAN GUBERNUR TENTANG  PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BABI ...



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan
kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat
daerah dalam membenkan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyvai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
umumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daergh Provinsi Jawa
Timur,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Provinsi sclaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Unit Kerja adalah unit kerja pada SKPD yang
bertindak sebagai kuassa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.

BLUD SKPD adalah SKPD yang menerapkan BLUD.
BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja yang
menecrapkan BLUD.

Pejabat  Pengelola Keuangan  Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat
Daerah  Pengelola Keuangan  Daerah  vang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat olch
Gubernur untuk memimpin penyelenggaraan BLUD
dan bertindak sebagai Pengguna/kuasa Pengguna

Anggaran.

10. Pejabat ...
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11.
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13.

14,

15.

-5.

Pejabat keuangan BLUD adalah pejabat BLUD yang
bertanggungjawab atas penyelenggaraan keuangan
pada BLUD.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan
serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah,.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengalui pendapatan,
belanja  dan  pembiayasan  dalam  pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah
adalgh prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
vang dipilih oleh pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan
dalam rangka meningkatkan  keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Sigtern  Aluntansi  Pemerintah  Daerah vang
selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
aluntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
pemerintahan daerah.

16. Basis ...
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Basis Alkrual adalah basis aluntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu  terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
kas atau setara kas diterirma atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya
disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan-Laporan Realisasi
Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit- Laporan
Realisasi Angegaran, pembiayaan, dan sisa
lebih /kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode,

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-
Laporan Operasional, beban dan surplus/ defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyvajiannya  disandingkan  dengan  periode
sebelumnya.

Pendapatan-LRA  adalah semua  penerimaan
Rekening Kas BLUD yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak
perlu dibayar kembali oleh BLUD.

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anpgaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Daersh dan/atau Kas BLUD yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah
Provinsi dan/atau BLUD.

23. Beban ...
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24,
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27.

28.

29,

30.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi  jasa dalam periode pelaporan  yang
menurunkan  ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Pembiayaan adalah semua penerimasn yang perlu
dibavar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.

Koreksi adalah tindakan pembetulan catatan
transaksi menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Pengakuan adalah proses penetapan tcrpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiva
dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi
begian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,
ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
Pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yvang bersanglkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang
untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam
laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang
menyajikan  secara lengkap informasi  yang
dibutuhkan oleh pengguna.

31. Laporan ...
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31. Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih yang

32,

33.

a4,

33.

38.

37.

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri
dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SIKPA), koreksi dan Saldo Anggaran
Lebih akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan vang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri
dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
ckuitas akhir,

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci ataun
analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.
Entitas Aluntansi  adalah  wunit  pemerintahan

pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas eloantansi atau
entitas pelaporan yang menurut Ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

38. Ekuitas ...
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28, Eluitas adalah kekayaan bersih BLUD yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD,

39, Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada

akhir periode untuk mengakui pos-pos sepertl
persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan wakiu
pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi
berjalan atau pada periode yang berjalan.

40. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

F1.

Timur adalah rangkaian sistemik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak  analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
linglkungan Pemerintah Provinsi.

Bagan Akun Standar yang sclanjutnya disingkat
BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait
transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan Pemerintah Provinsl.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pengelolaan keuangan BLUD
terdiri dar:

a,
b.
C.

pengangegararn;
penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
penyusunan laporan keuangan akuntansi.

Pasal 3

Pedoman pengelolaan keuangan BLUD ditujukan untuk:
a. memberikan pedoman bagi BLUD dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan anggaran serta Laporan
Keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode
maupun antar Entitas Pelaporan;

memberikan pedoman bagi BLUD dalam proses
penatausahaan keuangan BLUD atas transaksi yang
menggunaan dana yang diperoleh dari kegiatan
pperasional BLUD; dan

memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan
prosedur akuntansi BLUD.

BABII ...
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BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
dari:
a. perencanaan, penganggaran dan penatausahaan

b.

(1)

(2)

keuangan BLUD; dan
kebijakan akuntansi BLUD.

Pasal 5

Perencanaan, penganggaran dan penatausahaan

keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Sistematika  perencanaan, penganggaran dan

penatausahaan keuangan BLUD  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. struktur organisasi pengelola keuangan BLULD;

b. sistem dan prosedur penyusunan rencana
strategis BLUD;

c. sistem dan prosedur penyusunan rencana bisnis
dan anggaran;
sistem dan prosedur pendapatan BLUD

e. sistem dan prosedur belanja dan beban
fungsional BLUD,

. sistem dan prosedur pertanggungjawaban
belanja fungsional;

g sistem dan prosedur penatausahaan pembiayaan
BLUD:

h. sistem dan prosedur pengesahan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan BLUD;

i. sistemn dan prosedur koreksi pada BLUD.

Pasal 6 ...
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Pasal &

(1) Kebijakan akuntansi BLUD sebapgaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran II
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peramaran Gubernur ini.

(2] Sistematika kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

&

Tm me An D

-
5

pendahuluan;

kerangka konseptual akuntansi BLUD;
laporan keuangan BLUD;

kebijakan akuntansi aset BLUD;
kebijakan akuntansi kewajiban BLUD;
kebijakan akuntansi ekuitas BLUD;
kebijakan akuntansi pendapatan BLUD;

. kebijakan akuntansi belanja dan beban BLUD;

kebijakan akuntansi pembiayaan BLUD; dan
kebijakan aloantansi koreksi kesalahan dan
perubahan kebijakan/estimasi akuntansi.

BAE Il
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 7

Pada saat Peraturan Gubernur imi mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun
2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

dan

b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun
2011 tentang Kebijakan Aluntansi Badan Layanan
Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlalo.

Pasal 8 ...
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Pagal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
pencmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2020

Diundangkan di Surabaya
Pada tangpal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. RUTJ ONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 67 SERI E.



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PROVINS] JAWA TIMUR

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

1.1. Gambaran Umum Organisasi Pengelola Keuangan BLUD
Pengelola keuangan BLUD terdiri atas struktur wewenang vang SEcars
fungsional bertanggungjawab atas proses penyusunan dan penctapan
anggararn, pelaksanaan dan  penatausahaan  anggaran  dan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Struktur pengelola keuangan
BLUD tetap mengacu kepada struktur pengelola keuangan vang berlaku di
SKPD di lingkungan Pemerintah Provinst Jawa Timur, Struktur pengelola
keuangan BLUD dibagi menjadi dua jenis, yakni Struktur pengelola
keuangan BLUD SKPD dan Struktur pengelola keuangan BLUD Unit kerja.

1.2. Struktur pengelola keuangan BLUD SKPD




1.2.1. Deskripsi Pihak Terkait

1)

2|

3

Pengguna Anggaran (PA)
Kepala SKPD selaku pemimpin BLUD merupakan pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau
scluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola kewvangan daerah.
Penigguna anggaran memiliki kewenangan terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi SKPD
vang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KFPA)

Pengguna Anggaran/Pengpuna Barang dapat mendelegasikan sebagian
kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Angpgaran (KPA] dalam hal
mengendalikan kegiatan-kegiatan yang telah dipregramkan untuk
tahun anggaran yvang bersangkutan. Dengan kata lain, aktivitas KPA
adalah melakukan manajemen kegiatan yang berada dibawah
tanggung jawabnya.

Secara umum pejabat vang memegang kedudukan sebagai KPA adalah
Wakil Dircktur. Jumlah KPA disesuamkan dengan besaran anggaran
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali dari masing-masing BLUD,

artinya bahwa tidak semua Wakil Direktur harus menjadi KPA,

Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPR-BLUD)

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKFD (PPK-BLUD) adalah pejabat
vang ditunjule untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
BLUD SKPD. Dalam BLUD SKPD hanya ada 1 (satu) Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK - BLUD) vang melaksanakan fungsi
verifikasi (terkait dengan verifikasi SPJ), fungsi pembelanjaan (terkait
dengan penerbitan SPM) dan fungsi akuntansi (terkait dengan proses
Pelaporan dan Akuntansi).

Secara umum posisi PPK-BLUD ini dipegang oleh Kepala Bagian
(Kabag) Keuangan / Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan di
masing-masing BLUD. Dalam kondisi BLUD tidak memiliki jabatan
struktural Kabag Keuangan dan Kasubsg Keuangan maka dapat
ditunjuk salah satu pejabat struktural setara yang menjalankan fungsi
sebagai PPK-BLUD,
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Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit (PPK-Unit)

Jika PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA dapat
menetapkan PPK Unit SKFD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD. Pengertian Unit ini bisa bermakna Bidang
di BLUD. PPK-Unit dipegang oleh salah satu pejabat di Bidang vang
bersangkutan. Tugas dari PPK-Unit ini adalah untuk melaksanakan
fungsi verifikasi baik terkait dengan pendapatan, belanja ataupun
pembiayaan vang menjadi kewenangan KPA.

Bendahara Pengeluaran [BP)

Bendahara Pengeluaran adalah pejabar fungsional yang ditunjule
untuk menerima, menvimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperhuan BLUD SKPD.

Dalam BLUD hanya ada 1 (satu) Bendahara Pengeluaran yang dapat
ditunjuk dari salah satu staf yang menjalankan fungsi scbhagai
Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPF)
Guna memperlancar administrasi pelaksanaan kegiatan, Bendahara

Pengeluaran dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
penatausahaan belanja di masing-masing KPA. Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang berada di bawah tanggung jawab KPA,
Secars fungsional mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran sebagai koordinator BFP.

Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

menerima, menyimpan, menyetorkan, —menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan uang untuk pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan BLUD SKPD.

Dalam BLUD hanya ada 1 |satu) Bendahara Penerimaan yang dapat
ditunjuk dari staf yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara
Penerimaan.

Bendahara Penerimaan Pembantu

Guna memperlancar administrasi pelaksanaan kegiatan, Bendahara
Pencrimaan dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembanm
Bendahara  Penerimaan  Pembantu  mempertanggungjawabkan
pengelolaan  keuangannya  (terkait dengan pendapatan) kepada

Bendahara Penerimaan.



9] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pada BLUD SKPD dapat diangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) vang memiliki tupoksi sebagail berikut:

a)
b

c

d)

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang
dan jasa),

Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan
Swakelola

1.2.2. Tugas, Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD SKPD

1. Pengguna Anggaran (PA]

a.
b.

s

o

Menyusun Rencana Strategizs BLUD (Renstra BLUD)

Menyusun dokumen anggaran (RBA & DPA BLUD).

Melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja.

. Melaksanakan anggaran.

Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.

Meclaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan
pajak.

Melakukan otorisasi dan menandatangani SPMF secara digital
Melakukan otorisasi dan menandatangani Pengesahan SPJ
Fungsional secare digital

Mengelola utang dan piutang yvang menjadi tanggungjawab
BLUD yang dipimpinnya.

Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab BLUD yang dipimpinnys.

Mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD yang dipimpinnya.
Melakukan pemeriksaan kas vang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran; Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan
gekali.

. Menandatangani bukti  pengeluaran bersama Bendahara

Pengeluaran [untuk BLUD yang tidak mempunyai KPA).
Menandatangani dan  mengajukan Surat  Permintaan
Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP3BF).



2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

=

h.

Bertindak sebapai pengelola dan pengendali program serta
kegiatan.
Menandatangani bulkti-bukti pengeluaran bersama Bendahara

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.

. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas angparan yang telah ditetapkan.

Membuat laporan pertanggungiawaban pelaksanaan program
dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran.
Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Penerimaan Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali.
Melaksanakan pemungutan pendapatan BLUD.

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
program / kegiatan /sub kegiatan yang dilakukan oleh PPTK
Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (PPE- BLULDY

a.

b.

Mengontrol pagu anggaran BLUD dan pagu SPD BLUD.

Melakukan verifikasi SPPF beserta bukti kelengkapannya yang
dizjukan oleh Bendshara Pengeluaran dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembaniu;

Menyiapkan SPMF secara clekironik;

Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu atas
penggunaan pendapatan BLUD;

Menerbitkan Laporan Penclitian Kelengkapan Dokumen untuk
penerbitan SPM serta memindainya untuk diunggah ke dalam
aplikasi;

Menyiapkan Pengesahan SPJ Fungsional secara daring;

PPFK BLUD wajib menolak untuk memproses SPMF jika tidak
lengkap dan sah dengan mengembalikan dokumen SPP
clektronik kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

PPK BLUD wajib menclak untuk menyiapkan Pengesahan SPJ
Fungsional jika dokumen tidak lengkap dan sah;

Menyvimpan dokumen kelengkapan SPMF, dan
pertanggungjawaban belanja Bendahara Pengeluaran danfatan
Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fisik.



Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

k. Menyiapkan SP3BP
Melaksanakan fungsi akuntansi BLUD dan membuat laporan
keuangan BLUD.

4. PPK Unit

a. Mengontrol pagu anggaran KPA dan pagu SPD KPA.

b. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran Pembantu atas penggunaan pendapatan BLUD;

c. Menerbitkan Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen untuk
penerbitan SPM  Fungsional serta memindainya untuk
diunggah ke dalam aplikasi;

d. PPK Unit wajib menolak untuk memproses SPMF jika tidak
lengkap dan sah dengan mengembalikan dokumen SFF
elektronik kepada Bendahara Pengeluaran Pembaniu;

e, PPK Unit wajib menclak untuk menyiapkan Pengesahan SPJ
Fungsional jika dokumen tidak lengkap dan sah;

f. Menyimpan dokumen kelengkapan SPMF, dan
pertanggungjawaban  belanja Bendahara Pengeluaran
Pembanitu secara fisik.

g Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan Pembantu.

5. Bendahara Pengeluaran

.

Mengontrol ketersediaan kas dan anggaran yang menjadi
kewenangannyva;

. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SFP

Fungsional secara daring;

Menerima dan menyimpan uang persediaan atas dana
Fungsional,

. Mendistribusikan dana fungsional ke Bendahara Pengeluaran

Pembantu;

Melaksanakan pembayaran dar  uang persediaan  yang
dikelolanya;

Menandatangani bukti pengeluaran kas bersama dengan
PAKPA;

Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas
Umum dan buku pembantu.
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Memungut dan menyetorkan pajak yang menjadi hak
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menolak perintah bayar dari PAJKPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang disampaikan
oleh FFTK;

Memindai dokumen vang menjadi persyaratan penerbitan SP213
dan mengunggahnya ke dalam aplikasi secara daring;
Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan

serta pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu

.Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik;

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran dapat dibantu
Pembantu Bendashara  Pengeluaran. Pembantu — Bendahara
Pengeluaran ini ditetapkan oleh PA.

&. Bendahara Pengeluaran Pembantu

L.

Mengontrol ketersedinan kas dan anggaran yang menjadi
kewenangannya;

Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA[KPA;

Menerima dan menyimpan uang persediaan atas dana
Fungsional;
Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanya;
Menandatangani bukti pengeluaran kas bersama dengan KPA;

Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas
Umum dan buku pembantu.

Memungut dan menyetorkan pajak yang menjadi hak
Pemerintah  Pusat scsuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Menolak perintah bayar dari KPA vang fidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang disampaikan
oleh PPFTK;



j. Memindai dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan SP2D
dan mengunggahnya ke dalam aplikasi secara daring;

k. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban seccara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodil;

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
dibantu oleh operator atau tenaga teknis. Operator yang membantu
Bendahara Pengeluaran Pembantu ini ditetapkan oleh PA.

7. Bendahara Penerimaan
a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir

b, Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan/atau Surat
Tanda Setoran.

c, Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di
Buku Kas Umum (BKU) Pencrimaan dan Buku Pembantu Per
Rincian Ohjek Penerimaan

d. Menyetor semua Pendapatan ke rekening Bendahara
Penerimaan BLUD

e. Melakukan pencairan Dana atas perintah PA dari rekening
Bendahara Penerimaan BLUD kepada rekening Bendahara
Pengeluaran

f. Merekapitulasi Laporan Realisasi Pendapatan dari Bendahara
Penerimaan Pembantu

g. Membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik

8. Bendahara Penerimaan Pembantu

a. Menerima setoran dari wajib bayar/kasir

b. Membuat Tanda Bukti Penerimaan [TBF) dan/atau Surat
Tanda Setoran.

¢. Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di
Buku Kas Umum (BKU) Penenimaan dan Buku Pembantu Per
Rincian Objek Penerimaan

d. Menyetor semua Pendapatan ke rekening Bendahara
Penerimaan BLUD

e. Membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik dan
menyerahkannya kepada Bendahara Penerimaan.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [FPTK)
a. Mengendalikan pelaksanaan program / kegiatan/subkegiatan
SKPD dan/atau Unit SKPD;
b. Melaporkan perkembangan peclaksanaan program /kegiatan/sub
kegiatan SKPD dan/atau Unit SKPD kepada PA dan/KPA



¢. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban APBD sebagai salah satu kelengkapan pencairan dana;

d. Menyusun jadwal pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan
vang menjadi tanggungawabnya;

e, Melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi
kewenangannya;

f. Membuat ringkasan kontrak;

g. Membuat Berita Acara Pembayaran;

h. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan
program,/ kegiatan/sub kegatan;

i. Menyiapkan dokumen administrasi yang terkait dengan
pergyaratan pembayaran yang ditetapkan dan/atan dasar
hukum yang melandasinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

j. Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegatan
kepada PA dan /atau KPA

3.3 Struktur pengelela keuangan BLUD Unit Kerja

| Kuasa Fer:;uﬁ
| Anggaran BLUD
Unit Kerja
Dirsktur/Kepala
| UPT/Kepala Sekolah
111111 T ----—I_I-I.I.I.I-IJJ-I!
Yy Y ¥ ¥
- Pejabat Bendahara ' Bendahara
| VRCHE VAR Keuangan BLUD Pembantuy | Pembantu
, Uit Kerja '
| fepala Seksi | asubiag T i
Kasir

3.3.1. Deskripsi Pihak Terkait

BLUD Unit kerja adalah unit kerja pada SKPD, yang menerapkan BLUD.
Sebagai konsckuensi atas pencrapan BLUD, Pengguna Anggaran SKPD
memberikan kewenangan atas pengelolaan keuangan unit kerja kepada KPA
selaku pemimpin BLUD. Pada BLUD Unit kerja terdapat 1 (satu) Pembantu
Pejabat Penatausahaan Keuangan [(PPK-BLUD), 1 isatu) Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan 1 (satu) Bendahara Penerimaan Pembantu.
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PPK-BLUD bertindak scbagai pejabat keuangan BLUD, secara

periodik mengirimkan Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja ke PPK-BLUD
untuk direkap menjadi Laporan Keuangan SKPD. Bendahara Pengeluaran
Pembantu juga secara periodik mengirimkan Laporan Penyerapan Belanja ke
Bendahara Pengeluaran untuk direkap menjadi Laporan Penyerapan Belanja
dan Pembiavaan., Demikian juga Bendahara Penerimaan Pembantu secara

periodik juga mengirimkan Laporan Realisasi Pendapatan ke Bendahara

Penerimaan untuk direkap menjadi Laporan Realisasi Pendapatan.

3.3.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan BLUD Unit Kerja

1. Kuasa Pengpuna Anggaran (KPA) BLUD Unit Kerja:

a.
b.

C.

Menyusun Rencana Strategis BLUD (Renstra BLUD] Unit Kerja
Menyusun dokumen anggaran (RBA & DFA BLUD Unit Kerja).
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja.

Melaksanakan anggaran.

Melakukan pengujian  atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran.

Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak.
Melakukan otorisasi dan menandatangani SPMF secara digital
Melakukan otorisasi dan menandatangani Pengesahan SPJ
Fungsional secara digital

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab BLUD
Unit Kerja vang dipimpinnya.

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab BLUD Unit Kerja yang dipimpinnya.

Mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD Unit Kerja yang
dipimpinnya.

Melakukan pemeriksaan kas yang dikelols oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja/Bendahara Penerimaan
Pembantu Unit Kerja minimal 3 (tiga) bulan sekali.

_Menandatangani  bukti  pengeluaran  bersama  Bendahara

Pengeluaran Pembantu Unit Kerja.

. Menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pengesahan

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP3BF).

2. PPK-BLUD Unit Kerja:
a. Mengontrol pagu anggaran BLUD Unit Kerja dan pagu SPD BLUD

Unit Kerja.



LB 0

. Melakukan verifikasi SPPF beserta bukti kelengkapannya yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja;

Menyiapkan SPMF secara elektronik;

. Melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara

Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja atas penggunaan
pendapatan BLUD;

Menerbitkan Laporan Peneliian Kelengkapan Dokumen untuk
penerbitan SPM serta memindainya untuk diunggah ke dalam
aplikasi;

Menviapkan Pengesahan SPJ Fungsional secara daring;

. PPK BLUD Unit Kerja wajib menolak untuk memproses SPMF jika

tidak lengkap dan sah dengan mengembalikan dokumen SFP
elektronik kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Lnit
Kena;

PPK BLUD Unit Kerja wajib menclak untuk menyiapkan

Pengesahan SPJ Fungsional jika dokumen tidak lengkap dan sah;

. Menyimpan dokumen kelengkapan SPMF, dan

pertanggungjawaban belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD Unit Kerja secara fisik.

Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja.

. Menyiapkan SP3BP

Melaksanakan fungsi akuntansi BLUD Unit Kerja dan membuat
laporan keuangan BLUD Unit Kerja.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja:

a.

Mengontrol ketersediaan kas dan anggaran yang menjadi
kewenangannya;

. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
Fungsional secara daring;
Menerima dan menyimpan uang persediaan atas dana Fungsional;
. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang
dikelolanys;

. Menandatangani bukti pengeluaran kas bersama dengan KPA

BLUD Unit Kerja;

Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas
Umum dan buku pembantu.
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g. Memungut dan menyetorkan pajak vang menjadi hak Pemerintah

Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

.Menolak perintah bayar dari KPA BLUD Unit Kerja yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yvang disampaikan
oleh PPTK;

Memindai dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan 3PZD
dan mengunggahnya ke dalam aplkasi secara daring;

.Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada KPA BLUD Unit Kerja dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada BUD secara periodik;

Bendahara Penerimaan Pembaniu BLUD Unit Kerja

Menerima setoran dari wajib bayar/kasir

Membuat Tanda Bukti Penerimaan [TBP) dan/atau Surat Tanda
Setorarn.

Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di Bulu
Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian
Objek Penerimaan

Menyetor semua Pendapatan ke rekening Bendahara Penerimaan
Pembantu BLUD Unit Kerja

Melakukan pencairan Dana atas perintah KPA BLUD Unit Kerja
dari rekening Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
kepada rekening Bendahara Pengeluaran Pengeluaran BLUD Unit
Kenja.

Membuat laporan realisasi pendapatan dan penerimaan

pembiayaan secara periodik

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

a.

Mengendalikan pelaksanaan programkegiatan/subkegiatan BLUD
Unit Kerja;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub
kegiatan BLUD Unit Kerja kepada KPA BLUD Unit Kerja;

Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban APBD sebapgai salah satu kelengkapan pencairan dana,

Menvusun jadwal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
yvang menjadi tanggungjawabnya;

Meclaksanakan program/kegiatan/sub kegistan yang menjadi
kewenangannya;

Membuat ringkasan kontrak;

Membuat Berita Acara Pembayaran;
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h. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub
kegiatan;

i. Menyiapkan dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan dan/atau dasar hukum
vang melandasinga sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

j. Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kepada
KPA BLUD Unit Kerja.



.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS BLUD

2.1. Pendahuluan

Perencanaan strategis merupakan dasar bagi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) dalam menetapkan arah program dan kegiatan BLUD dalam
mencapai kinerjanya. BLUD SKPD/Unit Kerja menyusun Rencana Strategis
BLUD (RENSTRA BLUD) Lima Tahunan yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD| dan selaras dengan
Rencana Strategis SKPD yang menaunginya.

Renicana Strategi Bisnis [RENSTRA BLUD] disusun dan disampaikan
kepada SKPD yang memiliki fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijaian
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tembusan PPKD
paling lambat 1 (bulan} bulan setelah RPJMD ditetapkan

2.2, Tujuan

Rencana Strategi Bismis bertujuan untuk ;

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja BLUD pada tataran strategis
vang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada periode
berikutnya

2. Menjadi alat sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah
(RPJMD) dengan perencanaan jangka pendek

3. Menjadi alat sinkronisasi perencanaan BLUD dengan instansi terkait
baik secara vertikal maupun horizontal

4. Menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan tahunan terutama dalam
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

2.3, sistem dan Prosedur

2.3.1. Pihak Terkait
Pihak terkait dalam kegiatan ini adalah :
1. Pemimpin BLUD

Femimpin BLUD adalah pihak yang ditetapkan melalui SK Gubernur

untuk menjadi pemimpin organisasi pengelolaan BLUD
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2. Deowan Pengawas

Dewan Pengawas adalah pihak yang ditetapkan melaui SK Gubernur
untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan
pengelolaan BLUD dengan komposisi diatur melalui  peraturan
tersendir

3. Tim Penyusun RENSTRA BLUD

Tim penyusun RENSTRA BLUD adalah tim yang bertugas dengan SK
Pemimpin BLUD untuk menyusun RENSTRA BLUD lima tahunan.
Tim dipimpin oleh pemimpin BLUD dan beranggotakan personel dari
pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD. Khusus untuk BLUD
Unit Kerja, tim juga beranggotakan dari SKPD-nya. Apahila RENSTRA
BLUD disusun dalam rangka pengajuan BLUD, maka tim penyusun
dipimpin oleh Kepala SEKEPD/Unit Kerja dengan anggota
menyesuaikan dengan kebutuhan kerja tim tersebut.
4. SKPD Fungsi Perencanaan Daerah

SKPD Fungsi Perencanaan Daerah adalah satuan kerja yang berfugas
menyelaraskan kebijakan dan perencanaan program, kegiatan, serta
kinerja yang ada di seluruh SKPD Provinsi

2.3.2. Prosedur Penyusunan dan Pengusulan RENSTRA BLUD

Rangkaian prosedur penyusunan RENSTRA BLUD adalah sebagai

berikut int :

L,

Pemimpin BLUD membentuk Tim Penyusun RENSTRA BLUD melalui SK
Pemimpin BLUD

Pemimpin BLUD bersama dengan tim melakukan penyusunan RENSTRA
BLUD

Pemimpin BLUD menyampaikan Draft RENSTRA BLUD kepada SKPD
yang memiliki fungsi perencanaan daerah untuk dilakukan penelaahan
Hasil telaagh BLUD diserahkan kepada Dewan Pengawas

5. Ketua Dewas mengetahui dan menandatangani RENSTRA BLUD,

sebanyak 4 (empat) rangkap untuk BLUD SKPD, sedangkan BLUD Unit
Kerja sebanyak 5 (lima) rangkap.

Pimpinan BLUD mendistribusikan RENSTRA BLUD dengan rincian
schagal berikut:

- Rangkap ke-1 untuk Arsip BLUD

- Rangkap ke-2 untuk SKPD fungsi perencanaan pembangunan daerah



- 16 -

- Rangkap ke-3 untuk PPKD
- Rangkap ke-4 untuk Dewas
- Rangkap ke-5 SKPD [khusus untuk BLUD Unit Kerja)

2.3.3. Prosedur Perubahan RENSTRA BLUD
Perubahan RENSTRA BLUD dapat dilakukan dengan pertimbangan
sobagm berilout:
1. Adanya revisi Rencana Strategis SKPD atau dokumen perencanaan
pada jenjang yvang lebih tinggi
2. Adanya perubahan situasi bisnis atau ketidak-relevanan target
pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA BLUD

Adapun presedur perubahan RENSTRA BLUD dilakukan sesuai poin 2.3.2.
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2.4. Format RENSTRA BLUD

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BLUD, fungs:
Renstra BLUD dalam penyclenggaraan pembangunan doerah, proses
penvusunan Renstra BLUD, keterkaitan Renstra BLUD dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Rencana Kerja BLUD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BLUD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BLUD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra BLUD

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra BLUD, serta
susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il GAMBARAN FELAYANAN BLUD

Memuat informasi tentang peran (tagas dan fungsi] BLUD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki BLUD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra BLUD periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas BLUD yang telah dihasilkan melahu pelaksanaan
RP.JMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BLUD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BLUD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BLUD,
strulctur organisasi BLUD, serta uraian tugas dan fungsi sampal dengan satu
eselon dibawah Pemimpin BLUD. Uraian tentang struktur organisasi BLUD
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana
BLUD (proses, prosedur, mekanisme).



2.2 Sumber Daya BLUD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
BLUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha vang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelavanan BLUD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BLUD berdasarkan
sasaran/target Renstra BLUD periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan BLUD dan/atau indikator
lainnya seperti MDG's atau indikator vang telah diratifikasi oleh pemerintah.
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Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1 dan
Tabel 2.2. dengan format sebagai berilout:

Tabhel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan BLULD ¥).............

Provinsi Jawa Tunur

[ndikator Target Bensira
Hanerja BLUD Realisnsi Capainn | Ra=mo Capgaian pada
sesual Tugas [TerpetTarget [Target Tahun Tahun ke Tahun ke-
V][] dan Fungst WSPK JKE  Indikstor ke-
| aininya
BLLT
1123 1%]| 5| 1 2l1afH|5]1 2|3|4]185
) 2 @ | @ = I (1) i (171 (7 (L] (R TR ) (] (R TR (BT (17 a1 jram
TSI . [

Pemimpin BLUD _.....cociiinininnn
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Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BLUD*

Provingi Jawa Timur

Uraia | Anggeren pada Tahun | Reslisasi Anggaran pada Fasgin antara Realisys dan Rata-rati
o
k- Tahun ke- Angzaran Tahun ke- Pertumibuhan
ke .ﬁnmn.rlﬁ:aii.sa
1 2 3 4 | & | 2 3 4 5 1 1 i 4 5 an 5i
(0 Lrz |3 ] ea | sy |06k | (TN 181 |09 | (100 | (L) |2 | (E3) | 114 | (13) | (16 L | (18]
*diisikan dengan nama BLUD

**disesuaikan dengan kewenangan BLUD

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi
atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel 2.1,
interpretasi selurang-kurangnys mengemukakan ada/tidaknya
kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana sgja target telah tercapai,
falktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada
pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi
belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk
menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan BLUD ditinjem dan
kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penvajian Tabel T-2.2, interpretasi sekurang-kurangnya
mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisas: dan anggaran
dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau
kurang baik, dan sclanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan BLUD, misalnya
prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia),
progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan
untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan
BLUD,

2 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLUD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra Perangkat Daerah, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
tethadap KLHS vang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan BLUD pada lima tahun mendatang Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,
dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutubhlkan.
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BAR Il PERMASALAHAN DAN 1SU-ISU STRATEGIS BLUD

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BLUD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

BLUD heserta faktor-faktor yvang mempengaruhinya. ldentifikasi permasalahan
didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
BLUD
No Masalah Polkok Masalah Alcar Masalah
(1) | (2) (31 (4]

Cara Pengisian:

Kolom (1) diisi dengan nomor wrut
Kolom (2] diisi dengan rumusan masalah pokok. Perumusan Masalah
pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah

pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran

Kolom (3) diisi dengan rumusan masalah. Perumusan masalah dengan
cara mencari beberapa penvebab dari masalah pokok yvang lebih spesifik.
Pemecahan masalah melalui strategi

Kolom (4) diisi dengan rumusan akah masalah. Perumusan akar
masalah dengan ecara mencari beberapa penyebab dari masalah yang

lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau
kebijakan umum

Identifikasi Permasalahan BLUD merupakan permasalahan yang terjadi

dalam menjalankan tugas dan fungsi dikaitkan dengan pencapaian kinerja
baik kinerja pelayanan maupun kinerja keuangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BLUD yang terkait

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala dacrah
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terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BLUD
(Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan BLUD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala
daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan BLUD.

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah yang membawaht BLUD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari  pelayanan BLUD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan BLUD ditinjau dari sasaran jangka menengah dan
Renstra SKPD.

34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-fakior penghambat dan
pendorong dari pelavanan BLUD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan BLUD ditinjau dari implikas: RT RW dan KLHE,

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan BLUD
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BLUD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan BLUD;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari provinsi;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan BLUD; dan
implikasi KLHS bagi pelayanan BLUD.

!;jl

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang spa saja isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra BLUD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD

Pada bagian ini dikernukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah BLUD,

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BLUD bescrta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berilut ini.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran BLUD

TARGET KINER.JA
TUJUAN/SASARAN PADA
INDIKATOR TAHUN KE-
NO.| TUJUAN | SASARAN | TUJUAN/SASARAN (121 |42 |83 |14 |05
{1} | (2) (3 (4} (5) iB) (7Y | (8) (9

BABY STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan BLUD dalam lima tahun mendatang, yaitu dan Tabel 5.1,

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

iMIEI I: [Diisi dengan misi REJMD periode berkenaan)

MISI I (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)

Tujuan | [Sasaran Strategi \Arah Kebijakan
1. [Sasaran 1.1 Strategi 1.1 1. |Arah Kebijakan 1.1
Tujuan 1 2. [Sasaran 1.2 1, [Strategi 1.2 2. larah Kebijakan 1.2
3. IDst... 2, DSk _ 3. [Dst...
1. Sasaran 2.1 1. |=S1:rategi 2.1 1. |Arah Kehijakan 2.1
Tujuan 2 2. Sasaran 2.2 2. Strategi 2.2 2. larah Kebijakan 2.2
3. [Dst... 3. Dst...... 3. [Dst...
Dist...... [Pt [Dst...... Dst......
|
MISI 1T : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan) )
Tujuan Sasaran Strategi | [Kebijakan
1. Basaran 1.1 1. Strateg 1.1 1, |Arah Kebijakan 1.1
Tujuan 1[2. Sasaran 1.2 2. Btrategi 1.2 2. lArah Kebijakan 1.2
3. Dst... 3. Dst........ 3. Dst...
1. [Sasaran 2.1 . [Btrategi 2.1 1, Arah Kebijalan 2.1
Tujuan 2 2, [Sasaran 2.2 5. [Strategi 2.2 2. Arah Kebijakan 2.2
3. Dst... 6. Dt ...... 3. [Dst...
Dst...... IDst...... IDst...... [Dst......
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Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar
pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran,
strategi, dan arah kebijakan BLUD. Jika terdapat pernyataan strategi atau
arsh kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan
lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan
arah kebyjakan tersebut.

BAR VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya
menggunakan Tabel 6.1



Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BLUD .

- 24 .

Tahel &.1

Pemerintah Provins: Jawa Timur

Unit
Kerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penang | Lokasi
Indilkator Data gung
Tujuan, Saran, Capaian Jawakh
Sasara | Kod | Tujua Awal =
He n & n {outcome), dan Tahun Kﬂﬁdm:'
Keglatan Perencanas | Tahun t+1 Tahun t+2 Tahun t+3 | Tehun t+4 | Tahun t+5
Perinde
joutput) n Rarstya
e | o | T |y | Wy | 2| g || g || g
(i 02 i3] ] (3) ({37] 7 IEL 1= (o) | (| (12| (13 | (4 | (15 | (18] | (47 | (18} (15} 20
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BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BLUD yang sccara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BLUD dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

gasaran RPIMID.

Indikator kinerja BLUD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja BLUD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi

No I Indikator Kondisi Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja ! I Kinerja
pad st | T4 | Tobn | b | Toan | T |
RPJMD Akhir
Periode
RP.JMD
(1) (2] {3) (4 (=) (&) (7} 18] =

Naskah rancangan Renstra BLUD ini selanjutnya disampaikan

Pemimpin BLUD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BABVII PENUTUP
Memuat kesimpulan dari Renstra termasuk hal-hal penting yang
harus disampaikan spesifik dan menjadi perhatian dalam pencapaian

strategi BLUD.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 :Strategi dan Arah Kebijakan BLUD

Strategi dan arah kebijakan merupakan pilihan strategi BLUD
berdasarkan atas identifikasi akar masalah/faktor kunci keberhasilan
strategis vang berbasiskan pada kelemahan ataupun peluang yang
dihadapi. (Tabel L.1.1, L.1.2, dan L.1.3)

Lampiran 2 : Rencana Pengembangan Layanan

Rencana pengembangan layanan merupakan rencana pengembangan
BLUD yang berbasiskan pada strategi yang dipilih guna meningkatkan
kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Rencana pengembangan layanan
didasarkan secara spesifik disusun berbasiskan pada:

a. Rencana Pengembangan Produk Layanan

b. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

c. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

d. Rencana Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola Manajerial

Dalam menyusun rencana pengembangan layanan, BLUD harus
mempertimbanglkan analisis permasalahan dan peluang sebagai bagian dari
isu strategis yang dihadapi. (Tabel L.2)

Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan BLUD

Memuat rencana program dan kegiatan yang lebih spesifik dari
rencana program dan kegiatan yang tercantum pada Bab 6. Fleksibilitas
BLUD mensyaratkan penetapan 1 program 1 kegiatan untuk kegiatan yang
didanai oleh BLUD dalam prespektif RPJMD, padahal untuk kebutuhan
internal BLUD diperlukan rincian kegiatan yang lebih spesifik. Hal ini
diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan Renstra dalam dokumen
rencana tahunan (RBA). (Tabel L.3)

Lampiran 4: Rencana Keuangan

Rencana keuangan memuat proyveksi pendapatan dan belanja 5 (lima)
tahun ke depan. Proyeksi pendapatan disesuaikan dengan karakteristik
usaha BLUD dengan nomenklatur pendapatan scsuai yang ditetapkan
dalam Bagan Akun Standar untuk BLUD. Proveksi belanja harus
menunjukkan rincian belanja BLUD dalam mendukung pelaksanaan
program dan kegiatan BLUD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. (Tabel L.4)
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Formal Tabel Renstra
Lampiran 1 : Strategi dan Arah Kebijjakan BLUD

Talkal L 1_1. Identifikasi Masalah Strategis

FAKTOR*® INDIKATOR

Saat
NO URAIAN w T NAMA INDIKATOR ini |Standar | Faktor Penyebab/Akar Masalah

A b | L | B

*Beri tanda (V] pada kolom vang tersedia W = Weakness (kelemahan) , T = Threath [ancaman)
Tabel L.1.2. Identifikasi Peluang Strategis
FAKTOR INDIKATOR

Saat Faktor Kunci Menangkap
NO URAIAN 5 | 0| NAMA INDIKATOR ini | Standar Peluang/Menghadapi Ancaman

£ | ) B | =

J

*Beri tanda () pada kolom yang tersedia § = Strength (keunggulan) , © = Opportunities [peluang)
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Tabel L.1.3. Strategl dan Arah Kebijakan BLUD

RENCANA
PENGEMBANGAN® UNIT
AKAR MASALAH/FAKTOR . d1 [R] o TERKAIT/
NO| kuNcl KEBERHASILAN® AR ARGl AR E = | 2 | @, |PENANGGU
o|B| & 85 | NG JawAB
=9
. & 5| B
1
2
3
4
5

*Akar masalah dikaitkan dengan identifikasi masalah dan peluang sebagaimana tereantum pada table L.1.1. dan L.1.2

+*Beri tanda (V) pada kolom yang tersedia scsumi dengan karakteristik strategl/kebijakan apakah terkait dengan produk, SDM, sarpras, atau
prosedur /tata kelola organisas
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Lampiran 2 : Rencana Pengembangan Layanan

Tabel L.2. Rencana Pengembangan Layanan

INDIKATOR KERERHASILAN B Target Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
TARGET CAPALAN Kegintan Penang: (dalam jt Rpj Sumbe
NGO UiRAIAN FENCANA FENGEMBANGAN gunpyaw Band
URAL " ah r
AM | oae1 | erz |3 | e | s | 1| 2 | b3 | e e i+1 | t+2 | to3 | 174 | -5
PENGEMBANGAN FRODUK LAYANANAN
A i
1
2
PENGEMBANGAN BUMHER DAY A
B MANUSIA [SDM) E
1
.
3
PENGEMBANGAN SARANA DAN
4. PRASARANA [SARPRAS
1
2
q
PENGEMBANCGAN PROSEDUR
SISTEM /PROSEDUR DROGANISASL
o [PROSEDUR)
|
2
4
TOTAL USULAN ANGOARAN PENGEMBANGAN




Lampiran 3 ;: Rencana Program dan Kegiatan BLUD

Tabel L.3 Rencana Program dan Kegiatan
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]

PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN

Target Kinerja

Indikalor
Emerja

Sant ini

(8

o

a2

1=

1+6

Sumber
Dana

ANGOARAN (dalam Jutean Rp

bl

t+F

1+

[+d

e

Program |zesuai nomenklatur Provine)

Kegiatan (sesuai nomenklatur provingi|

Zub Keglatan {sesual nomenklatur
internal BLULY)

Belanja Pegausai

Helirnfa Herang dan Jasa

| Belarja Modal

Program |:a=l.|.1.ni momenklatir Peovinai)

Kegiatan [sesuai nomenklatur provinsi)

Sub Heglatan (sesuai nmomenklaiue
internal BLULDY)

Belanin Pegmua

Hetargn Barang dan Josa

Helanja Medal




Lampiran 4: Rencana Keuangan

Tabel L.4., Rencana Keuangan

3] =

Ny

URAIAN

1

t+d

3

| 145

Al

A, RENCANA PENDAPATAN

PENDAPATAN FUNGSIONAL BLUD

Al

PENDAPATAN JASA LAYANAN LIMLUM

...Besuai karakteristik BLUD

...Besuai karakteristik BLUD

...Sesuai karakteristik BLUD

Al2.

PENDAPATAN HIBAH

A.1.3.

PENDAPATAN KERJASAMA

Pendapatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Pendapatan Kerjasama Penelitian

Pendapatan Kerjasama ... [sesuai karakteristik BLUD)

AlA4,

PENDAFPATAN BLUD LAINNYA

Femanfaatan Asct BLUD
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N

URAIAN

1+1

t+2

t+3

1+4

]

Jasa Keuangan

dst .... [sesual karakteristik BLUD|

TOTAL PENDAPATAN FUNGSIONAL BLUD

A2,

PENDANAAN APBD

A2l

Subsidi Gaji PNS

A2,

Subsidi Dana Operasional

A2.3.

Subsidi Pembangunan Fisik

A24.

DAK

AdS.

dst ..

TOTAL PENDANAAN AFBD

B. RENCANA BELANJA

B.1 PROGRAM : Belanja Tidak Langsung
B.1.1 | KEGIATAN : Gaji PNS

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
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NO URAIAN +1 1+ t+3 t+5
B.2. PROGEAM © .o iniiiiaes
‘B.2.1 | KEGIATAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
BE.3. PROGREAM
B.3.1. | KEGIATAN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Medal

TOTAL BELANJA

C. RENCANA PEMBIAYAAN

C.1

Feneﬁma_an Pembiayaan

1.1

SILPA

C.1.2.

Utang Janpgka Panjang




e

NC

URAIAN

+1

[#2

t+3

+5

TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN

G,

Pengeluaran Pembiayaan

45+ B B

Penarikan SILPA ke Kasda

C.2.2.

Pembayara Hutang Jangka Pendek

TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN
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BAE III
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

4. 1. Pendahuluan

Fencana Bisnis Anggaran [RBA] BLUD adalah dokumen perencanaan
bisnis dan penganggaran 1 (satu) tahun yang berisi program/kegiatan
pelayanan, target kinerja dan anggaran BLUD., RBA merupakan penjabaran
dari Rencana Strategi BLUD (RENSTRA BLUD) yang disusun setiap 5 (lima)
tahun. BEBA disusun berdasarkan:

1. Program dan kegiatan pelavanan sesual dengan pola kegiatan
operasional (nature business) BLUD

2. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis
lavanannya

3. Basis akrual untuk setiap proveksi keuangan yang disusun. Adapun
untuk konversi RBA ke REKA-SKPD disesuaikan dengan sistem
anggaran di Pemerintah Provinsi Jatim

4. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima dari masyarakat, badan lain, APBED dan sumber-sumber
pendapatan BLUD lainnya.

5. Pola anpgparan fleksibel (flexible budgeil) dengan prosentase ambang
batas tertentu. Pola anggaran fleksibel hanya berlaku untuk belanja
vang bersumber dari pendapatan selain dari APBD, dan hibah
terikat. Fleksibel dalam arti anggaran dapat bertambah atau
berkurang dari yang telah dianggarkan sepanjang pendapatan terkait
bertambah atau berkurang secara proporsional.

RBA disusun setiap tahun dan akan dikonsolidasikan menjadi bagian
dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BLUD sehingga menjadi bagian
vang tidak terpisahkan dari Raperda APBD. Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA
akan dikonsolidasikan kepada REKA-SKPD di atasnya.

Prosedur ini hanya mengatur tentang penyusunan RBA dan Konversinya
menjadi RKA/DPA. Format RKA/DPA mengikuti sistem dan prosedur

penganggaran yang telah ditetapkan di Provinsi Jawa Timur.

3.2, Tujuan

RBA bertujuan untuk :

1. Perencanaan dan  penganggaran  kegiatan operasional dan
pengembangan BLUD dalam 1 (satu) tahun anggaran
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2. Pencanangan target kinerja dan acuan pengukuran kinerja BLUD
dalam 1 (satu) tahun anggaran

3. Dasar penyusunan RKA-SKPD Satuan Kerja BLUD ataupun unit kerja
BLUD

4. Acuan kegiatan operasional, pengembangan, aspek keuangan BLUD,
dan pengukuran kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasinya

3.3, Bistem dan Prosedur
RBA disusun dengan tahapan scbhagai berilout ini:
3.3.1. Penvusunan oleh Tim Penyusun RBA internal BLUD

Pthak Terkait :

a. Pemimpin BLUD

Pemimpin BLUD adalah pihak yang ditctapkan melalui keputusan
gubernur untuk memimpin BLUD. Femimpin BLUD
bertanggungjawab atas RBA BLUD yvang disusun sebagal bagian dari
proses perencanaan operasional BLUD tahunan,

b. Dewan Pengawas

Dewan Penpawas adalah pihak yang ditetapkan oleh keputusan
gubernur untuk melakukan proses pembinaan dan pengawasan
pengelolaan BLUD. Dewan pengawas wajib mengetahui atas RBA
BLUD vang dibina dan diawasi.

c. Tim Penyusun RBA BLUD

Tim penyusun RBA BLUD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan
olch pemimpin BLUD sckurang-kurangnya beranggotakan pengelola
keuangan, penyusun program, dan pengelola teknis kegiatan BLUD.

Sistem dan Prosedur !
a. Pemimpin BLUD menetapkan Tim Penyusun REBA BLUD melalui SK

Pemimpin BLUD

b, Tim Penyusun RBA BLUD bekerja dengan tahapan sebagai berikut
ni:

(1) Menelaah pencapaian kinerja BLUD sampai dengan tahun
berjalan dan membuat analisis dalam hubungannya dengan
pencapaian kinerja yang dicanangksn dalam Rencana Strategi
Bisnis (RENSTRA BLULD)]
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(2) Menentukan target kinerja BLUD untuk periode anggaran yang
akan datang dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis
[RENSTRA BLUD), Standar Pelayanan Minimum (SFM]. Khusus
untuk BLUD unit kerja perlu memperhatikan Target Kinerja
SKPD-nya.

(3] Menyusun Estimasi Pendapatan BLUD dari setiap jenis layanan
yang diberikan pada setiap unit kerja

(4) Menyusun rencana kegiatan operasional (rutin) berikut anggaran
biaya yang diperlukan untuk penyediaan layanan pada setiap
unit kerja

|5) Menyusun rencana kegiatan pengembangan [ayanan berikut
anggaran biaya dan investasi (belanja modal)

(6) Melalukan perhitungan akuntansi blaya yang memuat
perhitungan biaya per unit layanan dan estimasi tarif layanan
ideal

(7) Melakukan perhitungan kebumhan sumber pendanaan dari
APED

{8) Memasukkan RBA ke dalam RKA-SKPD

c, Tim Penyvusun RBA BLUD menyerahkan Draft RBA BLUD kepada

Pemimpin BLUD untuk dikaji dan ditandatangani

d. Pemimpin BLUD menyerahkan RBA BLUD kepada Dewan Pengawas
Rangkap 2 [dua) untuk dikayi
e. Dewan Pengawas :
(1) Memberikan pendapat dan saran terkait RBA BLUD yang
diusulkan kepada pemimpin BLUD
(2] Menandatangani RBA BLUD untuk diusulkan sebagai bagian dari
RKA SKPD jika RBA dinilai sudah memenuhi syarat paling lambat
1 (satu) minggu setelah penyerahan RBA BLUD kepada Dewas
{3} Mengarsip RBA BLUD (Rangkap 2] yang telah ditandangani,
menyerahkan RBA Rangkap 1 kepada Pemimpin BLUD

3.3.2. Pengusulan RBA sebagai Lampiran RKA-SKPD kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD)

Sistem dan prosedur untuk kegiatan pengusulan RBA sehagal Lampiran
REKA-SKPD mengikuti mekanisme penganggaran sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku



3.3.3. Penyusunan EBA Definitil

1} Pithak Terkait
a. Pemimpin BLUD

Pemimpin ELUD adalah pihak yang ditetapkan melalui SK Gubernur
untuk memimpin BLUD, bertanggungjawab atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan RBA Definitif yvang menjadi bagian dari DPA
BLUD,

b. Tim Penyusun EBA BLUD

Tim penyusun RBA BLUD adalah tim yvang dibentuk dan ditetapkan
oleh pemimpin BLUD paling tidak beranggotakan pengelola keuangan
dan pengelola teknis kegiatan BLUD

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

PPKD dalam hal ini adalah BPHEAD bertanggungjawab untuk
melakukan pengkajian dan pengesahan atas RBA Definitil yang
diisulkan BLUD menjadi DPA BLUD

Sistem dan Prosedur

a. Pemimpin BLUD memperoleh alokasi APBD Definitif dari TAPD

b. Tim Penyusun RBA melakukan pengkajian dan penyesuaian RBA
untuk menjadi RBA Definitif menyvesuaikan dengan alokasi APBD
Definitf
RBA Definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLUD

d. RBA Definitif dikonversi menjadi Usulan DPA BLUD (vang dilampin
RBA Definitif) oleh Tim Penyvusun RBA BLUD

e. Usulan DPA Definitif dimasukkan dalam Aplikasi Penganggaran yang
tersedia di Pemprov Jatim

f. Pemimpin BLUD menyerahkan Usulan DPA BLUD kepada FPKD
thard copy dan soft copy) untuk disahkan

g PPKD mengesahkan DPA BLUD yang dilampiri dengan RBA Definitif
dengan persetujuan Sekda

h. PPKD menverahkan DPA BLUD rangkap 4 (empat.). Rangkap ke-1
kepada Pemimpin BLUD, Rangkap ke-2 kepada Dewan Pengawas
BLUD, Rangkap ke-3 kepada Inspektorat Provinsi, dan Rangkap ke-4
pada PPKD. Khusus untuk BLUD Unit Kerja, DPA Definitif (rangkap
ke-5) diserahkan ke SKPD-nya.
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3.4. Format RBA

Format RBA terdiri dari -

Lembar Pengusulan (kalau RBA Definitif berarti lembar pengesahan)
Ringkasan Eksekutif

Bab I

Bab 11

Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Tujuan Penyvusunan RBA

1.3. Susunan Pgjabat Pengelola dan Dewan Pengawas

1.4. Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
1.5. Produk Layanan BLUD

Realisasi, Prognosis, dan Target Kinerja

2.1. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pelayanan

Memuat capaian/realisasi kinerja pelayanan BLUD pada
tahun sebelumnya, prognosis pada tahun berjalan, dan
target pada periode berikutnya. Kinerja pelayanan tersebut
didasarkan atas jenis pelayanan yang disediakan oleh

BLUD. (TABEL 2.1.1 & 2.1.2|
2.2, Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Pengelolaan SDM

Memuat capaian/realisasi kinerja pengelolaan SDM pada
tahun sebelumnya, prognosis pada tahun berjalan, dan
target pada periode berikutnya. Kinerja tersebut didasarkan
atas perkembangan ketenagaan BLUD baik berstatus PNS

maupun Non PNS. (TABEL 2.2)

2.3. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Fengelolaan

Sarana/Prasarana

Memuat capaian/realisasi kinerja pengelolaan Sarana
Prasarana pada tahun sebelumnya, prognosis pada tahun
berjalan, dan target pada periode berikutnya. Kinerja
tersebut didasarkan atas perkembangan jumlah sarana
prasarana yang tersedia mulai tanah, gedung/bangunan,
peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, maupun

asset lainnya. (TABEL 2.3)
2.4. Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Keuangan

Memuat realisasi kinerja keuangan pada tahun
sebelumnya, prognosis tahun berjalan, dan target Kinerja
pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan yang dimaksud
berkaitan dengan kemampuan operasional dan kesehatan

keuangan. (TABEL 2.4)

2.5, Realisasi, Prognosis dan Target Kinerja Unit Kerja |Opsional

~tidak wajib sesuai kebutuhan BLUD)

Memuat realisasi kinerja unit kerja pada tahun
sebelumnyva, prognosis tahun berjalan, dan target kinerja
pada tahun berikutnya. Kinerja unit kerja merupakan
perbandingan capaian berkaitan dengan kinerja pelayanan

unit kerja dan kinerja keuangan unit kerja. (TABEL 2.5
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Bab Il Rencana Bisnis dan Anggaran

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Memuat ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
BLUD vang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD,
dana APBD, maupun pembiayaan (SILPA, dan/atau
Hutang) pada tingkat jenis. (TABEL 3.1]

Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan
BLUD yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD,
dana APBD, maupun pembiayasn [SILPA, dan/atau
Hutang| sampai dengan rincian ohjek. (TABEL 3.2)

Perkiraan Harga

Memuat daftar taril layvanan yang akan digunakan., Jika
tarifl layanan berupa peraturan kepala daerah, harus
dicantumbkan nomor peraturan tersebut.) (SK TARIF-
NOMOR SK]|

Besaran Persentase Ambang Batas

Memuat usulan persentase ambang batas fleksibilitas.
Ambang fleksibilitas ditentukan tanpa memperhitungkan
SILPA BLUD dan/atau Saldo kas awal BLUD. (TABEL 3.3)

. Perkiraan Maju Atau /Forward Estimate

Memuat perkiraan maju 3 [tiga| tahun ke depan atas
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam level jenis.
(TABEL 3.4

Bab IV Penutup
Memuat kesimpulan, dan hal-hal lain yang perlu disampaikan
berkaitan dengan : rencana pengembangan layanan, rencands
perubahan tarif layanan, rencana penghapusan piutang, atau
hal-hal lainnya yang dipandang perla.

Lampiran

Lampiran 1 ! RBA — Pendapatan (Format a) (TABEL L.1)
Lampiran 2 ;: RBA - Belanja per Sumber Dana (TABEL L.2
Lampiran 3 : RBA - Pembiayaan (Format 8) [TABEL L.3)
Lampiran 4 : RKA — BLUD Unit Kerja (Usulan REA|-cutput

Aplikasi Penganggaran Daerah

Lampiran 5 : Tarif Layanan (SK TARIF)
Lampiran & : Standar Pelayanan Minimal [Usulan SFM 20XX|



Tabel 2.1.1. Capaian, Prognosis, dan Target Kinerja Pelayanan

i

Realisssi 20X-1 Target
No Indikator Standar 2[}}{5;31 = 20XX
= Target | Prognosis
1
2
3
4
o
Tabel 2.1.2. Capaian, Prognosis, dan Target SPM
Realisasi 20X-2 Prognosis 20X-1 Proveksi 20XX
N Unit
° | Pelayanan | Jumlah | Jumlah | | Jumlah | Jumlah Jumiah | Jumish | o,
Standar | Capalan Standar | Capaian Standar | Capaian
I
Tabel 2.2, Perkembangan Pengelolaan SDM
Realisasi 20%-2 Prognosis 20X-1 Proyeksi 200X
Ho Jenis SDM NON NON NON
PNS PNS Total | PNS FNS Total | PNS PNS Taotal
1
2
3
.q.
a
Tabel 2.3, Perkembangan Sarpras BLUD
: Realisasi | Prognosis | Proyeksi
No | Uraian Satuan | Sy o 20M-1 20%X
1 | Tanah
Tatakh ... m2
2 | Gedung dan Bangunan
Gedung ... ma
Gedung ...
3 Peraldam:l dan Mesin
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Realisasi | Prognosis | Proyeksi
No | Uratan Satuan 20X.7 20%-1 20XXK
Alat Kedokteran Set
Alat Keschatan
Alat Kantor
4 |Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5 | Asct Tetap Lainnya
& | Aset Lain-Lain
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Tabel 2.4. Kinerja Keuangan

REALISAS] | PROCNGSA | TARGET

NO URAIAN RUMUS STANDAR | ™ ooy 5 20%-1 20XX

; Kas dan Setara Ka
] Rasio Kas (Cash . an setara Kas £ 100%

Ratio} Kewajiban Jangka Pendek

’ Aset Lancar
! Raszio Lancar
2 [Current Ratio) Kewajiban Jangka Pendek = TR

Periode Pengalihan Piutang Usaha x 360

3 | Piutang [Collection
p.;ri.,.d}g : Fendapatan Usaha %L iex:
Perputaran Aset Pendapatan Operasional

4 | [fixed asset turn- I;E = I:E x 100%
et et Tetap l

Surplus atau Defisit

Imbalan atas Aset blm Keuntu [kerugian

5 shim Keuntungan 5 10
(return on asset) Aset Tetap x 100%
s Surplus atau Defisit

alan atas

B Ekuitas (return on shim J'feuné:nganf Ften{giun x 100%

pquity] witas
Pendapatan Fungsional BLUD

Costl Rec

¥ il ol Beban Operasional TR




karvawan

jurilah Pegawai PYSENDN PNS

; : e h o | REALISASI | PROGNOSA | TARGET
NO URAIAN RUMUS RRANDAR | Sopyn | Woouis” | snie
Pendapatan Fungsional BLUD
B | Redimriner Total Belanja BLUD
4 Pertumbuhan Pond. Fungsional, — Pend. Fungsional,..,
Pendapatan Pend. Fungsional ;g
= Rasio PTﬂd-uLﬂj.\'itElE an.l:fnpuum: Fl.l:rl_g'.{!ﬂ'hdf FLID
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Tabel 2.5, Kinerja Unit Kerja ({Optional)

Indikator Kinerja

Standar

Realisasi
20K8-2

Prognosis 20X-1

Target

Prognosis

Proyeksi
20XX

Volume

Kualitas

~ Kinerja Keuangan

Pendapatan

Biaya




Tabel 3.1. Ringkasa Rencana Bisnis dan Anggaran
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)
RINGEKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Narma BLUD
Narma SKFD
Tahun ANEEACALL | coorini e

NO

JUMLAH

PEMDAPATAN

Jama Lavanan

Hibah

Hasil Kergasama

AFHELY

Lain-lain Pendapsian BLUD yang Sah

Jumilak

BELANJA

BELAMNIA OPERASI
Belanja Pegaoai

Belanja Barang dan Jasa
Belama Bungas

Belanja Lain-lsin

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Janngan
Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lamnva

Jumlah

Surplusf Defisit

1

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN FEMBIAYAAN
Pengpunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA|
Penerimaan Utangy Pinjaman

Jumish

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembayaran Pokok Utang) Pinjaman
| Jumlah

Pembiayaan Netto

Siga Lebih thl:r:il_a_'ll:m ANEFATAN Tahun Berkenaan [SILEA)

|||||||
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Tabel 3.2. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

T I o s e g i s d DA 8 6 bk mb
NeaE CIPEY:  Zociissn aow i ddun
Tahun ADEEATAIL | .oovoiiisaibimiiiinine

NO

URAIAN

JUMLAH

PENDAPATAN

Pendapatan Jasa Layanan

fielesifikos perdopatan sesial kamkdenistik BLITY
fFlesfikes pendapatan sesial karaktensik BLUD)
Mlesifikes pendapatan sesuai karakieristik BLUD)
[lasifikes pendapatan sesioal karaktensnk BLUDY
Pendapatan Hibah

Pendapatan Hiboh Perseorangan

Pendapatan Hibeh [nstitustenal

Pendapatan Kerjasama
Pendapatan Herjasama Pelayanen Keschatan
Pendapatan Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian

Pendapatan Kerjasrma Latnmnima

APFBL
Crana DAL (g PMS, Honor Man PHS, Program)

Dana DAK (o)

Lain-Lain PAD vang Sah BLUD
Jaga Giro
Pendapatan Bunga

Reantupngan Selisth Kurs

Komisi, Poiongan, atau Bentuk Lain deri Kegiatan Penjualan/Pengedaan Barang
dun Jasi

Hasil [nvessast

Pengembangan Usiha

Jumlah

Surplus/Defisit




NO URAIAN JUMLAH
B BELANJA
B.l | BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai
Honararium Pengelola Regiatan
Uang Lembur PHNS

. ey
Cist

Belanja Barang dan .Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alar Listrik Dan Elektronik [Lampu Pyar, Baery Kering
Aelanja Peranglko, Materai Dan Benda Pos Lalnnyd

Belanm Peralatan Kebersthan Dan Bahan Pembersih

Belanjs pakai habis kedokteran / perantan kesehatan/ laboratoriam
Belania Bahan Obat Obatan

Belanja Telepon

Belanja Alr

Belania Lisinik

Berianja msa srvice peraltan kantor dan rumeh tanggs

Helanja Eea senice alat kedokteran dan alan kesehatan

Belanja jasa service perlengkapan leantor dan rumah tanggn
Belanja jasa pelavanan keschatan

Belanja Jasa Laundny dan scjenisnys

Belanja Jass Servlon

Belanja Penggantan Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyakl fCas Dan Pelumas

Belanpa Pafak Eendarsan Bermotar

Belama Cetak

Belanjps Folo copy

Belania Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

Belanja Makanan Dan Minuman Rapai

Belanjn makenan dan miruman keschatan (ol makahan dan minuman anak
sekolah, Posyandn, dilf

Belanja maksnen dan minuman kegiatan/ lembur
Belanja Pakaian Bank Tradisional
Felanja Pakaian Olahraga

Belanja Perjatanan Dinas Dalam Dacrah
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NO

URAIAN

JUMLAH

Belanjs Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Transport Lokal FNS

Belanjn Kontribs Kursus Singhat/ Pelatihanf Dhiklat
Belanja Femeliharan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemebharan Gedung dan Benganan

Belanja Perlengkapan dan Peralatan kantor dan Rumah Tangga (peralatan dapur,
Al

Belympa Non Personil fJasa Konsultansi
Belarn Tranaporiast den Alormodns

Belani Jasa Lannya (penjags poral, cleaning service, pernjaga malarm, salpam,
soplr, FTT lainny}

D=t .. frincian abjek belanka)
BELANJA MODAL
Belanjs Modal Peralaten dan Mesin Pengrdann Meubelnir

Betanja Modal Peralatan dan Mesin  Pengadaan Personal Rompuater [ Laptep

Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Pengadaan Peralatan Personal Komputer [/
Laptog

Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Pengadaan Alat Kedokteran Urnum

Jumlah

Surplus, Defisit

c.1

PEMEBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLEA)
Penermmaan Utang/Pinjaman

Jumish

.2

PENGELUARAN PEMEBIAYAAN
Pembayaran Pokol Utang/ Pinjatnan

Jumlah

Pembiayaan Metio

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan [SiLPA}

Pemimpin BLUD

A

SRR~ |




Tabel 3.3. Usulan Ambang Fleksibilitas

PEMERINTAH FROVINSI.JAWA TIMUR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN [DEFINITIF)

USULAN AMBANG FLEKSIBILITAS

Mama BLUD . Persenitase
................................................. Fleksibilitas
MAME CIPL bvcecisossssagsessgsass 0 loeesepwmssinnspnin ]
Tahuin ANEFATAN | civreireierinase
Program { Kegiatan / Rincian eleaibilitas
No Kogiatan/Belania Pagu Ambang Fi

'P'rtlEl:'El.‘t‘l E

Kemaran @

Sub Kegiatan :

Jenis Belanja @

Rincian Belanja

Belanja Pepawai BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Modal _.......... BLUD

Belangs Modal ............. BLUD

MR i e



Tabel 3.4. Prakiraan Maju

-al -

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN [DEFINITIF)

PRAKIRAAN MAJLD 3 TAHUN KE DEPAN

[T iy | R ) L ———
Hama OFL & ieciesimiies imainin
Tahumn ANEEATAN & civer g aas
Realiasi Prognosis Proveksi
R 20x-2 20X-1 20XX 20X+1 20M+2
PENDAPATAN

Lain-Lain PAD yang Sah

BELANJA

Dana AFPRD

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Dana Fungstonal BLUD
Belanja Pegawai
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Uraian

Realiasi

Prognosis

Proyeksi

20X-2

20X-1

208X

20X+1

20X+2

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

SURPLUS (DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan
Petipgunaan SILPA

Pencairan Hutang Janghka Pamjang

Pengeluaran Pembiayaan
Pelunasan Hutang

SISA ANGGARAN

Pemimpin HLUD

WP ciciiasinaimnanm

insning R wies
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Tabel L.1. Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)

ANGGARAN PENDAPATAN

WO

LIRALAN

JUIMLAH

Pendiapatan Jass Layanan

(Flasifkas perdapatan sesual karakiernsik BLUDY
(Felersifikos pevodapmatian sesua karakderisdk GLUD}
{rlasifikas pendapatan sesuai karakleristik BLUD)
Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Perseorangan

Pendapatan Hibah Institussenal

Penvdapatan Kerasama

Pendapatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pendapatan Kerjasame Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian
Pendapatan KEerjasama Lainnya

APBD
Dana DAY [Gaji PNS, Henor Non PNS, Program)
2 S PR URR———

Lain-Lain FAD yang Sah BLUD
Jasa Giro

Pendaparan Bunge
Keunmungan Selisin Kurs

Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dan Eegiatan Penjualsn / Pengadasan Barang
dan Jasa

Hasil Investasi
Fengenbangan Usaha

JUMLAH

Pemimpen, BLUD

'i».;|l|£h. STERTRECRRE A

| R




Tabel L.2. Anggaran Belanja per Sumber Dana
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER SUMBER DANA

Mama BLUD § i i s
Mama OFLF .0, iy
Tahun Anggamn‘. PTCRTRT T IR
SUMBER DANA |
Mo URAIAM Sicakii AFED TOTAL
SILPA BLUD
BLLT PAD DAU DAK [} LA 1o

{dag)

BELANIA

A.l | BELAMIA OPERASI

Belonja Pegawal

Homorarium Pengelola Kejpatan
Uang Lembur PHS

dst jrineian objek|

A2 Helamyn Barang dan Jasa
Helanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Listrik Dan Elekironik (Lampua
Fijar, Battery Kering|

Belanja Perangien, Materar [Jan Benda Pos
Lalnnya
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Belanja Peralatan Hebersiban Dan Baban
Pembersib

Belanja pakal habis kedokteran) perwatan
kesehatanf laboratariam

Belanja Bahan Obat Obetan

Belatjs Telepon

Helanjse Air

Helanje Listrik

Belanjs jasa servics peralatan kantor dan
rurrnsky TAnEEs

Belanja jass service alat kedokteran dan
alat keschntan

Felanjs jasa service perlengkapan kantor
dinm rumah TAnEER

Belangn jasa pelayanan kesehatan
Belarmja Jesa Laundry dan sejenisnya
Pelanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Helanja Bahan Bakar Minvak/Gas Dan
Pelumas

Belanja Pajak Kendarnan Bermotor
Belanja Cetak

Helanja Folo copy

Brlanpa Sewa Barana Mabilitas Damt

Belanja Makanan Dan Minuman Harian
Pegawai

Helanja Makanan Dan Minuman Rapat




Belanja makanan dan minaman kesehatan
fal. makanan dan minuman anale sekolah,
Pasyandu,dlf
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A3

Belanja makanan dan TN
Eoglatan flembuar

Belanja Pakaian Batik Tradisional
Belangn Paltadan Clahragn

Belanja Perjatanan Dinas Dalam Daerah
Belanje Ferjalanan Dinas luar Daerah
Belonja Transpart Lokal PNS

Beinnja Kontribus Kursus
Simgkat / Pelatiban f ikl

Belanjn Pemebharan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemelibharan Uedung dan
Bangunan

Helanjn  Perlenpghkapan dan Peralatan
kantor dan Bumah Tangga (peralatan
dapur, dily

Belanja Non Personil/Jasa Konsulianal
Belanja Transportasi dan Akomodasi

Belanja Jasa Lainnya  [penjags  portal,
cleaning service, penjaga malam, satpam,
sapir, FTT lainny)

o dEn fneian ohiek|

RELAN.JA MODAL

Belanjs  Modal  Perelatan  dan Mesin
Pengadaon Meubelair

Belang  Modal Perglatan  dan Mesin
Pengrlaan Personal Romputer [/ Laptop




Belamja  Modal  Peralatan  dan Mesin
Pengadaan Peralaian Personal Komputer /f
Laptap
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Belanja Modal Peralatan  dan Mesin
Fengadaan Alas Kedokteran Vmum

JUMLAH

Pemimpin BLUD

NP sicmsrianan
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Tabel L.3. Anggaran Pembiayaan

FEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (DEFINITIF)

ANGGARAN FEMBIAYAAN

T I I o L e G e e e o e
TR P o s i T s
Tahman ANEEAFAIL 3 oy ieerirrrnis

NO

URAIAN JUMLAH
PEMELAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAY AAN
Prnggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran [SiLPA|
Penerimann Urang fPinjaman

Jumlah
PENGELUARAN FEMBIAYAAN
Pembayvaran Pokok Utang/ Pinjaman

Aumlah

S

R
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EBAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PENDAPATAN BLUD

4.1. Bistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan BLUD - LRA

Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan BLUD  merupakan
serangkalan proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari keglatan
penerimaan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan di
BLUD. Pengertian BLUD dalam bagian ini mencakup baik BLUD SKPD
maupun BLUD Unit Kerja.

Pengertian penerimaan pendapatan adalah jika terdapat aliran kas
masuk ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pencrimaan Pembantu maupun tanpa melahai
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu. Pengertian
pendapatan BLUD ini tidak termasuk penerimaan pendapatan dari alokasi
dana APBD untuk membiayai BLUD.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan pendapatan
terdiri dari ;
a. Fungsi/pihak yang terkait
b. Dokumen yang digunakan
¢. Catatan yang digunakan
d. Deskripsi Prosedur
4.1.1. Fungsi/Pihak yang Terkait

Fungsi/pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur penenmasn
pendapatan BLUD adalah :

1. Pengguna Anggaran BLUD /Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja
— Menandatangani Laporan Realisasi Pendapatan,

2. Kasir/petugas pemungut pendapatan
- Menerima setoran dari wajib bayar;
- Membuat lkuitansi;

- Membuat Surat Tanda Setoran (khusus untuk kasir/petugas
pemungut pendapatan vang menvetor penerimaan pendapatan
langsung ke rekening Kas Bendahara Penerimaan ELUD);

- Mencatat penerimaan dan penyetoran dalam Buku Kas Kasir;

- Melaporkan penerimaan pendapatan ke Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu.
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. Bendahara Penerimaan

Menerima setoran dari wajib bayar (kasir lapangan;
Membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
Membuat STS vang berisikan rincian kode rekening pendapatan;

Menyetorkan penerimaan ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUD
dengan mengeunakan Shp Setoran,

Mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di Buku
Kas Umum (BKU) Penerimaan;

Membuat Laporan Realisasi Pendapatan BLUD;

Membuat SPJ pendapatan secara periodik (setiap bulan].

. Bendahara Penerimaan Pembantu

Menerima setoran dari wajib bayar/kasir penerimaan;

Membuat Tanda Bukti Penenimaan (TBP);

Membuat Surat Tanda Setoran (5TS);

Menvetorkan penerimaan ke Rekening Bendahara Penerimaan BLUDY

Mencatat penerimaan dan penyetoran ke Buku Kas Umum (BEU)

Penerimaan;
Membuat Laporan Realisasi Pendapatan;

Membuat SPJ Pendapatan secara periodik (setiap bulan).

. Fungsi akuntansi PPK BLUD

Membuat jurnal atas penerimaan kas berdasarkan STS dan
Bendahara Penerimaan [ Bendahara Penerimaan Pembantu.

. Bank Persepsi

Menerima setoran dari  Bendahara  Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Wajib Bayar;

Memvalidasi Slip Setoran;
Menerbitian relkening koran;

Menerbitican Nota Kredit dan Nota Debet,



10.

11.

12.
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membuat Tanda Bukii Penerimaan rangkap 2, lembar 1 untuk
kasir/petugas pemungut pendapatan dan lembar 2 diarsip.

Berdasarkan Tanda Bulkti Penerimaan, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat di
Buku Kas Umum (BKU) penerimaan kolom penerimaan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
membuat STS rangkap 3:

a. Lembar ke-1 untuk fungsi akuntansi di PFK BLUD/PPK
BLUD Unit Kerja;

b. Lembar ke-2 untuk PPK BLUD sebagai dokumen
kelengkapan SPJ Pendapatan,

¢. Lembar ke-3 untuk arsip Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menyetor uang ke Rekening Bendahara Penerimaan
BLUD di Bank Persepsi denpgan menggunakan Slip Setoran

rangkap 2:
a. Lembar ke-1 untuk bank persepsi

b. Lembar ke-2 untuk Bendahara Penerimaan /Bendahara
Penerimaan Pembantu

Bank Persepsi menerima pembayaran, menghitung jumlah
setoran dan memvalidasi Slip Setoran.

Bendahara Penerimaan/Bendabara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran berdasarkan STS dan Slip Setoran di Buku
Kas Umum (BKU) Penerimaan kolom penyetoran.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mengirim STS (lembar 1) yang sudah ditandanganinya beserta
fotokopi slip setoran ke fungsi akuntansi PPK BLUD.

Fungsi Akuntansi PPK BLUD berdasarkan 5TS dan fotokopi Ship
Setoran mencatat dalam jurnal dengan mengpunakan akun
pelaksanaan anggaran untuk menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran, serfa mencatat dalam jurnal dengan menggunakan
akun Kas Bendahara Penerimaan BLUD dan dan Pendapatan
LO.

Sctiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian, dan
Laporan Realisasi Pendapatan yang merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari SPJ Pendapatan. SPJ Pendapatan dikirimkan
ke PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja disertai dengan rekening
koran dan bank persepsi.

4.1.4.2. Prosedur Penernimaan Pendapatan melalui Kasir/petugas pemungul
pendapatan (kasir menyetor langsung ke Rekening Kas Bendahara
Penerimaan BLUDY

1.

Wajib Bayar melakukan pembayaran sesuai yvang tertera pada
Surat Ketetapan Tarif/Rincian Tagihan /Dolkumen lain yang
dipersamakan ke kasir/petugas pemungul pendapatan,

Kasir/petugas pemungut pendapatan akan menghitung dan
mencocokkan kesesuaian jumlah uang dengan nilai nominal
vang tertera pada_Rincian Tagihan/Dokumen lain yang
dipersamakan. Kasir/Petugas pemungut pendapatan membuat
Kuitansi rangkap 2. Lembar 1 untuk Wajib Bayar, lembar 2
diarsip. Mencatat penerimaan berdasarkan kuitansi ke Buku
Kas Kasir.

Kasir/petugas pemungut pendapatan menyetorkan penerimaan
langsung ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD
dengan menggunakan Slip Setoran.

Bank Persepsi  menerima pembayaran, menghitung jumlah
sctoran dan memvalidasi Slip Setoran. Slip Setoran lembar 1
disimpan bank, dan lembar ke 2 diarsip oleh Kasir/petugas
pemungut pendapatan.

Kasir/petugas pemungut pendapatan melaporkan penerimaan
penyetoran ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dengan dilampiri Buku Kas Kasir, kuitansi {lembar 2}
dan fotokopi Slip Setoran.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melalukan cross chek antara fotokopi Slip Setoran, Buku Kas
Kasir dan kuitansi. Jika sesuai maka Bendahara
Pencrimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu menandatangani
Buku Kas Kasir.

Selanjutnya Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat STS rangkap 3 dan menandatanganinya.
Atas dasar STS tersebut dicatat dalam Bulku Kas Umum (BKU)
penerimaan kolom penerimaan dan penyetoran.



10.
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Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mengirim STS (lembar 1) ke fungsi akuntansi PPK BLUD, 5TS
(lembar 2 dan 3) dan fotokopi Slip Setoran diarsip dan pada
akhir bulan akan disampaikan ke PPK BLUD scbagai bahan
untuk melalkulean verifikasi atas SPJ Pendapatan.

Fungsi Altuntansi PPK BLUD berdasarkan STS mencatat dalam
jurnal dengan menggunakan akun pelaksanaan anggaran untuk
membuat Laporan Realisasi Anggaran serta mencatat dalam
jurnal dengan menggunakan alkun Kas Bendahara Penerimaan
BLUD dan Pendapatan LO untuk mengakui penyetoran
Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu.

Setiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat Reckapitulasi Penerimaan Harian, dan
Laporan Realisasi Pendapatan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SPJ Pendapatan. Dokumen tersebut mengiringi
BKU dan rekening koran menjadi dokumen SPJ Pendapatan
yang dikirimkan kepada PPK BLUD,

Setiap bulan, PPK BLUD melakukan wverifikasi atas SPJ
Pendapatan dengan menandingkan jumlah rekapitulasi tagihan
kepada wajib bayar, STS, dan TBP.

PPK BLUD bersama dengan Bendahara Penerimaan juga
melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan rekening koran.
Hasil dari rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi Pendapatan sekaligus sebagai  bentuk  dari
Pengesahan atas S5PJ Pendapatan.,

4,1.4.3. Prosedur Penerimaan Pendapalan melalui Bendohara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu

| &%

Wajibh Bayar melakukan pembayaran sesuai yang tertera pada
Jurat HKetetapan  Tarif/Rincian Tagihan/Dokumen  yang
dipersamakan ke Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu .

Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu akan
menerima, menghitung dan mencocokkan kesesuaian jumlah
uang dengan nilai nominal yang tertera pada Surat Ketctapan
Tarif/Rincian Tagihan /Dokumen VEng dipersamakan,
Selanjutnya Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
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Pembantu membuat TBP/kuitansi. Mencatat penenmaan
berdasarkan TBP/kuitansi ke dalam Buku Kas Umum (BEU)

penerimaan kolom penerimaan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menyetor uang ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD
di Bank Persepsi dengan menggunakan Slip Setoran rangkap 2
dan membuat STS rangkap 3. Lalu Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat
penyetoran berdasarkan STS di Buku Kas Umum (BKU)
Penerimaan kolom penyetoran.

Bank Persepsi akan mengesahkan Slip Setoran, mengarsip Ship
Setoran lembar 1, kemudian mengembalikan Slip Setoran
lembar 2 ke Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembaritii.

Bendehara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mengirim STS (lembar 1) ke fungsi akuntansi PPK BLUD, 3T5
{lembar 2 dan 3) dan fotokopi Shp Setoran diarsip dan pada
akhir bulan akan disampaikan ke PPK BLUD scbagai bahan
untuk melakukan verifileasi atas SPJ Pendapatan.

Fungsi Akuntansi PPK BLUD berdasarkan STS mcncatat dalam
jurnal dengan menggunakan akun pelaksanaan anggaran untuk
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, serta mencalat
dalam jurnal dengan menggunakan akun Kas Bendahara
Penerimaan BLUD dan Pendapatan LO untuk mengakui
penvetoran Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu.

Setiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian, dan
Laporan Realisasi Pendapatan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SPJ Pendapatan. Dokumen tersebut mengiring
BKU dan rekening koran menjadi dokumen SPJ Pendapatan
yvang dikirimkan kepada PFK BLUL.

Setiap bulan, PPK BLUD melakukan verifikasi atas SPJ
Pendapatan dengan menandingkan jumlah rekapitulasi tagihan
kepada wajib bayar, STS, dan TBP.
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PPK BLUD bersama denpan Bendahara Penerimaan juga
melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan rckening koran.
Hasil dari rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi Pendapatan sekaligus sebagai  bentuk darn
Pengesahan atas 5PJ Pendapatan.

Prosedur Penerimaan Langsung ke Rekening Kas Bendahara
FPenenmaan BLUD

1.

-E:.H

Wajib Bavar langsung melakukan pembayaran sesual dengan
Surat Ketetapan Tarif Layanan /Rincian Tagihan ke rekening Kas
Bendahara Penerimaan BLUD di Bank Persepsi dengan
menggunakan slip setoran. Penulisan slip setoran terkait
dengan peruntukan dan tujuan setoran haras jelas.

Bank Persepsi menerima setoran dan mengesahkan slip setoran.

Wajib Bayvar menginformasikan pembayaran ke Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan bukti
slip setoran yang telah disahkan oleh Bank Persepsi.
Berdasarkan 8lip Setoran dari Wajib Bayar, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat STS
rangkap 3, menandatanganinya sekaligus mencatat di Buku Kas
Umum (BKU) Penerimaan kolom penerimaan dan kolom
penyetoran.

Fungsi Akuntansi PPK BLUD berdasarkan STS lembar 1
mencatat dalam jurnal dengan menggunakan akun pelaksanaan
anggaran untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran,
serta mencatat dalam jurnal denmgan menggunakan alun Kas
Bendahara Penerimaan BLUD dan Pendapatan LO untuk
mengakui_penyetoran pendapatan.

Setiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat Rekapitulasi Penerimaan Harian, dan
Laporan Realisasi Pendapatan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari SPJ Pendapatan. Dokumen tersebut mengiringi
BKU dan rekening koran menjadi dokumen SPJ Pendapatan
vang dikirimkan kepada PPK BLUD.

Setiap bulan, PPK BLUD melakukan vernfikasi atas SPJ
Pendapatan dengan menandingkan jumlah rekapitulasi tagihan
kepada wajib bayar, STS, dan TBF.



-BE -

8. PPK BLUD bersama dengan Bendahara Penerimaan juga
melakukan rekonsiliasi antara BKU dengan rekening koran.
Hasil dar rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi Pendapatan sekaligus sebagai bentuk dan
Pengesahan atas SPJ Pendapatan.

4.1.5. Kaidah Pencatatan

Dalam hal terdapat pembayaran wajib bayar menggunakan transaksi
pembayaran elektronik maka biaya transaksi yang dikenakan oleh
Bank/Penyedia Layanan Transaksi Pembavaran Elektronik dapat
diperlakukan sebagai berikut ini:

a. Pengakuan Pendapatan Bersih

— Pendapatan torcatat secbapgai kas masuk di Kas Bendahara
Penerimaan BLUD adalah sejumlah pendapatan berdasarkan
rincian tagihan/ketetapan tarif lavanan setelah dikurang dan
biaya transasksi yang dikenakan oleh Bank/ Penyedia
Layanan Transaksi Pembayaran Elektronik

— Metode pengakuan pendapatan  bersih  hanya dapat
digunakan apabila biaya transaksi keuangan tidak
dianggarkan dalam DPA dan penetapan besaran tanf telah
mengakomodasi adanya pengurangan pendapatan sebagai

konsekuensi atas biaya transaksi keuangan yang terjadi.

b. Pengakuan Pendapatan Kotor

~ Apabila biaya transaksi pembayaran elektronik sudah
dianggarkan dalam DPA/RBA, pendapatan yang dicatat
sebapai kas masuk di Kas Bendahara Penerimaan BLUD
adalah ssjumlah pendapatan bruto. Adapun biaya transasksi
vang dikenakan oleh Bank/ Penyedia Layanan Transaksi
Pembayaran Elektronik diperlalukan sebagai belanja atas
biava transaksi keuangan dan pembelanjaan atas hal tersebut
mengikuti mekanisme belanja fungsional BLUD. Dalam hal
bank penyedia tidak dapat menerbitkan bukti biaya transaks:
keuangan, pertanggungiawsban belanja tersebut dapat
berupa perhitungan selisih antara jumlah pendapatan yang
ditagihkan dan jumlah yang masuk dalam rekening Kas
Bendahara Penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara
Penerimaan.
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2. Dalam hal terdapat pemberian potongan harga/diskon/pembebasan
pembayaran oleh BLUD, pendapatan yang tercatat di Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sejumlah surat
ketetapan tarif/rincian tagihan dikurangi dengan potongan
harga fdiskon /pembebasan pembayaran, Bukti potongan
harga/diskon /pembebasan pembayaran yang ditandatangi oleh
Pemimpin BLUD/PPE-BLUD harus dilampirkan dalam:

a. Lampiran 5TS untuk setoran harian

b. Lampiran Laporan [Realisasi Pendapatan yang memuat
Rekapitulasi Diskon/Potongan/Pembebasan Biaya Layanan
bulanan

3. Untuk keperiuan manajemen internal BLUD, jumlah lebih terperinci
atas Rincian Ohbjek Pendapatan sesuai dengan karakteristik layanan

vang tersedia pada BLUD wajib dilakukan pada:
a. Lampiran STS

b. Laporan Pendapatan Bulanan

4.2. Sistem dan Prosedur Piutang dan Pendapatan-LO BLUD

Sistem dan prosedur piutang dan pendapatan-LO BLUD merupakan
scrangkaian_proses batk manual maupun terkomputerisasi mulai dan
penetapan, penerimaan, dan penyetoran pendapatan sampai menghasilkan
Laporan Piutang,.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem piutang dan pendapatan-LO
BLUD terdiri_dari :

a. Fungsi/pihak vang terkait;

b. Dokumen yang digunakan;

c. Catatan yvang digunakan;

d. Deskripsi Prosedur.

4.2.1. Fungsi/Pihak yang Terkait

Fungsi/pihak vang terkait dalam sistem dan prosedur piutang dan
pendapatan-LO di BLUD adalah :

1. PA/KPA

- Menetapkan Rincian Tagihan/Penetapan Tarif/Dokumen yang
dipersamakan;

— Menandatangani Laporan Penetapan;
— Menandatangani Laporan Piutang.
2. Fungsil Penetapan

- Menerbitkan dokumen penetapan (Rincian Tagihan/Penetapan
Tarilf Dokumen yang dipersamakan);
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- Membuat Laporan Penetapan.

3. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

— Mencatat transaksi penetapan dan penerimaan pembayaran dalam
buku_bantu piutang;

- Membuat Laporan Piutang (setiap bulan).

4, Fungsi Akuntansi PPK-BLUD

- Membuat jurnal berdasarkan Laporan Piutang dari Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penenmaan Pembantu;

3. PPK BLUD

- Melakukan verifikasi pendapatan

— Melakukan  rekonsiliasi  pendapatan dengan  Bendahara
Penerimaan

4.2.2. Dokumen vang Digunakan

Dokumen yang dipunakan dalam sistem dan prosedur piutang dan
pendapatan-L0O adalah:

L.

Rincian Tagihan / Penctapan Taril/ Dokumen yang dipersamakan,

Merupakan dokumen vang menetapkan besarnya kewajiban yang
harus dibayar oleh Wajib Bayar.

STS/Dokumen vang dipersamakan.
Merupakan bukti pembayaran dari wajib bayar.
Nota Kredit/Rekening Koran.

Nota Kredit dipunakan sebagai bukti adanya penvetoran secara
langsung oleh wajib bayar ke Kas Bendahara Penerimaan BLUD

4.2.3. Catatan vang Digunakan

Catatan vang digunakan dalam sistem dan prosedur pendapatan-LO di
BLUD adalah :

1.

Buku Kas Kasir

Digunakan oleh Kasir/petugas pemungut pendapatan untuk

mencatat penerimaan dari wajib bayar,

. Buku Eas Umum

Digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu untuk mencatat scluruh penerimaan (per rincian obyek
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penerimaan|. Pencatatan ke dalam Buku Kas Umum penerimaan ini

dilakukan setiap menerima dan menyetorkan pendapatan.
3. Buku Bantu Piutang

Digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Fembantu untuk mencatat penetapan dan penerimaan pembayaran,
Buku bantu piutang ini dibuat per wajib bayar, perincian obyek
pendapatan, dan per obyek pendapatan (sesuai dengan kebutuhan).

4.2.4. Laporan vang Dihasilkan

Laporan yang dihasilkan dalam prosedur penenmaan pendapatan di
BLUD adalah :

1, Laporan Penetapan
Laporan yang dibuat oleh fungsi penctapan, memuat nformasi
Rincian Tagihan/Penetapan Tarif/Dokumen yvang dipersamakan yang
telah diterbitkan.

2. Laporan Piutang

Laporan yvang memuat informasi penetapan, penerimaan pembayaran

dan saldo_piatang.

4.2.5. Deskripsi Prosedur
Berdasarkan karakteristiknya, pendapatan diperoleh melalui 2 metode:
1. Penetapan oleh Wajib Bayar

2. Penetapan oleh BLUD

4.2.5.1. Mekanisme 1 : Prosedur Pendapatan melolui Penetapan oleh Wajib
Bayar
|. Penctapan dilakukan saat wajib bayar menyampaikan hasil
perhitungan kewajiban pembayarannya ke fungsi penetapan,
dengan menggunakan Surat Pernyataan Piutang/Berita Acara
Verifikasi Klaim/Dokumen yang dipersamakan;

2. Fungsi Penetapan menyampaikan data penetapan ke Bendahara

Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu.

3. Wajib bavar melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme

penerimaan pendapatan.

4. Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
berdasarkan dokumen_penetapan mencatat di Kartu Piutang di
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kolom penetapan. Jika menerima pembayaran dari Wajib Bayar,
Bendahara Pencrimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu akan
mencatat di Kartu Piutang di kolom_pembayvaran.

. Setiap bulan berdasarkan dokumen penetapan fungsi penetapan

membuat_laporan penetapan dan dikirim ke fungsi verifikasi.

. Setiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu merekap Kartu Piutang ke Bulu Bantu Piutang per
Rincian Obyek Pendapatan, dan Buku Bantu Piutang Per
Obyek Pendapatan (sesuai kebutuhan) sampai menghasilkan
Laporan Piutang yang merupakan bagian_tidak terpisahkan dari
SPJ Pendapatan dan dikirim ke fungsi verifikasi.

. Fungsi verifikasi melakukan cross check antar Laporan, jika telah

sesuai Laporan Penetapan dan Laporan Piutang ditandatangani
oleh PAJKPA.

4.2.5.2, Mekanisme 2 : Prosedur Pendapatan melakd Penetapan oleh BLUD

Penetapan dilakukan saat fungsi penetapan
menerbitkan__ dokumen  penetapan  [Rincian Tagihan/Surat
Ketetapan Tarnf /Dokumen yang dipersamakan);

Fungsi Penetapan menyampaikan data penetapan ke Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Wajib bavar melakukan pembayaran sesual dengan mekanisme

penerimaan_pendapatan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
berdasarkan dokumen_penetaspan mencatat di Kartu Piutang di
kolom penetapan. Jika menerima pembayaran dan Wajib Bayar,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara_Penerimaan Pembantu akan
mencatat di Kartu Piutang di kelom_pembayaran.

Setiap bulan berdasarkan dokumen penetapan fungsi penetapan
membuat laporan penetapan dan dikirim ke fungsi verifikasi.

Setiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu merekap_Kartu Piutang per wajib bayar ke Buku Bantu
Piutang per Rincian Obyck Pendapatan, dan Buku Bantu Piutang
Per Obyek Pendapatan (sesuai kebutuhan) sampai menghasilkan
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Laporan Piutang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
SPJ Pendapatan dan dikirim ke fungsi verifikasi,

/. Fungsi verifikasi melakukan cross check antar Laporan, jika telah
sesuai Laporan Penetapan dan Laporan Piutang ditandatangani
oleh PA/EKPA.

B. Laporan Plutang yang telah ditandatangani oleh PA/KPA akan
dijadikan dasar penjurnalan oleh fungsi alkuntansi PPK-BLUD
dengan menggunakan akun finansial untuk menghasilkan
Laporan Finansial.

4.2.6. Kaidah Pencatatan :

Pendapatan LO diakui secara bruto achingga:

a. Pendapatan vang dikenakan biaya transaksi tctap harus dicatat
sebesar bruto meskipun pendapatan LRA diakui secara netto
sehinpga biaya-biava transaksi tetap harus dicatat dalam rekening
beban tersendiri

b. Pendapatan vang dikenakan diskon/potongan tetap harus dicatat
sebesar bruto meskipun pendapatan LRA diakul secara netto
sehingga diskon/potongan pendapatan tetap harus dicatat dalam
alun potongan pendapatan tersendin

4.3. Sistemn dan Prosedur Penghapusan Plutang

Sistem dan prosedur penghapusan piutang merupakan serangkaian
proses baik manual maupun terkomputerizasi terkait dengan penghapusan
piutang, Ruang linglkup pembahasan dibatasi pada penghapusan piutang
dengan kriteria sebagai berikut !

1. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa setelah melampaui 3
(tiga) tahun untuk piutang BLUD terhitung sejak saat terutangnya atau
sejakt saat penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
Kadaluwarsa penagihan piutang dapat tertangguh apabila ada pengakuan
utang dari wajib bayar :

a. Pengakuan langsung, wajib bayar dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang dan belum melunasinya;

b. Pengakuan tidak langsung, wajib bayar mengajukan permohonan
angsuran atau permohonan penundaan pembayaran atau permohonan

kebaratar.
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2. Wajib bayar meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung
pajaknya;
3. Wajib bayvar menutup usahanya;

Piutang vang dapat diajukan penghapusan sesuai dengan yang
tercantum  dalam Dokumen  Penetapan/Surat  Kepumasan yang telah
diterbitkan.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem peghapusan piutang terdiri

dari :
a. Pungsi/pihak vang terkait;
b. Dokumen yang dipunakan;
¢. Catatan vang digunakan;
d. Deskripsi Prosedur.
4.3.1. Fungsi/Pihak vang Terkait
Fungsi/pihak vang terkait dalam prosedur penghapusan piutang adalah:
1. Pengpuna Angparan BLUD/Kuasa Pengpuna Anggaran BLUD Unit Kerja
Menyvampaikan usulan penghapusan piutang kepada Gubernur
2. Fungs: penagithan
a. Menginventarisir dan melakukan penelitian administrasi atas piutang
vang akan dihapuskan;
b. Membuat daftar usulan penghapusan piutang;

c. Menyampaiksan daftar usulan penghapusan piutang kepada Pengguna
Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja.

3. Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu

Mencatat penghapusan di buku bantu piutang berdasarkan surat

keputusan penghapusan piuatang,

4.3.2. Dokumen yang digunakan

Dokumen wvang digunakan dalam sistem dan prosedur penghapusan
piutang adalah_:
1. Dafltar usulan penghapusan piutang
Merupakan daftar yang memuat informasi identitas wajib bayar, jenis

piutang, tanggal dan nomer penetapan, jumlah piutang yvang akan
dihapuskan, dan alasan dihapuskan.
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4.3.3.

_ 75

Dolkumen Penetapan

Dokumen penetapan yang telah diterbitkan dipunakan sebagai dasar
menentukan jumlah nominal piutang vang akan dihapuskan.

Catatan yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam sistem dan prosedur penghapusan

piutang adalah_:

1.

4.3.4,

4

Bulcu Bantu Piutang

Dalam prosedur penghapusan piutang, buku ini digunakan oleh
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk
mencatat penghapusan piutang sesual dengan Surat Keputusan
Gubernur,

Deskripsi Prosedur
Deskripsi prosedur penghapusan piutang adalah sebagail berikut :

. Fungsi penagihan menginventarisir dan melakokan  penelitian

administrasi atas piutang yang akan dihapus.

. Hasil penelitian dituangkan dalam daftar usulan penghapusan piutang,

yang selurang kurangnya memuat :
g. Nama Wajib Bayar;
b. Alamat Wajib Bayar;
c. Jenis Plutang;
d. Tanggal dan nomer penetapan;
e. Jumlah pokok piutang yang akan dihapuskan;
f Jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
g. Alasan dihapuskan.

Daftar usulan penghapusan piutang disampaikan kepada Pengguna
Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja untuk di
Dlorisasi.

Pengpuna Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja

menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang kcpada Gubernur
paling lambat minggu kedua bulan Desember.

Penghapusan piutang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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6. Berdasarkan Keputusan Gubernur, Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu mencatat penghapusan di buku bantu piutang di
kolom penetapan dengan nilai minus dengan keterangan dihapus.
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dan harus dilaksanakan sebelum DPA-BLUD disahkan, dengan mekanisme
tertentu, PPED dapat membuat SPD tanpa menunggu DPA-BLUD disahkan.

5.1.2. Fungsi e-SPD Fungsional

Fungsi SPD Fungsional adalah sebagai alat manajemen kas bag BLUD
untuk mengatur batas maksimal belanja vang bisa dilakukan untuk sam
periode, SPD Fungsional ini berisikan alokasi penyediaan dana wyang
bersumber dari pendapatan BLUD. SPD Fungsional digunakan sebagai dasar
untuk menatausahaan belanja dan pembiayaan di BLUD dan BLUD Unit Kerja
Untuk itu, SPD digunakan sebagai dasar dalam pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPPF).

3.1.3. Pihak yang berwenang menandatangani e-SFD

Pihak wang berwenang untuk menandatangani SPD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

2. 1.4, Jenis e-5PD

SPD Fungsional diterbitkan sctahun sckali, dan apabila terdapat
perubahan dipertengahan tahun vang telah dituangkan dalam PAPBD, maka
dilakukan penyesuaian terhadap SPD Fungsional. Sebagaimana SPD Non-Gaji,
SPD Fungsional diterbitkan tanpa disertai rincian kode rekening belanja
ataupun pembiayaan.

2.1.5. Jaringan Prosedur Penerbitan e-SPD

Jaringan prosedur penerbitan SPD merupakan uraian prosedur
penerbitan SPD yang terdiri dari :

1. Pihak Yang Terkait

1. Pengpuna Anggaran BLUD /Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja
~  Membuat anggaran kas pendapatan, belanja dan pembiayaan
berdasarkan penjadwalan pembayaran pelaksanagn anggaran yang
tercantum dalam DPA-SKPD.

2. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
-  Menganalisa anggaran kas pendapatan, belanja dan pembiayaan
sebagal dasar penyiapan draft SPD belanja dan SPD pengeluaran
pembiayaan.
—  Menyiapkan draft SPD BLUD

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD
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—  Melakukan otorisasi SPD BLUD dan menandatanganinya secars
digital.

. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam penerbitan SFD adalah :

a. Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
DPA-BLUD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, program,
kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
tersebut serta rencana penarikan dana setiap-setiap BLUD.

b. Anpggaran Kas BLUD
Merupakan dokumen vyang disusun oleh BLUD yang berisikan
rencana pengeluaran kas setiap trivulan berdasarkan tabel waktu
pelaksanaan program dan kegiatan vang telah ditetapkan. Anggaran
Kas Belanja dan Pembiayaan terdiri dari kode rekening belanja dan
pengeluaran pembiavaan, Anggeran kas BLUD dibuat untuk satu

tahun anggaran dan dirinei per triwulan,

. Catatan yang digunakan

a. Catatan yang digunakan di Bidang Perbendaharaan di BPEAD
Catatan vang digunakan di Bidang Perbendaharaan di BPKAD adalah
Registar SPD yang memuat tentang daftar SPD yang telah diterbitkan

oleh PPED selaku BUD, berfungsi untuk mengetahui jumlah semua
jenis SPD yvang telah diterbitkan.

b. Catatan vang digunakan di BLUD

Catatan yang digunakan oleh PPK-BLUD/PPK-BLUD Unit Kerja dan
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ELUD
Unit Kerja adalah Register SPD untuk mencatat SPD yang diterima
sccare online dari Bidang Perbendsharaan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah.

. Deskripsi Prosedur Penerbitan e-SPD

Deskripsi prosedur penerbitan SPD adalah sebagai berilout

a. Bidang Perbendaharaan di BPKAD menganalisis kesesuaian DPA
BLUD dan Anggaran Kas BLUD yang ada dalam basisdata

(database). Berdasarkan DPA SKPD dan Anggaran Kas BLUD
tersebut, Bidang Perbendaharaan di BPKAD membuat draft e-5FD
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Fungsional secara elektronik untuk setiap BLUD baik BLUD 3KPD
maunpun BLUD Unit Kerja dan menginmkannya secara danng
kepada Kuasa BUD.

b. Kuasa BUD meneliti draft e-SPD Fungsional yang dirancang oleh
Bidang Perbendaharaan di BFKAD dan membandingkannya dengan
Anggaran Kas Pemerintah Daersh Provinsi Jawa Timur dan dengan
aturan tentang jumlah maksimal penyediaan dana yang telah
ditetapkan oleh PPKD. Jika belum sesuai, Kuasa BUD
mengembalikan kepada Bidang Perbendaharasan di BPKAD untuk
direwvisi.

c. Jika draft e-SPD telah sesual dengan Eetentuan, Kuasa BUD
memberikan otorisasi secara daring. Otorisasi ini sekaligus scbagai
tanda bahwa Kuasa BUD telah meneliti kebenaran draft e-SPD.

d. Setelah mendapatkan otorisasi dari Kuasa BUD, PPKD selaku BUD
menguji jumlah yang diajukan dalam e-5PD dengan target
pendapatan BLUD dan SILPA BLUD tahun sebelumnya. Jika nilainya
tidak memadai, PPKD menolak untuk menerbitkan e-SPD
Fungsional. Jika nilai e-SPD Fungsional telah sesuai, PPRD
menyetujui penerbitan e-SPD Fungsional yang ditandal dengan
pemberian tandatangan digital dalam «-SPD Fungsional.

e. Berdasarkan e-SPD Fungsional yang telah diotorisasi dan
ditandatangani oleh FPKD, Bidang Perbendaharaan di BFPKAD
mencatatnya ke dalam Register SPD.

f. e-8PD Fungsional yang telsh ditandatangani oleh BUD dikirimkan
kepada BLUD secara daring sebagai dasar untuk melakukan
pencairan dana. Atas dasar penerimaan ¢-3PD Fungsional, PPK
BLUD/PPK BLUD Unit Kerja serta Bendahara Pengeluaran
BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja
mencatatnya dalam Register SPD.

5.2, Pengajuan SPPF dan SPMF Fungsional

5.2.1, Definisi

Surat Permintaan Pembavaran Fungsional (SPPF] adalah dokumen yang
diterbitkan secara elektronik oleh Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja untuk mengajukan permintaan
pembayaran atas dana vang bersumber dar pendapatan BLUD.
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Surat Perintah Membayar Fungsional (SPMF) adalah dokumen yang
diterbitkan sccara elektronik oleh Pengguna Anggaran BLUD /Kuasa Pengguna
Anggaran BLUD Unit Kerja sebagai dasar pembayaran beban pengeluaran
DPA-BLUD,

Terdapat dua mekanisme pembayaran atas belanja vang menggunakan
dana fungsional, vaitu:

1. Mekanisme uang persediaan fungsional (UP-Fungsional)
2. Mekanisme ganti uang persediaan fungsional {(GU-Fungsional)

3. Mekanisme pembayaran langsung funggional (LS-Fungsional)

5.2.2. Fungsi/Pihak vang Terkait dalam Pengajuan SPPF dan Penerbitan SPMF

Fungsi/Pihak yang terkait dalam pengajuan SPPF dan penerbitan SPMF
meliputi:
a. Fungsi/Pihak yang terkait di BLUD
Fungsi/Pihak yang terkait dalam pengajuan SPPF dan penerbitan
SPMF di BLUD adalah :
1. Pengguns Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD
Unit Kerja
— melakukan otorisasi SPMF.
— menandatangani e-SPMF secara digital
2. PPE-BLUD/PPK BLUD Unit Kerja
— Mengontrol pagu anggaran,
- Meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen
SPPF,
— Menyiapkan dan membuat SPMF.
—~ Membuat Laporan  Penelitian  Kelengkapan  Dokumen
Penerbitan SPMF
3. Bendahara Pengeluaran BLUD /Bendahara Pengeluaran
Pembantu BLUD Unit Kerja
- Mengontrol pagu anggaran.
— Membuat SPPF secara elektronik dan mengotorisasinya.
- Mengirim dokumen SPPF kepada PPK-BLUD/FPK BLUD Unit

Kerja secara online,
4. Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara Penerimaan Pembantu

BLUD Unit Kerja
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- Melakukan pencairan dana berdasar SPMF dari Bendahara

Penerimaan BLUD ke Bendahara Pengeluaran BLUD

. PPTK
— Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban APBD sebagai salah satu kelengkapan pencairan
dana;

Menvusun jadwal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
vang menjadi tanggungjawabnya;

Melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi
kewernangannya;

Menviapkan dokumen administrasi yang terkait dengan
persyaratan pembayaran yang ditetapkan dan/atau dasar
hukum yang melandasinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
dan/atau Ringkasan Kontrak Swakelola;

Melaporkan pelaksanaan program/kegiatan/sub Lkegatan
kepada PA dan/atau KPA

Fungsi Akuntansi
- Melakukan otorisasi penjurnalan (manual dan/atau otomatis)

atas transaksi yang terjadi

5.2.3. Dokumen yang Digunakan dalam Pengajuan SPPF dan Penerbitan SPMF

Dokumen vang digunakan dalam pengajuan SPPF dan penerbitan SPMF

adalah :
1. DPA

DPFA memuat secara lengkap dan rinci Anggaran Pendapatan dan
Belanja BLUD.
. Anggaran Kas Belanja

Anggaran Kas Belanja memuat rencana aliran kas keluar
(pengeluaran kas) dalam satu tahun anggaran vang dinna dalam

anggaran kas triwulanan.

SPD dikeluarkan oleh Bidang Perbendaharasan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah, sebagal dasar untuk pengajuan SFPF.

4. Surat Keputusan Besaran UP Fungzional
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Merupakan dckumen vyang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran;Kuasa Pengpuna Anggaran BLUD Unit Kera yang
berisikan besaran uang persediaan vang bisa diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD Unit Kerja.

5. S8PPF
SPFF digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Pengesahan SPJ Fungsional
Berisikan rincian belanja BLUD vang didanai dari dana Fungsional
vang telah disahkan oleh Pengpuna Anggaran BLUD /Kuasa Pengpuna
Anggaran BLUD Unit Kerja pada perioda sebelumnya.

7. SPMF
Dokumen yang menjadi dasar dalam pembayaran belanja dan Kas
BLUD.,

5.2.4. Catatan Yang Digunakan dalam Pengajuan 8PPF dan Penerbitan SPMF

Catatan vang digunakan dalam pengajuan SPPF dan penerbitan SPMF
adalah:

a. Register SPFF
Mecrupakan catatan yvang memuat secara historis SPPF yang telah
diterbitkan.

b. Register SPMF

Merupakan catatan yang memuat secara historis SPMF yang telah
diterbitkan.

5.2.5, Deskripsi Prosedur Pengajuan SPP dan Penerbitan SFM UP Fungsional

52.5.1. Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM UP Fungsional pada BLUD SKPD
dar BLUD Unit Kerja

Deskripsi prosedur pengajuan SPP UP Fungsional dan penerbitan SPM
UP Fungsional meliputi:

a. Mengacu pada Rencana Bisnis Anggaran, Anggaran Kas BLUD/BLUL
Unit Kerja, dan SPD Fungsional, Bendahara Pengeluaran
BLUD/Bendahara Pengeluaran BLUD Unit Kerja melakukan estimasi
kebutuhan rata-rata bulanan uang persediaan fungsional (selain
vang akan dibavarkan melalui mekanisme LS fungsional). Hasil
perhitungan tersebut disampaikan kepada PPRE BLUD/PPK BLUD
Unit Kerja.

b. PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja menelaah kesesuaian kebutuhan
uang persediaan fungsional dengan ketersediaan dana fungsional



dan Anggaran Kas BLUD/BLUD Unit Kerja. Jika telah sesuai, PPK
BLUD/PPK BLUD Unit Kerja membuat draft Surat Keputusan
Besaran Uang Persediaan Fungsional untuk diajukan kepada
Pengpuna Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit
Kerja.

Pengpuna Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit
Kerja menguji substansi dari draft Surat Keputusan tersebut, jika
menyetujuinya maka Pengguna Anggaran BLUD menandatangani
Surat Keputusan Besaran UP Fungsional.

. Berdasarkan Surat Keputusan Besaran UP Fungsional yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran BLUD/Kuasa Pengguna
Anggaran BLUD Unit Kena, Bendahara Pengeluaran
BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja membuat
SPP UP Fungsional secara elektronik dengan jumlah maksimal
sebesar vang tertuang dalam Surat Keputusan Besaran UFP
Fungsional. Setelah menandatanganinya, SPP UFP Fungsional
terscbut dikirimkan secara daring kepada PPFK BLUD/PPK BLUD
Unit Kerja untuk diteliti.

PPK BLUD/FPPK BLUD Unit Kerja meneliti kesesuaian dokumen SPP
UP Fungsional dengan Surat Keputusan Besaran UP Fungsional.
Jika telah sesuai, PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja membuat
Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SFM UP
Fungsional, menandatanganinya dan mengunggahnya ke dalam
aplikasi. Selanjutnya PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja memberikan
otorisasi atas dokumen e-SPP UP Fungsional, memberi nomor dan
tanggal e-SPM UP Fungsional.

Berdasarkan draft dokumen 3SPM UP Fungsional, Pengguna
Anpgaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja
mengujl kelengkapannya dan selanjutnya menandatanganinya
secara digital,

SPM UP Fungsional vang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja merupakan
dasar bagi Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara Penerimaan
Pembantu BLUD Unit Kerja untuk memindahkan dana fungsional ke
rekening Bendahara Penpeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu BLUD Unit Kerja.
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5.2.5.2. Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM GU Fungsional pada BLUD SKFD
dan BLUD Unit Kerja

Pengajuan ganti uang atas dana fungsional hanya bisa dilakukan jika
Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit
Keria telah mendapatkan Pengesahan SPJ Fungsional pada perioda
sebelumnya. Berikut ini uraian deskripsi pengajuan SPP GU Fungsional dan
penerbitan SPM GU Fungsional:

a. Berdasarkan Pengesahan SPJ Fungsional, Bendahara Pengeluaran

BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja membuat
SPP GU Fungsional secara elektronik dan menandatangaminya.

b. Bendahara Pengeluaran BLUD/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD Unit Kerja mengirimkan SPP GU Fungsional beserta dokumen
kelengkapannya kepada Pengguna Anggaran BLUD/ Kuasa Pengguna
Anggaran BLUD Unit Kerja melalui PPK BLUD/ PFK BLUD Unit Kerja
secara daring.

c. PPK BLUD/FPK BLUD Unit Kerja menelagh kesesuaian e-SPP GU
Fungsional dengan Pengesahan SPJ Fungsional dan menguji
ketersediaan dana fungsional. Jika telah sesuai dan mencukupi, PPE
BLUD/ FPPK BLUD Unit Kerja membuat Laporan Penelitian
Kelengkapan Dokumen  Penerbitan SPM GU  Fungsional
menandatanganinya dan mengunggahnya ke dalam aplikasi.
Selanjutnya PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja mengotorisasi e-SPP
U Fungsional, membuat draft SPM GU Fungsional, memberi tanggal
dan nomor SPM GU Fungsional.

d. Berdasarkan otorisasi dari FPK BLUD/PPK EBLUD Unit Kerja,
Pengguna Anpggaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit
Kerja menguji ketersediaan SFD. Jika telah sesuai, Pengguna
Angpgaran BLUD/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit RKerja
menandatangani SPM GU Fungsional secara digital.

5.2.5.3. Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM LS Fungsional pada BLUD SKPD

Pengajuan SPP LS Fungsional ini digunskan untuk melakukan
pembayaran belanja fungsional yang bersifat definitif sehingga jumlah belanja
sudah dapat dipastikan (contoh: tagihan dari supplier, honorarium, tagihan
langganan daya dan jasa, tagihan dari pihak ketiga lainnya). Dengan kata lain,
pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah selesai sehingga bisa dibayar
dengan mekanisme langsung, Berikut ini prosedur pengajuan SPP LS
Fungsional dan penerbitan SPM LS Fungsional.



a. PPTK menyiapkan bukti transaksi dan dokumen pendukung 5FP LS
Fungsional (sesual dengan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas) dan menyvampaikannya kepada
Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD untuk ditcliti baik dari aspek kelengkapan, kebenaran,
keabsahan maupun pagu anggaran.

b. Bendahara Penggluaran BLUD atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu BLUD meneliti dokumen SPP LS Fungsional, jka sudah
lengkap, benar dan sesuai maka ditindaklanjuti dengan membuat
SPF L3 Fungsional secara elektronik.

e. Bendahara Pengeluaran BLUD atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu BLUD memindal dokumen kelengkapan SPP LS Fungsional
dalam bentuk file pdl sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan
Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan
Tugas dan mengunggahnya ke dalam aplikasi, lalu menandatangani
SPP LS Fungsional dan mengirimkannya ke Pengpuna Anggaran
BLUD melalui PPK BLUD.

d. PPK BLUD meneliti kelenghapan dan kebenaran dokumen SPP LS
Funpgsional, serta menguji ketersediaan pagu SPD dan dana
fungsional. Jika telah sesuai, PPK BLUD membuat Laporan Penelitian
Kelengkapan Dokumen  Penerbitan SPM LS Fungsional,
menandatanganinya dan mengunggahnya ke dalam aplikasi.

e. Selanjutnya PPK BLUD menyiapkan draft SPM LS Fungsional secara
elektronik, memberi tanggal dan nomor SPM serta mengotorisasinya.

f. Berdasarkan otorisasi dari PPK BLUD, Pengpuna Anggaran BLUD
menguji ketersediaan SPD dan menandatangani SPM LS Fungsional
secara digital.

g. SPM LS Fungsional yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anpgaran BLUD menjadi dasar bagi Bendahara Penerimaan BLUD
untuk membayarkan tagihan kepada pihak ketiga melalui Bendahara
Pengeluaran BLUD.

5.2.5.4 Pengajuan SPP dan Penerbitan SPM LS Fungsional pada BLUD Uit
Kerja
Pengajuan SPP LS Fungsional ini digunakan untuk melakukan
pembayaran belanja fungsional yang bersifat definitif schingga jumlah belanja
sudah dapat dipastikan (contoh: tagihan dari supplier, honorarium, tagihan
langganan daya dan jasa, tagihan dari pihak ketiga lainnya). Dengan kata lain,
pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah selesai sehingga bisa dibayar
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mekanisme langsung., Berikut inl prosedur pengajuan SPF LS

Fungsional dan penerhitan SPM LS Fungsional.

=

Catatan:

FFTK menyiapkan bukti transaksi dan dokumen pendukung SPP L3
Fungsional (sesuai dengan Peraturan Gubemnur tentang Pedoman
Kerja dan Pelaksanaan Tugas) dan menyampaikannya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja untuk ditelit
baik dari aspek kelengkapan, kebenaran, keabsahan maupun pagu
ANgEATAN.

Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja meneliti

dokumen SPP LS Fungsional, jika sudah lengkap, benar dan sesuai
maka ditindaklanjuti dengan membuat SPP LS Fungsional secara
elektronik.

Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja memindai
dokumen kelengkapan SPP LS Fungsional sebagaimana disyaratkan
dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Kerja dan
Felaksanaan Tugas dan mengungegahnya ke dalam aplikasi, lalu
menandatangani SPP LS Fungsional dan menginmkannya ke Kuasa
Pengeuna Anggaran BLUD Unit Kerja melalui PPK BLUD Unit Kerja.
FPK BLUD Unit Kerja meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen
SPP LS Fungsional, serta menguji ketersediaan pagu SPD dan dana
fungsional. Jika telah sesuai, PPK BLUD Unit Kerja membuat
Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SFM LS
Fungsional, menandatanganinya dan mengunggahnya ke dalam
aplikasi.

Selanjutnya PPK BLUD Umit Kerja menyiapkan draft S5PM LS
Fungsional secara clektronik, memberi tanggal dan nomor SPM serta
mengotorisasinya.

Berdasarkan otorisasi dari PPK BLUD Unit Kerja, Kuasa Pengguna
Anggaran BLUD Unit Kerja menguji ketersediaan 5FPD dan
menandatangani SPM LS Fungsional secara digital.

SPM LS Fungsional yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran BLUD Unit Kerja menjadi dasar bagi Bendahara
Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja untuk membayarkan tagihan
kepada pihak ketiga melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD Unit Kerja.

Setiap akhir periode, Bendahara Pengeluaran BLUD SKPD dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Ketja membuat Laporan Utang untuk
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belanja yang sampai dengan akhir periode belum terbayar, Laporan Utang

dibuat berdasarkan:
Surat tagihan/fakour/doekumen lain yang dipersamakan;
b. Keputusan hasil perhitungan remunerasi (khusus Rumah Sakit);

¢. Berita Acara Penerimaan Barang [(BAPB)/Berita Acara Penyerahan
Pckerjaan (BAFP).

Laporan Utang vang telah ditandatangani oleh PA/KPA akan dijadikan dasar
penjurnalan oleh fungsi akuntansi PPK-BLUD dengan menggunakan akun
finansial untuk menghasilkan Laporan Finansial.

Pada akhir periode, hanya utang berikut vang boleh dilakukan oleh
BLUD, hanya utang berikut yang boleh dilakukan oleh BLUD:

1.

2
3.

P

@ & ox ;!

11,
12,

13.

14,

15.
16.

Lr.

Utang Belanja Listrik;
Utang Belanja Air;
Utang Belanja Telepon/Faksimili;

Utang Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam
Kebakaran (pemakaian di akhir tahun yang belum tertagih);

LUtang Belanja Langganan Multimedia;
Utang Belanja Bahan Obat-obatan
Utang Belanja Bahan Kimia

Utang Belanja Bahan Laboratorium

Utang Jasa Pemeriksaaan Pasien pada Rumah Sakit
Rujukan /Dokter Eksternal

. Utang Belanja Bahan Industri

Utang Belanja Praktek dan Percontohan
Utang Belanja Jasa Pengelolaan Darah

Utang Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni
panti/penghuni asrama;

Utang Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (khusus Rumah
Sakit];

Utang Belanja Jasa Pelayanan Rumah Sakit;

Utang Belanja Pemeliharaan Gedung

Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
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18. Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
19, Utang Belanja Pemeliharaan Aset tak berwujud
20, Utang Jasa Loundry

21, Utang Jasa Cleaning Service
5.3. Pencairan Dana Fungsional

3.3.1. Definisl

Pencairan Dana Fungsional adalah prosedur yang dilaksanaan dalam
rangka mencairkan Dana Fungsional BLUD dari Kas Bendahara Penerimaan
BLUD/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja ke Kas Bendahara
Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja atau
kepada pihak ke tiga berdasarkan dokumen SPMF.

5.3.2. Fungsi/Pihak yvang Terkait dalam Pencairan Dana

Fungsi/Pihak vang terkait dalam penerbitan pencairan dana terdiri dari:
a. Fungsi/pihak yang terkait di BLUD

Fungsi/pihak vang terkait dalam pencairan dana di BLUD adalah :

1. Bendahara Penerimaan BLUD vyang menjalankan fungsi
penyimpan dan penanggungjawab atas penerimaan pendapatan
BLUD memiliki tugas untuk:

- Mengontrol sisa kas bendahara penerimaan di BLUD.

— Melakukan pencatatan pencairan SFMF.

- Membuat slip pemindahbukuan untuk mentransfer dana
dari rekening Bendahara Penerimaan BLUD ke rekening
Bendahara Pengeluaran BLUD.

2. Bank Persepsi

Bertugas untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara

Pengeluaran BLUD sesual  permintaan dari  Bendahara

Penerimaan BLUD.

Bendahara Pengeluaran BLUD

— Mencatat penerimaan kas dari pencairan dana fungsional ke
dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank

4. Fungsi Akuntansi

w

- Melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi secara
online dan/atau manual sesuai dengan karakteristik

transaksinya
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5. PPK-BLUD

— Meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan
SPPF.
— Menyiapkan SPMF secara elektronik
— Menguji ketersediaan SPD Fungsional.
b. Fungsi/pihak yang terkait di BLUD Unit Kerja

Fungsi/pihak yang terkait dalam pencairan dana di BLUD Unit Kerja
adalah :
1. Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja yang
menjalakan fungsi pengelola Kas BLUD
— Mengontrol siza kas bendahara penerimaan BLUD
- Melakukan pencatatan pencairan SPMF
— Membuat slip pemindahbuluan untuk mentransfer dana dan
rekening Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
ke rekening Bendahara Pengeluaran BLUD
2. Bank Persepsi

Bertugas untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja sesuai permintaan dari
Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja,
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja
— Mencatat penerimaan kas dari pencairan dana fungsional ke
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank.
4. Fungsi Alkuntansi
-~  Melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi secara
online dan/atau manual sesuai dengan karakteristik
transaksinya
5. PPK-ELUD Unit Kerja
- Meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan
SFFPF.
= Menyiapkan SPMF secara clektronik.
-  Menguji ketersediaan SPD Fungsional.

5.3.3. Dokumen vang Digunakan

Dokumen yvang digunakan dalam proses pencairan dana adalah :
a. Slip Pemindahbukuan

Slip Pemindahbukuan diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan
BELUD/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja sebagai
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dasar untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Bendahara
Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unat
Kerja.

b. S5PMF

Merupakan dokumen wyang berisi perintah untuk mencairkan
sejumlah dana dari rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu ELUD ke rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja.

5.3.4. Catatan vang Digunakan

Catatan yang digunakan dalam pencairan dana meliputi :
1. Buku Kas Umum (BKL)

Catatan yang diselenggarakan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja untuk
mencatat transaksi penerimaan kas dari pencairan dana.

2. Buku Pembantu Bank

Catatan yang diselenggarakan oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja untuk
mencatat mutasi saldo bank.

3. Register SPMF
Laporan yang memuat secara historis pencairan dana yang
dilakukan oleh Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara
Penerimaan Pembant BLUD Unit Kerja.

4. Register Penolakan Pencairan Dana
Laporan yvang memuat secara historis Surat Penolakan pencairan
dana.

2.3.3, Deskripsi Prosedur

1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD
Unit Kerja menerima SPM (baik UP/GU ataupun L3) Fungsional
vang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran BLUD Unit Kerja dari PPK-BLUD/FPK-BLUD Unit Kerja.
Jika telah sesuai, akan dibuat Slip dan/atau Surat Kuasa
Pemindahbukuan, dibuat rangkap 3:

— Lembar 1 untuk bank persepsi
— Lembar 2 untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
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— Lembar 3 arsip Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja,

2. Slip dan/atau Surat Kuasa Pemindahbukuan yang sudah dibuat
ditandatangani olech Bendahara Penerimaan BLUD/Bendahara
Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja dan atasan langsungnya
{sesual spesimen dalam rekening giro) dan untuk selanjutnya
discrahkan kepada bank persepsi untuk dilakukan proses
pemindahbukuan dari rekening kas Bendahara Penerimaan
BLUD/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja ke
rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
BLUD Unit Kerja.

3. Setelah melakukan  proses  pemindahbukuan,  Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
melakukan crosscheck antara Slip dan/atau Surat Kuasa
Pemindahbukuan vang tclah divalidasi, Rekening Koran, dan nota
debit. Jika tidak terdapat perbedaan saldo, maka Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
mencatatnya ke dalam BKU Bendahara Penerimaan. Namun jika
terjadi perbedaan saldo, maka diinformasikan kepada bank untuk
dilakukan evaluasi dan koreksi terhadap perbedaan tersebut.

4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD
Unit Kerja mencatat penerimaan kas dari pencairan dana fungsional
di:

—  Buku Pembantu Bank di sisi penerimaan,
— BEKU di sisi penerimaan.

5. Jika pencairan dana fungsional tersebut berasal dari SPM LS
Fungsional, maka Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja melakukan
pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga, dan mencatatnya ke
dalam Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran dan BKU di sisi
pengeluaran.

6. Fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi secara otomatis
atas dasar transaksi pemindahbukuan dan/atau belanja yang terjad:
Catatan: Dalam hal penarikan dana/pemindahbukuan dana dilakukan

dengan e-banking, bukt penarikan/pemindahbukuan harus diarsip dan
didistribusikan kepada pihak terkait sesuai prosedur di atas.
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5.4, Distribusi Dana Fungsional

Prosedur ini digunakan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu Unit Kerja untuk mendistribusikan dana kcpada
Bendahara Pengeluaran Pembantu ataupun pelaksana kegiatan., Jaringan
prosedur yang membentuk sub sistem terdir dari :

Fungsi/ pihak vang tekait
b. Dokumen yang digunakan
c. Catatan vang digunakan
d. Deskripsi Prosedur

5.4.1. Fungsi/Pihak Yang Terkait

Fungsi/Pihak vang terkait dalam prosedur distribusi dana adalah :
1. Pengguna Anggaran BLUD

-~ Mengotorisasi Daftar Kebutuhan Kas Bulanan yang diajukan

oleh Kuasa Pengpuna Anggaran
2.  Kuasa Pengguna Angparan (KPA)
- Menandatangani DKKB yang dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Menandatangani Nota Permintaan Panjar atau dokumen yvang
dipersamakan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BLUD Unit Kerja
- Menandatangani Nota Permintaan Panjar atau dokumen yang
dipersamakan vang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
4. Bendahara Pengeluaran BLUD
- Mendistribusikan UP/GU Fungsional ke Bendahara Pengeluaran
Pembantu.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja
— Menyalurkan uang panjar yang telah disetujui oleh Kuasa
Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja.

5.4.2. Dokumen vang digunakan
Dokumen vang digunakan dalam distribusi dana adalah :
a. Daftar Kebutuhan Kas Bulanan

Dokumen vang berisikan rencana kegiatan yvang akan dilakukan
dalam kurun satu bulan ke depan disertai dengan kebutuhan

kasnva.
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b. Nota Permintaan Panjar

Dolkumen wang digunakan oleh pelaksana kegiatan untuk

mengajukan kebutuhan uvang panjar.

5.4.3. Catatan vang digunakan

Catatan vang digunakan dalam distribusi dana adalah :
a. Bulku Pembantu Bank

Catatan yang digunakan untuk mencatat bertambah/berkurangnya
galdn bank.
b, Buku Kas Umum

Buku vang digunakan untuk mencatat bertambah/berkurangnya
uang dari/untuk distribusi dana.

c¢. Bulu Pembantu Pamar
Buku yang digunakan untuk mencatat uang panjar yang dikeluarkan
oleh Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kega.

5.4.4. Deskripsi Prosedur

5.4.4.1. Prosedur Penyaluran Dana UP/ GUf Fungsional di BLUD SKFPD,

1. Penyaluran Dana UP/GU Fungsional dari Bendahara Pengeluaran BLUD
ke Bendahara Pengeluaran Pembantu.

a. Mengacu pada Rencana Bisnis Anggaran, secara periodik (misalnya
setiap bulan) PPTK membuat rancangan jadwal kegiatan yang akan
dilakukan dalam kurun waktu satu bulan ke depan disertai dengan
kebutuhan uang persediaan dari dana fungsional. Rancangan jadwal
kegiatan tersebut dikemunikasikan dengan Kuasa Pengguna
Anggaran dan melibatkan pelaksana kegiatan terkait. Jika sudah
disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, FFTK menyerahkan
rencana kegiatan beserta kebutuhan dananya kepada Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Berdasarkan permintaan kebutuhan dana dari PPTK, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat Daftar
Kebutuhan Kas Bulanan ([DEKB) dan menandatanganinya.
Selanjutnys DKKB tersebut di konsultasikan dengan Kuasa Pengguna
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Anggaran. Jika telah sesuai, Kuasa Pengguna Anggaran
menandatangani DKKB tersebut sebagai bukti persetujuan.

¢. Bendahara Pengeluaran mengumpulkan semua usulan DKKB dari
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk selanjutnya diserahkan
kepada PPK BLUD untuk ditelaah berdasarkan ketersediaan uang
persediaan (UP) fungsional. Jika telah sesuai, PPK BLUD memberikan
paraf pada DKEB tersebut dan menyampaikannya kepada Pengguna
Anggaran BLUD.

d. Pengguna Anggaran BLUD memeriksa substansi permintaan
kebutuhan dana fungsional Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran  Pembantu,  Selanjutnya  Pengguna Anggaran
menandatangani DKKB  tersebut  sebagai bukti  persefujuan
pendistribusian dana fungsional.

e. Berdasarkan DKKE vang telah di setujui oleh Pengguna Anggaran
BLUD, Bendahara Pengeluaran BLUD memindahbukukan sesuai
dengan jumlah vang tertera dalam DKKB kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

f Berdasarkan bukii pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran BLUD ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu,
maka Bendahara Pengeluaran BLUD mencatatnya di Buku Kas
Umum di sisi pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat di sisi penerimaan. Pencatatan juga dilalkukan di Buku
Pembantu Bank di masing-masing pihak.

54.4.2 Prosedur Penyaluran Dana UP/GU Fungsional ke Pelaksana Kegiatan
pada BLUD SKPD.

Penyaluran kas dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke pelaksana kegiatan dimaksudkan untuk menyalurkan uang
panjar untuk pelaksanaan kegiatan yang membunihkan pembayaran secara
cepat. Berikut ini deskripsi prosedur penyaluran uang panjar ke pelaksana
kegiatan di BLUD SKFD.

a, Pelaksana kegiatan mengajukan kebutuhan uang panjar kepada

Kuasa Pengguna Anggaran  sepengetahuan PFTK dengan
menggunakan Nota Permimntaan Panjar atau dokumen yang

dipersamakan.
b. Kuasa Pengguna Anggaran menelaah urgensi kebutuhan panjar

tersebut dan melihat kesesuaiannya dengan anggaran kas BLUD.
Jika telah sesuai dan memang mendesak, Kuasa Pengguna Anggaran
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memberikan tanda tangan pada permohonan panjar tersebut
sckalizus memberikan batas waltu pertanggungjawaban atas panjar
tersebut.

¢. Berdasarkan persetujuan dari Kuasa Pengpuna Anggaran, pelaksana
kegiatan mengajukan permintaan uang panjar kepada Bendahara
Pengeluaran BELUD/Bendahara Pengeluaran Pembanfu.

d. Atas dasar Nota Permintaan Panjar atau dokumen yang
dipersamakan, Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencairkan dana sesuai dengan permintaan
baik secara tunai maupun nontunai, Berdasarkan pengeluaran kas
tersebut, Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatatnya ke dalam Buku Kas Umum di sisi
pengeluaran dan ke dalam buku pembantu panjar.

5.4.4.3. Prosedur Penyaluran Dana UP/ GU Fungsional pada BLUD Unit Kerja.

Penyaluran kas dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja ke
pelaksana kegiatan dimaksudkan untuk menyalurkan uang panjar untuk
pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan pembayaran secara cepat. Berikut
ini deskripsi prosedur penyaluran uang panjar ke pelaksana kegiatan di BLUD
Unit Kerja.

a. Pelaksana kegiatan mengajukan kebutuhan uang panjar kepada
Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja sepengetahuan PFTE
denpgan menggunakan Nota Permintaan Panjar atau dokumen yang
dipersamakan.

b, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja menelaah urgensi
kebutuhan panjar tersebut dan melihat kesesu giannya dengan
anggaran kas BLUD. Jika telah sesuai dan memang mendesak, Kuasa
Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja memberikan tanda tangan pada
permohonan panjar tersebut sekaligus memberikan batas waktu
pertanggungjawaban atas panjar tersebut.

c. Berdasarkan persetujuan dari Knasa Pengguna Anggaran BLUD Unit
Kerja, pelaksana kegiatan mengajukan permintaan uang panjar
kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja.

d. Atas dasar Nota Permintaan Panjar atau dokumen Yyang
dipersamakan, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja
mencairkan dana sesual dengan permintaan baik secara tuna
maupun nontunai.  Berdasarkan pengeluaran kas  tersebut,
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Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatatnya ke dalam Buku Kas Umum di sisi pengeluaran dan ke
dalam buku pembantu panjar.
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BAE VI
SISTEM DAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
FUNGSIONAL

6.1. Deskripsi

Prosedur pertanggungjawaban belanja fungsional merupakan proscdur
yvang harus dipenuhi oleh BLUD untuk mempertanggungjawablkan
penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD. Pada dasarnya
prosedur pertanggungiawaban ini mengikuti prosedur pertanggungjawaban
belanja vang bersumber dan AFED.

6.2. Prosedur Pertangsungjawaban Dana Fungsional

6.2.1. Fungsi/Pihak yang Terkait dengan Pertanggungjawaban Dana
a. Fungsi/pihak yang terkait di BLUD SKPD

1. Pengpuna Anggaran
- Melakukan otorisasi Pengesahan SPJ  Fungsional dan
menandatanganinya secara digital.

2, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Menandatangani bukt  pengeluaran  bersama  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
- Membuat laporan pertanggungjawsban atas program dan kegiatan
yvang dikelolanya kepada Pengguna Anggaran.
3. PPK-BLUD
- Mengontrol pagu anggaran.
— Melakukan verifikasi atas SPJ Fungsional.
- Menyiapkan Pengesahan SPJ Fungsional,

4. Bendahara Pengeluaran
— Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama KPA.
— Memungut dan menyetorkan pajak.
— Meneliti kelengkapan dokumen SPJ Fungsional per kegiatan yang
diterima dari masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu.

— Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ke Buku Kas Umum,

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
— Bertugas mencatat seluruh transaksi yang dikelola KPA ke dalam
Buku Kas Umum (BKU).
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- Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU.

— Menandatangsni semua bukti pengeluaran bersama Kuasa

Penggpuna Anggaran (KPA).
— Membuat SPJ untuk kegiatan-kegiatan yang berada dibawah
kewenangan KPA,

— Membuat Laporan Realisasi Penyerapan Belanja.

. PPTK

— Mengumpulkan bukti transaksi sebagai dokumen Kelengkapan SPJ
UP/GU Fungsional.

b. Fungsi/pihak vang terkait di BLUD Unit Kerja

1.

Kuasa Pengpuna Anggaran (KPA) ELUD Unit Kerja
- Melakukan Otorisasi Pengesahan SPJ  Fungsional dan
menandatanganinya secara digital

= Menandatangani bukti pengeluaran  bersama  Bendahara
Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja

PPK-BLUD Unit Kerja

- Mengontrol pagu anggaran.

- Melakukan verifikasi atas SPJ Fungsional.

— Menyiapkan Penpesahan SPJ Fungsional.

Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja

- Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama KPA BLUD

Unit Kerja

Memungut dan menyetorkan pajak.

Mencatat transaksi dalam buku kas umum.

Membuat Laporan Realisasi Penyerapan Belanja.

PPTK
- Mengumpulkan bukti transaksi sebagai dokumen kelengkapan
SPJ UP/GU Fungsional.

6.1.2. Dokumen dan Laporan vang digunakan

a. Dokumen dan laporan vang digunakan di BLUD

1.

Dokumen dan laporan vang digunakan oleh PPK-BLUD
— Pengesahan SPJ UP/GU Fungsional



- 100 -

Merupakan laporan vang memuat informasi tentang Pengesahan
Pertangpungjawaban belanja yang didanai dari pendapatan
EBLUD,

2. Dokumen dan laporan yang digunakan olech Bendahara

Pengeluaran

Rekapitulasi SPJ Fungsional

Merupakan Ilaporan yang berisi rekap pertanggungjawaban
penggunaan dana dari semua Bendahara Pengeluaran Pembantu
vang mempertangeungjawabkan belanja dari dana Fungsional.
Buku Pembantu Per Rincian Obyek

Merupakan dokumen yang memuat rekapitulasi transaksi setiap
rincian obyek dalam satu perioda SPJ.

Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak

Merupakan laporan tentang pemungutan pajak dan penyetoran
pajak oleh Bendahara Pengeluaran/Bendshara Pengeluaran
Pembantu.

Laporan Penyerapan Belanja

Digunakan untuk menampung semua pengeluaran yvang dikelola
oleh  Bendahara  Pengeluaran Pembantu yang  akan
dipertanggungjawabkan.

3. Dokumen dan laporan yang digunakan olch Bendahara

Pengeluaran Pembantu

Buku Pembantu Per Rincian Obyek

Merupakan dokumen yang memuat rekapitulasi transaksi setiap
rincian obyek dalam satu perioda SPJ.

Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak

Merupakan laporan tentang jumlah dan jenis pajak vang telah
dipunput dan atau disetor oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Laporan Penyerapan Belanja

Digunakan untuk menampung semua pengeluaran yang dikelola
oleh  Bendshara  Pengeluaran  Pembantu  ysng  akan
dipertanggungjawabkan.

b, Dokumen dan laporan yang digunakan di BLUD Unit Kerja
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1. Dokumen dan laporan yvang digunakan oleh PPK-BLUD Unit Kerja

Pengesahan SPJ Fungsional

Merupakan laporan yang memuat informasi lentang
Pengesahan Pertanggungawaban belanja yang didanai dar
pendapatan BLUD Unit Kerja.

2. Dokumen dan laporan yang digunakan oleh Bendahara
Pergeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja

Rekapitulasi SPJ Fungsional

Merupakan laporan yang berisi rekap pertanggungjawaban
penggunaan dana dari semua Bendahara Pengeluaran
Pembantu yang mempertanggungjawabkan belanja dari dana
Fungsional,

Buku Pembantu Per Rincian Obyek

Merupakan dokumen yang memuat rekapitulasi transaksi
zetiap rincian obyek dalam satu perioda SP.I.

Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak

Merupakan laporan tentang pemungutan pajak dan penyetoran
pajak olch Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Laporan Penyerapan Belanja

Digunakan wuntuk menampung semua pengeluaran yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu vang akan
dipertanggungjawablan.

6.1.3. Catatan yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam pertanggungjawaban dana adalah :

1. Buku Kas Umum (BKL)

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan

pengeluaran kas.

2. Buku Simpanan/Bank

Digunakan unfuk mencatat transaksi yang mempengaruhi
bertambah dan berkurangnya saldo bank.

3, Buku Kas Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Catatan VENE diselenggarakan oleh Bendahara

Pengeluaran {Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencatal
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keluar masuknya kas yang ada di Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
4. Register Pengesahan SPJ
Merupakan historis catatan pengesahan SPJ Fungsional oleh
Pengpuna Angparan/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja.
6. 1.4, Deskripsi Prosedur Pertanggungjawaban
6.1.4. 1. Deskripsi pertanggungjawaban dana di BLUD SKEPD

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menviapkan kelengkapan
dokumen SPJ UP/GU Fungsicnal berupa bukti transaksi pengeluaran
vang sah dan lengkap.

2. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
menylapkan kuitansi pembayaran yang ditandatanganinya beserta
Kuasa Pengpuna Anggaran. Selanjutnya mencatat bukt pembayaran
tersebut ke dalam Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran beserta buku
pembantu yang diperlukan. Selanjutnya, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu — menyiapkan
dokumen Burat Pertanggungawaban (SPJ) atas pengpunaan dana
UP/GU fungsional tersebut. Adapun Dokumen SPJ yang disiapkan
terdiri dari:

-~ Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap,;
- BKU;

- Buku Pembantu Per Rincian Obyek;

— Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak,

— Laporan Penyerapan Belanja.

3. Dokumen 3PJ UP/GU Fungsional vang disusun oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu vang telah lengkap dikirim ke Bendahara
Pengeluaran.

4. Dokumen SPJ UP/GU Fungsional baik dari Bendahara Pengeluaran
Pembantu maupun dari Bendahara Pengeluaran scndin (atas
kegiatan dibawah tanggung jawab KPA TU), direkap oleh Bendahara
Pengeluaran menjadi :

- Rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban [SPJ) UP/GU Fungsional
- Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak

Setelah itu, Bendahara Penpeluaran akan menyvampaikannya ke PPEK-
BLUD beserta dokumen fisik kelengkapan SPJ UP/GU Fungsional.

5 PPK-BLUD meneliti dokumen SPJ UP/GU Fungsional baik
keabsahan, kelengkapan, kescsuaian kode rekening maupun pagu
anggaran dan menyiapkan Pengesahan SPJ secara elektronik dan
mengotorisasinya secara daring,

6. Sclanjutnya PPK-BLUD menyvampaikan Pengesahan SPJ UP/GU
Fungsional kepada Pengguna Anggaran untuk dietorisasi.

7. Pengguna Anggaran menguji substansi Pengesahan SPJ UP/GU
Fungsional dan menandatanganinya secara digital.
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Pengesahan SPJ UP/GU Fungsional ini digunakean sebagai dasar bagi
Bendahara Pengeluaran BLUD untuk mengajukan SPP GU
Fungsional.

6.1.5. Deskripsi pertangpungjawaban dana di BLUD Umt Ketja

21

Ui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK] menyiapkan kelengkapan
dokumen SPJ UP/GU Fungsional berupa bukti transaksi pengeluaran
yang sah dan lengkap.

. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja menyiapkan

kuitansi pembayasran yang ditandatanganinya beserta Kuasa
Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja. Bendahara Pengeluaran
Permbantu BLUD Unit Kerja mencatat dokumen kelengkapan SFEJ
vang disampaikan oleh PPTK ke dalam Buku Kas Umum (BKU)
Pengeluaran beserta buku pembantu vang diperlukan. Selanjutnya,
Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan dokumen Swurat
Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana fungsional
tersebut. Adapun Dokumen SPJ yang disiapkan terdiri dari:

— Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

- BEU;

— Buku Pembantu Per Rincian Obyek;

— Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak;

— Laporan Penyerapan Belanja.

. Setelah itu, Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja akan

menvampaikannva ke PPK-BLUD Unit Kerga beserta dokumen SPJ
UP/GU Fungsional.

PPK-BLUD Unit Kerja meneliti dokumen SPJ UP/GU Fungsional baik
keabsshan, kelenghkapan, kesesuaian kode rekening maupun pagu

anggaran dan menyiapkan Pengesahan SPJ UP/GU Fungsional
secara elektronik dan mengotorisasinya secara daring.

Selanjutnya PPK-BLUD Unit Kerja menyampaikan Pengesahan SFJ
UP/GU Fungsional kepada Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit
Kerja untuk diotorizasi.

Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja menguji substansi
pengesahan SPJ UP/GU Fungsional dan menandatanganinya sccara
digital.

Pengesahan SPJ UP/GU Fungsional ini digunakan sebagai dasar bag
Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerpja untuk
mengajukan SPP GU Fungsional.
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BAB VII
SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN BLUD

7.1, Sistem dan Prosedur Penerimaan Pembiayaan BLUD

Sistem dan prosedur penerimaan pembiayaan BLUD merupakan
gerangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi berkaitan dengan
transaksi penerimaan pembiayaan yang utamanyza berasal dar Pencairan
Utang Jangka Panjang BLUD.

Pengertian penerimaan pembiavaaan adalah jika terdapat aliran kas
masuk ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu baik yang berasal dari pihak
ketiga maupun pihak kreditur selaku pemberi pinjaman janghka panjang,.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan pembiayan
terdiri dari :

a. Fungsi/pihak vang terkaot
b. Dokumen vang digunakan
o, Catatan yang dipunakan
d. Deskripsi Prosedur

7.1.1. Fungsi/Pihak yang Terkait

Fungsi/pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur penerimaan
pembiayaan BLUD adalah :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Menandatangani Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan.
2. Bendahara Penerimaan

- Menerima penyetoran dari pihak kreditur berkaitan dengan
pencairan pinjaman BLUD

- Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan BLUD;

- Membuat SPJ Penerimaan Pembiavaan secara periodik (setiap
bulan|.

3. Bendahara Penernmaan Pembantu BLUD Unit Kerja

- Menerima penyetoran dari pihak kreditur berkaitan dengan
pencairan pinjaman BLUD

- Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan BLUD;

- Membuat SPJ Penerimaan Pembiayvaan secara periodik (setiap
bulan).
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4. PPK-BLUD [fungsi akuntansi

- Membuat jurnal atas penerimaan kas berdasarkan STS dari
Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu.

5. Bank Persepsi

- Menerima setoran dari Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu;
- Memvalidasi Slip Setoran;
—  Menerbitlean rekening koran;

= Menerbitkan Nota Kredit dan Nota Debet.

7.1.2. Dokumen vang Digunalian

Dokumen yang digunakan dalam prosedur peneriman dan penyetoran

pembiayvaan adalah :
1. DPA Pembiayaan

Dokumen yang menunjukkan penetapan anggaran untuk

penerimaan pembiayasn pada satu periode anggaran
2. Surat Tanda Setoran (STS)

Dokumen ini digunakan untuk menyetorkan penerimaan ke rekening

Kas Bendahara Penerimaan BLUD di Bank Perseps:.
3. Blip Setoran

Dokumen ini digunakan untuk menyetorkan penerimaan ke rekening
Kas Bendahara Penerimaan BLUD di Bank Persepsi.

4. Nota Kredit
Nota Kredit digunakan sebagai bukti adanya penyetoran sccara
langsung oleh kreditur ke Kas Bendahara Penerimaan BELUD
7.1.3. Catatan yvang Digunakan

Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan Pembiayaan SKFD
adalah:

1. Buku Kas Umum

Digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pemnbantu untuk mencatat seluruh penerimaan (per rincian obyek
penerimaan pembiayaan).
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7.1.4. Deskripsi Prosedur Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang BLUD

1.

]|

Kreditur langsung melakukan pencairan pinjaman dengan
melakukan pemindahbukuan dari rekening bank kreditur ke
Rekening Kas di Bendahara Penerimaan BLUD melalui mekanisme
Transfer / Pemindahbukuan,

Bank Persepsi menerbitkan nota kredit dan rekening koran atas
bertambahnya Reckening Kas Bendahara Penerimaan BLUD.,

Kreditur menginformasikan pencairan pinjaman ke Bendahara
Penetimaan,/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan bukti
pemindahbukuan yang telah disahkan oleh Bank Persepsi.

. Berdagarkan Bukti Pemindahbubuan dari Kreditur, Bendahara

Penernimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat di Buku

Kas Umum (BKU) Penerimaan kolom penerimaan dan Kkolom
penyetoran.

Fungsi Akuntansi PPK BLUD berdasarkan Nota Kredit mencatat
dalam jurnal dengan menpgponakan akun pelaksanaan anggaran
untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, scrta mencatat
dalam jurnal dengan menggunakan akun Kas Bendahara
Penerimaan BLUD dan Utang Jangka Panjang untuk
mengakul pencairan pinjamar.

Setiap bulan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu membuat Buku Pembantu Ferincian Obyvek Penerimaan

Pembiayvaan dan Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dani 5PJ Pembiayaan.,

7.1.5. Kaidah Pencatatan

1.Dalam hal terdapat pembayaran menggunakan transalsi

pembayaran elektronik maka biaya transaksi yang dikenakan oleh
Bank/Penvedia Layanan Transaksi Pembayaran Elektronik dapat
diperlakukan sebagai berikut ini:

a. Pengakuan Bersih

Penerimaan pembiayaan tercatat sebagai kas masuk di Kas
Bendahara Penecrimaan BLUD adalah scjumlah penerimaan

pembiayaan berdasarkan perjanjian kredit setelah dikurang dari
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biaya transaksi yang dikenakan oleh Bank/ Penyedia Layanan
Transaksi Pembayvaran Elcktronik

b. Pengakuan Kotor/Bruto

Apabila biaya transaksi pembayaran elektronik sudah dianggarkan
dalam DPA/RBA, penerimaan pembiayaan yang dicatat sebagas
kas masuk di Kas Bendahara Penerimaan BLUD adalah sejumlah
penerimaan pembiayaan bruto. Adapun biaya transasksi yang
dikenakan cleh Bank/ Penyvedia Layanan Transaksi Pembayaran
Elektronik diperlakulkan sebagai belanja atas biaya transalsi
keuangan.
2. Bunga pinjaman sebapai konsekuensi darl pinjaman yang dicairkan
sebagai belanja/beban periode mengikuti jadwal angsuran atau
waktu lainnya yang ditetapkan dalam naskah perjanjian

7.2, Bistem dan Prosedur Pengeluaran Fembiayaan BLULD

Sistern dan prosedur pengeluaran pembiayaan BLUD merupakan
serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi berkaitan dengan
transaksi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan (1) Pembayaran
Angsuran/Pokok Hutang Jangka Panjang, dan (2) Pemindahanbukman dari
Rekening Bendahara Penerimaan BLUD ke Rekening Kas Daerah sebagai
konselouensi atas penarikan SILPA BLUD ke Kas Daerah. Prosedur penarikan
SILPA BLUD tidak diatur dalam sisdur ini.

Pengertian pengeluaran pembiayaaan adalah jika terdapat aliran kas
keluar dari Relkening Bendahara Penerimaan BLUD melalui Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk keperluan pengeluaran
pembiayaan.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan pembiayaan
terdiri dari :
a. Fungsi/pihak vang terkait
b. Dokumen yang digunakan
¢. Catatan yang digunakan
d. Deskripsi Prosedur

7.2.1. Pungsi/Pihak vang Terkait

Fungsi/pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur pengeluaran
pembiayaan BLUD adalah :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Umt Kerja

- Menandstangani Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.
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2. Bendahara Penerimaan BLUD

- Melakukan proses pemindahbukuan dari Rekening Bendahara
Penerimaan BLUD ke Rekening Kas Bendahara Pengeluaran

BLUD
3. Bendahara Pengeluaran BLUD

- Melakukan pembayaran dari Rekening Kas Bendahara
Pengeluaran BLUD ke pihak kreditur;

- Membuat SPPF untuk pembayaran utang jangka panjang
- Membuat Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan BLUD;

—~ Membuat SPJ Pengeluaran Pembiayaan secara periedik (sctiap

bulan).
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja

- Melakukan pembayaran dari Rekening Kas Bendahara
Pengeluaran BLUD ke pihak kreditur;

- Membuat SPPF untuk pembayaran utang jangka panjang

— Membuat Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan BLUD;

= Membuat SPJ Pengcluaran Pembiayaan secara periodik (sebap

bulan).
5. PPK-BLUD [fungsi akuntansi)

— Membuat jurnal atas pengeluaran kas berdasarkan SPPQ dari
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

7.2.2. Dokumen vang Digunakan

Dokumen vang digunakan dalam prosedur pengeluaran pembiayaan
adalah :

1. DPA Pembiayaan

Dokumen vang menunjukkan penetapan anggaran untuk

pengeluaran pembiayaan pada satu periode anggaran
2. Dokumen Perjanjian Hutang dan Jadwal Angsuran.
Dokumen yang menunjukkan penjadwalan pembayaran hutang

3. SPFF



- 108 -

Dokumen ini digunakan unfuk mengajukan permintaan pembayaran
atas belanja yang didanai dari pendapatan BLUD.

. Mota Kredit

Nota Kredit digunakan sebagai bukti adanya penyetoran Secara
langsung oleh kreditur ke Kas Bendahara Penerimaan BLUD

7.2.3. Catatan vang Dipunakan

adalah:
1.

Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan pembiayaan SKPD

Buku Kas Kasir

Digunakan olch Kasir/petugas pemungut pembiayaan untuk
mencatat penerimaan kas dari kreditur.

Buku Kas Umum

Digunakan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu untuk mencatat seluruh penerimaan (per rincian obyek
penerimaan pembiayaan).

7.2.4. Deskripsi Prosedur Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembayaran Utang

BLUD

. PPTK menyiapkan bukti transaksi terkait dengan jadwal

pembayaran utang BLUD dan menyerahkannya kepada Bendahara
Penpeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit kerja.

. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD

Unit kerja meneliti kelengkapan dokumen tersebut, lalu membuat
SPP LS Fungsional secara elektronik dan menandatangninya.

. SPP LS Fungsional beserta dekumen pendukungnyva disampaikan

ke fungsi verifikasi PPK-BLUD/PPK BLUD Unit Kerja secara daring
dan fisik untuk diteliti baik dari aspek kelengkapan, keabsahan
maupun pagu anggaran dan pagu SPD.

Hasil penelitian tersebut didokumentasikan ke dalam Laporan
Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP LS Fungsional.

. Jika tidak lengkap danfatau tidak sah dan/atau melebihi pagn

anggaran, PPK-BLUD/PPK BLUD Unit Kerja mengembalikan
dokumen pendukung SPP LS Fungsional kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit kerja.
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PPK BLUD/PFK BLUD Unit Kerja mengunggah Laporan Hasil
Penelitian Dokumen SPP LS Fungsional lalu mengotorisasi SPP LS

Fungsional secara daring,

SPP LS Fungsional yang telah diotorisasi oleh PPK-BLUD/PPK
BLUD Unit Kerja merupakan draft SPMF vang diserahkan secara
daring kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggararn
BLUD Unit Kerja untuk dictorisasi dan ditandatangam secara
digital.

PPK-BLUD/PPK BELUD Unit Kerja mengirim SPM LS Fungsional ke
Bendahara Penerimaan BLUD untuk dibuatkan slip penankan atau
pemindahbukuan sebagaimana yang tertera dalam SPFM LS
Fungsional.

Berdasarkan SPM L3  Fungsional, Bendahara pencrimaan
BLUD/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
membuat slip penarikan/pemindahbukuan dan/atau surat kuasa
pemindahbulkuan vang ditandatangani oleh Bendahara penerimaan
BLUD/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja dan
atasan langsungnya (sesuai spesimen rekening bank).

Atas dasar slip pemindahbuluan danjatau surat kuasa, bank
persepsi memindahbukukan sejumlah uang ke rekening Bendahara
Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit
Kerja.

Setelah menerima dana dari Bendahara  pencrimaan
BLUD,/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja,
Bendahara Pengeluaran BLUD/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ELUD Unit Kerja memindabukukan sejumlah nilai yang tertera
pada SPM L3 Fungsional ke rekening kreditur, dan mencatatnya ke
dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank.

Fungsi Akuntansi PPK BLUD berdasarkan SPM mencatat dalam
jurnal dengan menggunakan akun pelaksanaan anggarén untuk
menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, serta mencatat dalam
jurnal dengan menggunakan akun Kas Bendahara Pengeluaran
BLUD dan Utang Jangka Panjang untuk mengakui pelunasan

pinjaman.
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BAB VIII
SISTEM DAN PROSEDUR PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN BLUD

B 1. Gambaran Umum

Prosedur Pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD
merupakan prosedur untuk mengesahkan transaksi berkaitan dengan
pemanfaatan dana fungsional BLUD. Prosedur ini dilakukan mengingat
fleksibilitas BLUD berkaitan dengan (1) penvetoran pendapatan langsung ke
Kas Bendahara Penerimaan BLUD, (2) penggunaan langsung pendapatan yang
diperoleh tanpa melalui prosedur SP2D di PPKD, (3) penggunaan SILPA atas
sisa dana yang ada di Kas BLUD, (4) transaksi utang jangka panjang baik
pencairan utang jangka panjang maupun angsuran/pelunasan utang janghka
panjang, dan (5] penyctoran sisa dana BLUD ke kas daerah sesuai dengan
keputusan Gubernur,

Pengajuan pengesahan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan ini
dilakukan secara reguler setiap bulan sekali. Dasar pengajuan pengesahan ini
adalah dari pengesahan SPJ dan Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan.

8.2, Pihak Terkait

1. Pihak Terkait untuk BLUD SKFPD
a. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah [PPRD)
b. Pengguna Anggaran (PA)
¢. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
d. Bendahara Penerimaan
e. Bendahara Pengeluaran
2. Pihak Terkait untuk BLUD Unit Kerja
a. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah (PPED)
b. Kuasa Fengguna Anggaran (KPA) BLUD Unit Kerja
¢. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD (PPR-BLUD Unit Kerja)
d. Bendahara Penerimaan Pembantu
e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

8.3. Dokumen vang Digunakan

1. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
(SPSEF)
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Merupakan dokumen yang digunakan untuk meminta pengesahan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD dar Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran kepada FPKD

Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SPZBF)

Merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PPKD sclaku BUD untuk
mencatat dan membebankan pendapatan, belanja dan pembiayvaan yang
Hdak melalui rekening kas umum dacrah. SP2BP digunakan sebagai
dasar untuk mencatat realisasi pendapatan dan belanja di BUD.
Kebenaran formal dan material tetap melekat pada dokumen
Pengesahan SPJ vang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SP3BP.

£.4. Catatan yang Digunakan

1. Buku Bank
2. BKU Penerimaan
3. BKU Pengeluaran

8.5, Laporan vang dihasilkan

1. Laporan Realisasi Pendapatan
2, Laporan Realizasi Belanja

3. Laporan Realisasi Pembiayaan
4

. Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan BLUD

8 6. Prosedur di BLUD SKFPD DAN BLUD Unit Kerja

2 6.1, Prosedur Penerbitan SPABP

|. PPK-BLUD/PPK BLUD  Unit Kerja meminta Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja
untuk menyiapkan Laporan Realisasi Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan selama 1 bulan. Dasar pembuatan Laporan Realisasi
Belanja dan Pembiayaan ini adalah dari Pengesahan SPJ dalam
kurun 1 bulan.

2. PPK-BLUD/PPK BLUD Unit Kerja jugs meminta Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kerja
untuk menyiapkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan vang diterima selama 1 bulan. Dasar pembuatan laporan
ini adalah dari Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan vang dilakukan dengan menandingkan antara BKU
Penerimaan, STS/dokumen yang dipersamakan, dan rekening korarn.
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. PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja memeriksa saldo kas di bank dan

kas tunai dan mencocokkan dengan Buku Bank, BKU Penerimaan,
BKU Pengeluaran, dan Buku Panjar.

. PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja menyusun rekonsiliasi kas dan

menyusun Laporan Pendapatan, Belanja, dan Pembiavaan
berdasarkan laporan dari Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu BLUD Unit Kera dan Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Unit Kerja.

Sclanjutnyva PPK BLUD/PPK BLUD Unit Kerja menyiapkan SP3B
untuk dikirimkan secara daring ke PPED selaku BUD.

FPK BLUD,/PPK BLUD Unit Kerja juga menyviapkan dokumen Surat
Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) yang harus dibtandatangani oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anpggaran BLUD Unit Kerja,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja
menguji substani dari SP3BP dan SPTJ wuntuk selanjutnya

ditandatangani.

SP3BP dikirimkan secara daring ke BPKAD Provinsi Jawa Timur
dilampiri dengan:

—  Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ)
— Laporan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan BLUD

- Fotokopi rekening koran Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- Rekonsiliasi Kas yang ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja.

Prosedur Penerbitan SP2BP

1.

Berdasarkan SP3BP vang diajukan oleh Pengguns Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran BLUD Unit Kerja, Bidang Perbendaharaan
EPKAD Provinsi Jawa Timur mencatatnya ke dalam register SP3B.

. Verifikator di Bidang Perbendaharaan menguji kelengkapan dokumen

berupa:
a. Laporan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan BLULD;

b. Kesesuaian rekening koran dan rekonsiliasi kas;

. Jika lkelengkapan pada peoin (2} tidak terpenuhi, Bidang

Perbendaharaan di BPKAD mengembalikan dokumen tersebut ke
BLUD,
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. Jika dokumen kelengkapan SP3BP lelah lengkap, Bidang
Perbendaharaan di BPEAD membuat draft SP2B  dan
menyerahkannya pada PPKD selalku BUD.

. PPKD selakua BUD melihat substansi dokumen dan selanjutnya
menandatangani SP2E sebagai bukti dokumen SP3B telah disahkan.

. Berdasarkan SP2B, Perbendaharasn di BPKAD mencatat transaksi
tersebut sebagai realisasi pendapatan, dan mencatat realisasi belanja
dan pembiayaan.

. SP2BP vang telah ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dikirimkan
secara daring ke BLUD.
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Format Laparan Pendapat i Pomibi
PEMERINTAH PROVINSI ......._....- (1}
e e A i2)
LAPORAMN PEMDAPATAN, BELAMIA, DAMN PEMBIAYAALN
TAHUN ANGGARAN ...oiiciiaes (3]
Jumlah [Rp) Bertambah/(berkurang)
e CzsE Anggaran Realisasi s/d | Realisasi ... Rc:ﬂﬁﬁaai s/d Rp g,
dalam DPA was (4] lalu (5] ini s {B) ini
8=(6/3)x
1...04) 2 ...5) 3 ...06) 4 ..(7) 5 ...(8) 6=(4+5) ...[9] | 7=(3-5) ...(10] 100
(11}
PENDAPATAN
Jasa Lavanan
Hibah
Hasil Kerja Sama
Pendapatan BLUD yang sah
Jumlah
BELANJA

| I BELANJA OFERASI
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Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
o LI Anggaran Realisasi s/d | Realisasi.... Realisasi s/d R %
dalam DPA oo (#) lalu (5] ini oo (6] dnd F
B={6,3)%
.4 2 .5 3..(8) 4 ...[7) 5 ...(8) 6=[4+5) ...(3) | 7=(3-5) ...(10) 100
11)

Belanja Pegawal

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Ingasi, dan Janngan
Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
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Jumlah (Rp) Bertambah /(berkurang)
Ho saa) Anggaran Realisasi s/d | Realisasi ..,. | Realisasis/d i o,
dalam DPA | ... (4) lalu (5) ini ... (6) ini P
B=(6,/3)x
e (4] 2 ... (D) 3 ...l6) 4 ...17) 5 ...08) 6=[4+5) ...(3) | 7=(3-5) ...(10) 100
(11}
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/FPinjaman
Jumlah
Pembiavaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SiLPA]
................... SR . + O | b |

Mengetahui Pemimpin BLUD

Eepala SEPD {untuk BLUD Linit Kerja)

Tid thd

Mama lengkap Mama lengkap

|| ;P T e e HIP. ...
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Petunjuk Pengisian Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaaan

1)

2]
3]

(4]

5]

&

(7]

()

19

Provinsi/kabupaten fkota diisi dengan NAarma
Provinsi/kabupaten [kota;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang berkenaan;

Kolom |, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/ pembiayaan

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan pendapatan
diterima olch BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan
belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke
jenis-jenis belanja; Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke
jenis-jenis belanja.

¢. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiavaan selanjutnya uraian pembiayasn dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam
kelompok penerimaan pembiayvaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan  pembiayvan; Dalam  kelompok — pengeluaran
pembiayvaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayan.

Kolom 3, diisi dengan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan
dalam DPA BLUD;

Kolom 4, diisi denpan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan
bulan-bulan sebelumnya;

Kolom 5, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan
bulan berkenaan;

Kolom 6, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan
bulan-bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan;

Kolom 7, diisi dengan selisih antara anggaran pendapatan,
belanja, pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja,
pembiayaan;

(10) Kolom 8, diisi dengan prosentase antara anggaran pendapatan,

belanja, pembiayasn dibandingkan dengan realisasi pendapatan,
belanja, pembiayaan dikalikan 100%.
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Formatl Syrat Pernvataan Tanggungiawab
PEMERINTAH PROVINSI.........cocoieveeen [ 1
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR (SPT.)
NOMOR: ...oemsmnmiashd)

| Nama Badan Layanan Umum Daerah  .....ooveciimeimanmmnnreres (4)
2 Kode Organisasi SR |~
3 Nomor/tanggal DPA SKFD R e e e
£ Begiotan.. =000 e (7)
Yang bertandatangan dibawah ind ...ooooveniniinininn, ()

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi
pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
berhak menerima serta pembiayaan, vang dananya bersumber dari Jasa
Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah
dan digunakan langsung pada bulan ........[9) tahun anggaran .......[10)
(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir)

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai
dengan ketentuan vang berlaku untuk kelengkspan administrasi dan
keperiuan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi
kerugian daerah, saya berzedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian
daerah dimalksud dan dapat dituntut penggantian sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

S . . | (11)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ctd)

[nama lengkap)
NIF.
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Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab:

(1)
()
(2
(4]
(3]
(&)
(7]
(8]
19

Diisi nama Provinsi/Kabupaten [Kota;

Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

Diisi nomor SPTJ unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;

Diisi kode organisasi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi nomor dan tanggal DPA SKPD yang bersangkutan;

Diisi kode kegiatan;

Diisi nama kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
Diisi bulan berkenaan;

{10} Diisi tahun berkenaan; dan
{11} Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun,
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Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
(SP3BP)

PFPEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
e e BOrmor. i

Pimpinan BEUD .....ccccevvvvaneevnenn . Memohon kepada PPED selaku BUD agar mengesahikan dan
membukukan pendapatan, belanja dan pemblayaan ssjamlah:

I Saldo Avwal
2 Pendagpaian
A Penerimaan Pemblayaan
4 Belanja -
5 Pengeluaran Pembiayvaan :
6 Saldo Akhar a
Unituk Bubam. . ..coccnmann - Tahun SNEEATATL wvosmsmnmans i
Dasar Penpesahan
Uruzan Pemerintaharn
Organisasi .'

No. Hode Rekaning Urninn Jumilni
Fundapatan ELTID

Jumlah Pendapatan BLUD

Belanja BLUD

Program.....

Juminh Belanja BLUD

Fenerimaan Fembiayann

Jumlish Pepsrimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pemhbiaynan

i e p—

Pimpinan AL

md

Hama Lengkap
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Format Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (SP2ZBP)

SURAT PENGESAHAN
PEMERINTAH HH‘IHSI JAWA TIMUR PRAR AN, SELAN b I
PEMBIAYAAN BLUD
Nomar - Mama BLID/Kuasa BUD* :
Tanggal : Tanggal '
Urusan Pemerintahan : MNomor
Crganisasi BLUD 1 Tahun Anggaran

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumiah

Pendapatan
Belanja

Telah disahkan pembiayaan sejumiah:
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan :

Kehenaran dan keabsahan material ada pada BLUD yang bersangkutan

BUD/Kuasa BUD

tid

Nama lengkap
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BAB IX
SISTEM DAN PROSEDUR KOREKSI PADA BLUD

0.1, Definisi

Koreksi yvang dimsksudkan dalam penatusahasn ini adelah tindakan
untuk melakukan pembetulan terhadap transaksi yang telah dilakukan baik
kesalahan maupun ketidaksesuaian. Kesalahan dan/atau ketidaksesuaian
dapat terjadi pada transaksi pendapatan dan transaksi belanja. Koreksi pada
transaksi pendapatan dapat disebabkan karena ketidaksesuaian penetapan,
ketidaksesuaian pembayaran dan kesalahan pembukuan. Ketidaksesuaian
pembayaran tidak menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ini karena
bagian dari proses internal vang harus dilaksanakan secara internal BLUD
kepada pengguna jasa layanan.

Ketidaksesuaian dalam transaksi belanja dapat berupa kesalahan
pembebanan kode rekening, kesalahan pembebanan program/kegiatan,
kesalahan dalam jumlah nominal transaksi vang dilakukan, dan pengembalian
belanja/ retuar,

9.2, Prosedur Koreksi

9,2.1. Koreksi Pendapatan karena Kesalahan Penetapan Pendapatan

Koreksi kesalshan penetapan adalah koreksi besaran tagihan yang
dibayarkan oleh wajib bayar (pengguna layanan BLUD) baik koreksi lebih
maupun koreksi kurang. Koreksi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Ketetapan Lebih Bayar/Surat Ketetapan Kurang Bayar/Dokumen Lain yang

dipersamakan.
a. Fungsi/pihak yang terkait :
Fungsi/pihak yvang terkait dalam prosedur koreksi kesalahan transaksi
pendapatan karena kesalahan penetapan adalah :
1. Wajib Bayar

- Mengajukan  permohonan keberatan [ keringanan (pengembalian
kepada Kepala BLUD terkait atas penerbitan Surat Ketetapan
Tarif/Rincian Tagihan/Dokumen lain yang dipersameakan.

- Mengajukan permochonan pengambilan kelebihan pembayaran tari
layanan/jenis pendapatan lain kepada Pemimpin BLUD.



Koreksi atas belanja fungsional antar rekening belamja BLUD yang
berbeda

PPK-BLUD menyampaikan Bukti Memorial kepada PA/KPA untuk
diotorisasi vang ditindaklanjuti dengan pengiriman surat, Bukt
Memorial dan dokumen pendukung dikirim ke bidang akuntansi
BPEAD.

Koreksi atas belanja subsidi

PPK-BLUD menyampaikan Bukti Memorial kepada PA/KPA untuk
diotorisasi yang ditindaklanjuti dengan pengiriman surat, Bukt
Memorial dan dokumen pendukung dikirim ke bidang akuntansi
BPEAD.

Bidang Akuntansi BPKAD meneliti kelengkapan dan keabsahan Bukti
Memorial serta dokumen pendukungnya. Jika lengkap dan sah akan
diterbitkan Surat Pengesahan/Persetujuan Bukti Memorial.

Fungsi Akuntansi BLUD melakukan jurnal koreksi sesual dengan
Bulti Memorial yang sudah disahlan.

AWA TIMUR,
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PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

KEBLJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pela
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya. Sesuai dengan Permendagri 79 Tahun 2018, BLUD
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan kKeuangan berpedoman pada
Stander Akuntansi Pemecrintah (SAP). Penjabaran lebih teknis berkaitan
dengan pelaporan keuangan BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor PSAP No. 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun kebijakan akuntansi untuk
BLUD dengan mempertimbanghkan karakteristik SKPD atau Unit SKPD yang
menjadi BLUD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui penyusunan
kebijakan akuntansi BLUD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diharapkan
memberikan pedoman bagi SKPD dan Unit SKPD BLUD di wilayah Provinsi
Jawa Timur dalam menyelenggarakan akuntansi sehingga dapat dilakukan
perbandingan antar BLUD di Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

1.2. PENGERTIAN

Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan  metode  pelaporan,
alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan terientu di antars
semua vang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu institusi.
Kebijakan Akuntansi dari suatu gntitas pelaporan adalah prinsip-prinsip
akuntansi wyang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip



tersebut yang dinilai olch manajemen dari entitas tersebut schagai yang paling

scsuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi

keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu
telah diadopsi untuk pembuatan laporan kenangan.

Kebijakan Akuntansi BLUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliput
pilihan prinsip- prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur vang
digunakan cleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang
sama. Pertimbangan dan atau pemilihan disesuaikan dengan kendisi BLUD.
Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas
ekonomi BLUD secara tepat dalam bentuk kinerja keuangan dan hasil
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Komponen utama
kebijakan akuntansi adalah:

1 Pengertian, merupakan upaya pendefinisian setiap akun yang menjadi
bagian dari laporan keuangan. Pengertian ini juga memberikan batasan
atau ruang lingkup atas sebuah akun.

2  Pengakuan, vaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencataian
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi setiap aloun,

1 Pengukuran, merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laproan keuangan.

4  Penyajian, vaitu menentukan bentuk penyajian setiap akun dalam
laporan keuangan.

5 Pengungkapan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip Jfull
disclosure dengan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan
nleh pengguna laporan keuangan yang tidak dapat dicantumkan dalam
lembar muka (on the face). Pengungkapan ini berisi informasi yang
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Kebijakan akuntansi ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan.
Dalam konteks pemerintah dacrah, pemakai informasi keusngan meliputi
masyarakat, DPRD sclaku walkil masyarakat, Pemerintah Pusat, dan
stakeholders lainnya.

Tujuan penyvusunan kebijakan akuntansi BELUD Pemerintah Provinsi
Jawa Timur ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan



keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memenuhi kriteria relevan,

andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan menjamin terwujudnya

transparansi dan alkuntabilitas,
Tujuan khusus penyusunan kebijakan akuntansi BLUD Pemerintah

Provinsi Jawa Timur ini adalah:

1 Bagi Penyusun Laporan Keuangan

Mendukung proses penyusunan laporan keuangan terutama dalam
menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan.

2. Bagi Auditor

Mendukung dalam proses audit pelaporan keuangan terutamna dalam
pemberian pendapat auditor mengenai kewajaran laporan Keuangan
scsuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Bagi Pengguna Laporan Keuangsn

Membantu pengsuna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi
vang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan kebijakan
aluntansi ini adalah:

1  Memberikan aruan bagi BLUD dalam melakukan pencatatan akuntansi
dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2 Menerapkan standar akuntansi keuangan yang dianpggap paling tepatl
dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di BLUD
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3 Menjadi referensi dalam menyelenggarakan sistern akuntansi berbasis
akrual.

4 Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam
schingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya
dapat dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan
dan keperluan- keperluan lainnya.

1.4. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan terscbut, kebijakan akuntansi ini mengatur
seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penvajian laporan
keuangan pemerintah daerah yang meliputi:
a| Peranan dan tujuan pelaporan keuangan,
bl Jenis laperan keuangan;



¢} Entitas pclaporan keuangan;

d) Dasar hukum pelaporan keuangan;

e] Asumsi dasar,

f] HKarakteristik kuslitatif laporan keuangan;
gl Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangarn;
h] Kendala informasi yang relevan dan andal;
ij Definisi unsur laporan keuangan,

il  Pengakuan unsur laporan keuangan; dan
k] Pengukuran unsur laporan keuangan,

I} Penvajian dan pengungkapan.

Secara spesifik, kebijakan akuntansi BLUD ini diperuntukkan untuk
mengakomodasi sesuai dengan karakteristik usaha BLUD. Dalam hal ini,
kebijakan akuntansi BLUD ini mengatur perlakuan akuntansi bagi usaha-
usazha BLUD baik dalam bentuk SKPD maupun Unit SKPD yang mcncrapkan
sistem BLUD.



BAB I
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI BLUD

2.1. PERAN PELAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan BLUD disusun untuk menyediakan informasi vang
relevan mengenal posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
BLUD selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan BLUD terutama
digunakan untuk menilai posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu,
menilai kemampuan BLUD dalam memperoleh sumber daya ekonomi berikut
beban yang terjadi selama suatu periode, memberi informasi mengenai
sumber dan penggunaan dana selama suatu periode, mengevaluasi
pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu serta menilai ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
BLUD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang tclah
dilakukan serta hasil yvang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
1. Akuntabilitas
Mempertanggungiawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan vang
telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan suatu BLUD dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewsjiban, dan ekuitas BLUD wuntuk kepentingan
masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk  mengetahui  secara  terbuka dan  menyeluruh  atas
pertanggungjawaban BLUD dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah pendapatan
BLUD pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh belanja vang



dialokasikan dan apakah generasi yang skan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut,

5. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja BLUD scbagai entitas pelaporan, terutama dalam
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah  untuk

mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2, TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan BLUD menygjikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber
daya keuangan

2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Menyedizkan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonom yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.

4. Menyvediakan informasi mengenai bagaimana BLUD mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menvediakan informasi mengensi posisi keunangan dan kondisi BLUD
berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pendapatan
operasional dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan BLUD,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai alibat kegiatan yang
dilabukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan BLUD
menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya
keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan
anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO),
aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas BLUD.

2.3, PENANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusun laporan keuangan adalah entitas pelaporan yang merupakan
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai peraturan
perundang- undangan yang diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan



keuangan secara lengkap sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAF).
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor
13, BLUD adalah Entitas Pelaporan dan sekaligus entitas akuntansi dari
pelaporan keuangan Pemerintah Provins: Jawa Timur.

2.4, DASAR HUKUM PELAPOEAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan BLUD diselenggarakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang
mengamr keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umuam

8. Peraturan Pemerintash Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

14, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PME.05/2016 tentang Sistem



Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; sebagaima
dinbah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/FPMK.05/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Badan Lavanan Umum

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layenan Umum Daerah

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

18, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomeor 5 Tahun 2017 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

2.5, ASUMSI DASAR
Asumsi dasar dalam pelaporan keunangan BLUD adalah anggapan yang

diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan

akuntansi dapat diterapkan, vang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa BLUD sebagai entitas
pelaporan sekaligus entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dianggap sebagai unit yang mandiri dan berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai bagian unit
organisasi di pemerintahan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi kemandirian entitas adalah
adanya kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan
melalkesanakannya dengan tanggungjawab penuh.  Setiap entfitas
bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
untuk kepentingan vurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan
atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang
terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya
program dan kegiatan vang telah ditetapkan.

2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
Laporan keuangan BLUD disusun dengan asumsi bahwa BLUD akan
berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi. Dalam
pengertian kesinambungan entitas ini adalah bahwa BLUD dibentuk untuk
menjalankan tugas kepemerintahan dalam jangka waktu panjang dan tidak
dimaksudkan untulk dibubarkan dalam jangka waktu pendek.



3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (Monetary Measurement).
Laporan keuangan BLUD menyajikan sctiap kegiatan yang diasumsikan
yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi
Transaksi keuangan yang tidak dapat diukur dalam satuan uang
dimangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

2.6. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif vang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
normatil yang diperlukan agar laporan keuangan BLUD dapat memenuhi
kualitas vang dihendalkai:

1. Relevan;

Laporan keuangan BLUD dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan
membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa
depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan
di masa lalu, Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan
adalah vang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannyva.
Informasi yang relevan adalah informasi yang:

a memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan
keuangan BLUD memuat informasi yang memungkinkan pengguna
laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa
laha;

b memiliki manfast prediktif [predictive value), artinva bahwa laporan
keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan
untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa
lalu dan kejadian masa kini;

c. tepat walttu, artinya bahwa laporan keuangan BLUD disajikan tepat
waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan
keputusan pengguna laporan; dan

d lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan BLUL memuat
informasi vang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna
laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi
utama vang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan
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jelas apar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat
dicegah.
2. Andal;
Informasi dalam laporan keuangan vang disusun oleh BLUD dibebaskan
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
setiap kenyataan sccara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi
yang relevan, tetapi jika hakikat atan penyajiannya tidak dapat diandalkan
maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Informasi dikatakan andal bila memenuhi karakteristik:

a penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan BLUD memuat
informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya yvang scharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan.

b. dapat diverifikasi, (verifiability] artinya bahwa laporan keuangan BLUD
memuat informasi yvang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan
simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan BLUD memuat informasi
vang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tdak bias
pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak diperkenankan adanya usaha
untuk menvajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu,
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat dibandingkan; dan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan BLUD akan lebih berguna
jika dapat dibandinglkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya
atau laporan keuangan BLUD lain. Perbandingan dapat dilakukan secara
internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila
BLUD menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun,
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila BLUD vang
diperbandingkan menerapkan kebijakan alkuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami
Informasi vang disajikan dalam laporan keuangan BLUD ditujukan untuk
dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyvatakan dalam bentuk serta
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.
Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memardai atas kegiatan dan lingkungan operasi BLUD, serta adanva
kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
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2.7. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan vang harus dipahami dan ditaati oleh penvelenggara akuntansi dan
pelaporan  keuangan BLUD dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
Berileut ini 8 (delapan| prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan BLUD:
1. Basis Akuntansi,
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas
untuk pengakuan Pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam
Laporann Realisasi Angpgaran dan basis akrual untuk pengakuan
Pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan
dan penerimaan pembiayvaan diakul pada saat kas diterima oleh kas
daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakul pada saat kas
dikeluarkan dari kas daerah. BLUD tidak menggunakan istilah laba,
melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk
setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih
realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran
belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa
Pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kendisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan, bukan terpaku pada saat kas
diterima atau dibayar oleh kas daerah.
2. Prinsip Nilai Perolehan;
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan (consideration] untuk memperoleh aset tersebut pada saat
perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam
pelaksanaan kepiatan BLUD.
Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,
karena nilai historis lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak
terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban
terkait.
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3. Prinsip Realisasi;
Ketersediaan pendapatan daerah yang telah dictorisasikan melalui APBD
selama sam tahun anggaran skan digunakan untk membiayai belanja
daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue
principle) tidak ditekankan dalam akuntansi, sebagaimana dipraktikkan
dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi
atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesual dengan
substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten /berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
Sebagai ilustrasi, ketika terdapat penerimaan pendapatan yang belum
tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD, maka atas penerimaan
tersebut tetap dilaporkan sebagaimana realitas ekonomi yang terjadi. Jadi,
pengakuan atas transaksi penerimasn kas tersebut tidak menunggu
Perubahan APED disahkan oleh DPRD.
Penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formalitas haris tetap
mempertimbangkan kaidah sistem penpgendalian internal yang baik.
Artinya, penyajian dalam laporan keuangan tetap didukung dengan bukt
vang kuat serta telah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKAD sclaku entitas
pelaporan.

5. Prinsip Periodisitas;
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD perlu dibagi menjadi
periode-periode pelaporan schingga kinerja BLUD dapat diukur dan posisi
sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
Periode utama untuk pelaporan keuangan vang digunakan oleh BLUD
adalah tahunan. Pericde pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan
dan trivulanan untuk entitas akuntansi digunakan untuk melalukan
evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam triwulan sebelumnya.

6. Prinsip Konsistensi;
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh BLUD (prinsip konsistensi internal|. Hal
ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
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akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode
vang bara diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik darni
metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan
mectode ini akan diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip Pengungkapan Lenglkap; dan
Laporan keuangan BLUD menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan olech pengguna laporan. Informasi vang dibutuhkan cleh
pengpuna laporan ditempatkan pada lembar muka [on the foace) laporan
keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

B. Prinszip Penvajian Wajar.
Laporan kecuangan BLUD diarahkan untuk menyajikan dengan wajar
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan BLUD
diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu. Ketidakpastian sepert itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
serta  tingkatnyva dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur
kehati-hatian pada saat melakukan prekiraan dalam  kondisi
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu
tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun
demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,
misalnva pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan
aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat
kewajiban dan belanja yang terlampau tinggl, sehingga laporan keuangan
BLUD tidak netral dan tidak andal.

2.8, KENDALA INFORMASI AKUNTANS] YANG RELEVAN DAN ANDAL
Ketidala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang
tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mevwujudkan informasi
akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan BLUD sebagai
akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang
mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan
dan andal, yaitu;
1. Materialitas;
Laporan keuangan BLUD walaupun idealnva memuat segala informasi,
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tetapi hanyva diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria
materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
informasi dalam laporan keuangan BLUD.

Pertimbangan biaya dan manfaat; dan

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang di muat dalam laporan
keuangan BLUD, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk
penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan BLUD
tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil
dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi
biava dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial
Biaya yvang dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi
yang memkmati manfaat.

. Keseimbanpgan antar karakteristik kualitatif.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagail tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan BLUD. Kepentingan relatif
antar karakteristik kualitatilf dalam berbagai kasus berbeda, terutama
antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua
karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan
prifesional.
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BAB Il
LAPORAN KEUANGAN BLUD

3.1. JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok yang disusun cleh BLUD terdiri dari:
1. Laporan Pelaksanasn Anggaran;
2. Laporan Finansial;
j. Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.1.1. Laporan Pelaksanaan Anggaran
Laporan Pelaksanaan Anggaran dibuat dengan menggunakan basis kas,
artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan
pada saat kas diterima atau dibayarkan. Jenis Laporan Pclaksanaan
Anpparan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA| dan Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannva dalam satu periode.
Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurmnan Saldo
Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
1. Laporan Realisas: Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan vang memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
perbedaan vang material antara anggaran dan realisasinya scrta daftar
daftar yang merinci lebih lanjut anglka-angka yang dianggap perlu untuk
dijelaskan.
Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos akun yang terkait
dengan penganggaran, yaitu terdiri dari:
Pendapatan — LRA
Belanja
Surplus/dehisit — LRA
Penerimaan Pembiayaan

£ W R =

Pengeluaran Pembiaysan
Pembiayvaan Neto
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran [SiLPA/SIKPA)
Format dan isi Laporan Realisasi Anggaran disusun sesuai dengan

Standar Aluntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut ini:

b S L L



LAPORAN REALISAS] ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 20XX

Bertambah ;:
20X / [Berkurang] Sk
b o] reoan Carmban -SEEtdE ah Frepliznmi Realiaaat Realisas
Beruhahnn {Rpl IRpi kL IR
(R

e PENDARATAM i
4.1 PENDAFATAN ASLI DAERAH
414 | Lain-kain PAD veng Sah

JUMLAH FENDAPATAN

5 | BELANJA

51 BELAMIA OFERASI
51.1 | Belanja Pegawai

51.2 | Belanja Barang dan Jasa

51.3 | Belanja Bunga

51.4 | Belmnjs Hihah

5.1.5 | Belanja Bastaan Soalal

=1 HELANAA MODAL

52.1 | Belanjs Tanah

522 | Belanjs Peralaian dan Mesin
5.2.3 Belanja (Gedung dan Bangunan
524 Belanja Jakan, mpas dan Jarmgan
5.2.53 | Belasja Asetr Tetap Lainoya
5.2.4 | Belanja Aset Lammnya

JUMLAH BELANIA

T PEMELATAAN
| FENERIMAAN PEMBLAYAAN
7.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnye

7.1.1 | Penerimaan Pinjaman Daerah
JUMLAH FERERIMAAN PEMBIAYAAN
T.d PEMOELUARAN PEMBIAYAAN
7.2.3 | Pembayaran Fokok Ur.u.n_E
JUNLAH FENGELUARAN FEMBEAYAMAN

Informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada BLUD disajikan
pada LRA pada level jenis, adapun rincian sampai dengan Rincian Objek
Pendapatan /Belanja/Pembiayaan  diungkapkan dalam Catatan  atas

Laporan Keuangan.

2. Laporan Perubahan SAL
Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam
PP 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh
Bendahara Umum Daerah dan/atau entitas pelaporan yang menyusun
laporan keuangan konsolidasian. Mengingat BLUD diberikan felksibilitas
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dalam pemanfaatan SILPA dan/atau saldo kas awal BLUD tanpa harus
disetor ke HKas Umum Daerah, sesuai dengan PSAP Ne 13, BLUD
diwajibkan menyusun Laporan Perubahan SAL.

SAL merupakan saldo vang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA
tahun-tahun anggaran scbelumnya dan tahun berjalan scrta
penyesuaian lain yvang diperkenankan. Mengingat kebijakan di Pemerintah
Daerah seluruh SiLPA/SIKPA dianggarkan seluruhnya dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)., dan penyesoaian dilakukan
melalui mekanisme penganpggaran, maka nilai SAL pada akhir periode
akan sama dengan nilai SILPA/SiKPA tahun berkenaan.

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan
periode sebelumnya pos-pos sebagai berikout:

a. Saldo Anggaran Lebih [SAL) awal
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Angearan tahun berjalan
Koreksi Kesalahan Pembuliuian tahun sebelumnya
e. Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih {SAL) Akhiar
Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing pos dalam Laporan

g 0

g

Perubahan SAL diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Format
Laporan Perubahan SAL BLUD adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEEIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMFPAI DENGAN 31 DESMEBER 20XX

Mo Uraian Catatan FOXN 20%-1

1 | SALDO ANGGARAN LEBTH AWAL

PENGGUNAAN Sal SEBAGA]I PENERIMAAN
PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

3 SUB TOTAL (1-2] |

S18A LEBIH/KURANG FEMBIAYAAN
ANGGARAN[SILPA/SIEPA]

5 SUBTOTAL {3+4]
EOREKS] KESALAHAN PEMBUKUAN TAHLIN

6 SEBELLMNYA I—

Pos Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dicatat sebesar nilai SiLPA

&

tahun sebelumnya, sedangkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit LRA
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ditambah dengan Pembiayaan Netto dikurangi dengan SIiLPA tahun

schelumnya.

3.1.2. Laporan Finansial

Laporan Finansial vang disajikan oleh BLUD terdiri dari Laporan
(Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Laporan Finansial disusun dengan menggunakan basis akrual, artinya
transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajilkan dalam laporan pada saat
terjadinva transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau
dibayvarkan.

Perbedaan basis pencatatan antara Laporan Finansial dengan Laporan
Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan
menggunakan sistem aluntansi yang berbeda mulai dari proses penjurnalan,
posting ke buku besar sampai dengan proses laporan.

1. Laporan Operasiondal

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keusngan suatu entitas (baik entitas akuntansi
maupun entitas pelaporan) vang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit operasional dari cntitas tersebut yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Manfaat informasi Laporan Operasional |

a. Memberikan informasi mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung
oleh BLUD untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

b. Memberikan informasi mengenai operasi keuangan secara menyeluruh
yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisiensi,
efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya
ekonomi.

c. Memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi pendapatan
yang akan diterima untuk mendanai kegatan BLUD dalam pernode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara kemparatf.

d. Memberikan informasi mengenai penurunan ekuitas (bila defisit), dan
peningkatan ekuitas (bila surpluas).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus
akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan vang

dapat dipertanggungiawabkan.
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Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :
Pendapatan = LO
Beban
Surplus/ Defisit dari operasi
Kegiatan Non Operasional
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa
Surplus/Dehsit — LD

o - T SR SR

Format Laporan Operasional adalah sebagai berikut :

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

20XX DAN 20X-1

o S M- Kenaikan
Mo, iizane Heaksnm Frabanse Perura-
(REd Ep nan ghgi

EECHATAN OPERASIGNAL

1 FENTAPATAN — L0

1.1 FENDAPATAN ASLE DAERAH - L}

1.1.4 Larin - Lann Proelapatas Asl Desersh Yang Sah - Lo

1.4 PERDAPATAN DA ENTITAE LAIFNYA

L.l Pendapasun Frlavanain darl Entlies Pelaporan/ Mcustarai
Lainnyn

1.5 ALOEAT] DANA APED-UNTUR DL - LO

1.5 1 Alcicnal Dune APBD umiule HLUT - L0

JUMLAH FENDAPATAR BLUT — L4

* BERAN

53 AESAN OTERAS)

200 Beban Pygrni

1.1.2 Beiaan Barung Dhas -Jass

zra | Beban Buns

AN Behan Submidi

07 Behan Penyuacinn

A Behan Meryiharn Plutang

x1a Beban Oporaai Lain = Lain

JUTRMILAH BEREH OFERASIONAL

q SURMLUSDEFEIT) EEGIATAN HON OPFERASTONMAL
11 BURPLUS KEGIATAR. HGH OPFERASIIRAL SURFLUS

1.1 Pemindehsimganin fPermusmannn Ascd Moo Lancar

312 Syrphus Pemyelessin Kewagdibam Jangkn Punjasg
%13 Sigrplys Do Kegisan ¥on Operasional Lalenya

JURELAT SURPLUS DARL REGIATAR NOH OPRASIGN AL

13 DEFESIT KEGIATAN NON BOPFERAHIRAL




i Kemaikean
. Urnnn Catatan Henlisas Henlssa Frnuril- s
Lz {Fp ann {Rp|

ALK 2-1

BLAE A
bl
ALl

Prmindabtnnganan Permusnshae Ased Non Lahng
Dzt Pomprolesainn Kewsjhan Jangls Pangaog
Cefimct Dary Kegaomidan Neo Opernseonal Lalnnya

JUMLAH DEFEHT KEGIWTAN FON OFERASIONAL

&
41

4,1.1

S LEAAR DAY
FPENIMPATAN LUUAE ISIASS — |43
Pendapasan Loor Buass — 1o

JUMLAH PERDAPATAN LALR BAGA - L0

4,3
.21

HERAN UAS ETASA

Beban Lear Binsa

AIUMLAEH BEDAN LLAK BHASA

Informasi pendapatan-LO, beban, surplus/defisit non operasional,
dan pos luar biasa pada BLUD disajikan pada LO pada level jenis, adapun
rincian sampai dengan Rincian Objek diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menginformasikan mutasi ekuitas pada
pericde bersangkutan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas adalah
sebagai beriloat

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S5.D. 31 DESEMBER 20XX DAN 20X-1

[ Mo Uraian 20004 20X-1

Ekuitas Awal

Surplus/Defisit-LO

Dampal Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan:
Koreks! Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-Lain

4 | Ekuitas Akhir

1. Ekuitas awal adalah saldo ckuitas awal pada periode pelaporan
keuangan vang berasal dari saldo ekuitas akhir tahun sebelumnya.

2, Surplus/Defisit LO adalah jumlah suplus/defisit yang berasal dari
laporan operasional pada tahun berjalan

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan /kesalahan terdiri dari:
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a. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya Koreksi kesalahan mendasar dan persediaan  yang
terjadi pada periode- periode sebelumnya;

b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

¢. Lain-lain adalah dampak penyelenggaraan proses akuntansi yang
berimplikasi pada perubahan saldo ekuitas.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan
BLUD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan mmformasi yang
diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membanta
para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. Kemampuan BLUD dalam memberikan jasa layanan secara
berkelanjutan;

b. Likuiditas dan solvabilitas;

c. Kebutuhan pendanaan eksternal.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode scbelumnya
pos-pos berikut :
. Aset Lancar
- Investasi Jangka Panjang
. Aset Tetap
. Dana Cadangan
. Aset Lainnya
. Kewajiban jangka pendek
. Kewajiban jangka panjang
. Ekuitas

0 =~ O th B W R e

Neraca disajikan dengan menggunakan struktur vertikal dengan
meletakkan aset pada awal penvajian dan kewajiban serta ekuitas pada
urutan berikutnyva. Penyajian akun-akun Neraca diurutkan berdasarkan
tingkat likuiditasnyva. Format Neraca BLUD adalah sebagai berikut !

NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20X-1
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Uraian Catatan | 200 [Rp) [ 20X-1 (Rp)

ASET

Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Kas di Kas BLUD
Kas di Bendabhara Penerimasn
Has di Bendabara Pengeluaran
Setara Kas
Piutang
Piutang Pendapatan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lain - Lain
Penyisithan Piutang
Beban Dibavar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar
Azet Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan Irigasi Jaringsan
Aset Tetap Lainnya
Eonstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusucan
Jumlah Aset Tetap
Aset Lainnya
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Pembendaharaan
Tuntutan Gantt Bug
Aset Tidak Berwayud
Aset Lain - Lain
Akumulasi Penyusutan Aser Lain — Lain
Jumlah Aset Lai

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK]
Utang Bunga
Utang Potongan / Pungutan Bendaharawan
Bagian Lancar Utang Janghs Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang jangka Pendek Lainnya
Jumish Kewagiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang Lainnya

Jumish ﬁ:mjlhnn-.fﬁ Panjang

EKUITAS
Ekuitas
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Lratan Catatan | 200X (Rp| | 20X-1 [RBp}

Surplusf Defisit
Ekuitas SAL
Ekuitas Untuk Dikonsalldasikan

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan sctara kas selama periode akuntansi
serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas
dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan non
anggaran.

Informasi dalam laporan aras kas digunakan bersama-sama dengan
informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya schingga
dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

a. Kemampuan BLUD dalam menghasilkan kas dan sctara kas;
b. Sumber dana BLUD;

%

Penggunaan dana BLUD;
Prediksi kemampuan BLUD untuk mempercleh sumber dana serta
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penggunaannya untuk masa yang akan datang,

Berikut ini disajikan format Laporan Arus Kas yang disusun oleh
BLUD:

BLUD: s

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20XX DAN 20X-1

= Catatan | 2006 | 20X-1
Ursian . Ryl | (Rp)

ARUS HAB DARI AKTIVITAS OPFERAZ]

Arus Kas Masuk :
Penerimaan Jaza Layanan BLUD




"

Urnian

Catatan

200K
(Epi

EHK-1

(Rl

Penerimaan Hibah BLUD

Penerimaan Hasil Kerjasama BLUD

Penerimaan Pendapatan BLUD Lannya

Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan dan Entitas Aluntansif Entitas
Pelaparan Lamnys

Penerimaan Alokasi Dana AFED untuk BLUD

Total Aruzs Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Aras Kas Keluar;

Pembayaran Pegawai
Pembayoran Barang dan Jasa
Pembrayaran Bunga

Total Arus Kehapr Bas dari Alctvitas

ARUZ KAS HERSITH DART AKTIVITAS INVESTASE
Arus Kas Masuk

Penjualkn atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Asst Tetap Lainnya
Penjualan A=met Linnmya

Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arug Kag Keluar:
Perolehan Tanah
Pernlehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan jalan, Irigasi, dan Jaringan
Perolehan Asst Tetap Lannys
Perolehan Asest Lainnya

Total Arus Kas Keluar dari Aktvitas investasi

ARUS KAS DART AKTIVITAS PFENDANAAN

Arug Kes Masuk !
Pinjaman Dalym Neger: - Lembaga Kewangan Bank
Pimpaman Dalam Megeri - Lembaga Kevanpgan Bukan Bank

Total Ams Kas Masuk deri Akliviats Pendenean

Ams Kag Keluar:
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negerd - Lembags Kewangan Bank

Pembayaran Pokok Prmjaman Dalam negerl - Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Toral Arg Kaz Keluar dari Aktivites Pendanaan

ARUS HAS DARLI AKTIVITAS NON-ANGEARAN
Arisg Kas Masulk :

Penerimaan Siza UP/GUSTU
Penerimaan Perhitungan Fisik Fhak Eetiga (PFK]

Tatal Arus Kas masule dart Alctivitons Ken M@m

Arus Kas Kcluar :

Pengeluaran Pedhiungan Plhak Ketga (PFR)
Peapeluaran Sisa SP2D UP/ GU/TU

Taotal Arus Kas masuk dan Addivitns Non 4
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Kas i Kax BLUD

Kas di Bendahara Pencnmaan

Kax di Bendahara Fr.nﬁluﬂna:n-

Kis di Kas BLUD

Kas di Bendshara Penermmaan
Kas di Bendshara Pengeivaran

3.1.5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan ataz laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau
rincian dari angka dan analisis atas informasi dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Opcrasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan
juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh
BLUD dan informasi tambahan lainnya yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian
laporan keuangan secara wajar,

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara laun:
Babl Pendahuluan;
Bab Il Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja;
Bab Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
Bab IV Kebijakan alkuntansi;
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
Pendapatan- LRA
Belanja
Pembiayaan
Pendapatan-LO
Beban
Aset
Kewajiban
Ekuitas
Bab V1 Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan;

I T

Bab VII Penutup.
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KONVERSI LAPORAN KEUANGAN BLUD

Penvajian laporan keuangan menggunakan PSAF No. 13 membutuhkan

proses konversi berkaitan dengan :

.

Pendapatan dari Entitas Pelaporan/Entitas Akuntansi Lainnya

Laporan keuangan BLUD sebagai entitas pelaporan harus dapat
menunjukkan pendapatan vang diperoleh atas jasa layanan yang
diberikan kepada entitas lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur. Transaksi yang terjadi bersifat intra Pemerintah Provinsi Jawa
Timur sehingga harus diidentifikasikan secara khusus agar memudahkan

dalam proses konsolidasi pelaporan keuangan. Transaksi yang bersifat

intra harus dieliminasi dalam proses konsolidasi pelaporan keuangan.

AnEgAran

Pelaporan/ Akuntans -
LEA

Mo Laporan Keuangan BLUD FPenyvedia Jasa SEPD Pengguna Jasa
Lavanan Layanan BLUD
1 Laporan Realisasi | Pendapatan dard Entitas | Belanja Barang dan Jasa

2 Laporan

Pendapatan dari Entitas

Beban Barang dan Jasa

Operasional Pelaporan f Altuntanm
L
3 Laporan Arus Kas Pendapatan dari | Tidak menyusun Laporan
Pelayanan pada Entitas | Arus Kas (terssji dalam
Pelaporan / Akuntansi Laporam Arus Kas SKPKD)]

Pendapatan dari Alokasi Dana APBED untuk BLUD

Laporan keuangan BLUD scbagai entitas pelaporan mengharuskan

laporan operasional dan laporan arus kas menyajikan informasi berkaitan
dengan dana vang dialokasikan ke BLUD pada tahun anggaran tertentu

untuk membiayal operasional atau pengembangan BLUD.

Mo Leporan Kenangan

Pendapatan

Belanja,/Beban

1 Laporan  Fealisasi

Tidek disajikan

Belanja Pegawai/ Belanja Barang

Anggaran dan Jasa/ Belanja Modal
z Laporan Pendapatan dari | Beban Pegawai/ Beban Bearang
Dperasional Alokasi Dana APBD dan Jasa
Laporan Ars Kas sl ivi T
3 Pendapatan dari | Belanja Pegawsi/ Belanjn Barang
Alokaszi Dana APED dan Jasa
Akivitag Inyestas

Belanja Modal




L

BAB IV
KEBLJAKAN AKUNTANSI ASET BLUD

4.1. KEBLJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Suatu
aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

2. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar terdiri dar:
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediazn

Kebijakan akuntansi aset lancar ini tidak terlepas dar kebijakan

L R

akuntansi beban dan pendapatan LO karena dasar penyusunan neraca
adalah menggunakan basis akrual 0Oleh karena itu, pembahasan dalam
kebijakan akuntansi aset lancar ini juga tidak terlepas pada kebijakan
akuntansi beban dan pendapatan. Pendapatan LO adalah hak BLUD yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4,1,1 Kas dan Setara Kas
1. Definisi
a Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
vang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD
atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat
digunakan. Pengertian kas juga meliputi seluruh uang yang harus
dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum
dipertangpungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang
kas yang masih berada di Bendahara Pencrimaan sebapgai bagian dari
Surplus/Defisit—L0O BLUD yang bersumber dari Pendapatan LO.

¢ Saldo simpanan di bank yvang dapat dikategorikan scbagai kas adalah
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saldo simpanan atau rekening di bank yvang sctizgp saal dapal ditarik
atau dipunakan untuk melakukan pembayaran.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh BLUD antara lain bersumber dari

pendapatan jasa lavanan, hibah, kerjasama, pendapan BLUD lainnya,

pendapatan dari entias pelaporan/akuntansi lainnyva, pendapatan dari
alokasi dana APBD untuk BLUD, serta penerimaan pembiayaan berupa

Kas di Kas BLUD adalah jumlah uang vang berada di brankas atau di

rekening bank BLUD yang merupakan kas umum BLUD dar transaksi

Kas Bendahara Penerimaan BLUD yang disetor dan transaksi

pengeluaran vang dibelanjakan melalui mekanisme Kas Bendahara

Pengeluaran BLUD. Kas di Kas BLUD terdiri dari

1} Kas di Bendahara Penerimaan BLUD adalah jumlah uang yang
berada di brankas atau di rekening bank Bendahara
Penerimaan /Penerimaan Pembantu BLUD. Termasuk dalam definisi
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD adalah vang dan pendapatan
layanan yang berada di rekening atas nama Bendahara Penerimaan
vang belum di setorkan ke Kas BLUD sampai dengan tanggal
pelaporan.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD adalah jumlah uang yang
berada di brankas atau di rekening bank Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu vang digunakan
untuk melakukan pembayaran atas belanja vang telah dianggarkan
dalam belanja vang bersumber dari Pendapatan BLUD (Fungsional)
melalui mekanisme belanja fungsional BLUD.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah uang yvang diterima oleh
Bendahara Penerimaan,/Bendahara Penerimaaan Pembantu yang belum
disetor ke Kas Daerah sebagai konsckuensi atas transaksi pencrimaan
yang secara ketentuan perundang-undangan wajib disetor ke Kas

Daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang yang berada di
brankas atau di rekening bank Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang digunakan untuk melakukan pembayaran
atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dana
subsidi melalai mekanisme SP2D UP/GLU/TU/LS,

h  Kas lainnya adalah kas vyang ada di  Bendahara
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Penerimaan /Pengeluaran BLUD yang merupakan hak dari pihak
ketiga dan/atau bukan merupakan hak dari BLUD dan/atau
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

i Termasuk dalam pengertian setara kas adalah investasi jangla pendek
vang sangat likuid vang siap dicairkan menjadi kas yvang mempunyai
masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang darn
tanggal perolehannya, Pengertian setara kas ini juga meliputi deposito
bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang lagi (revoluving fund).

Pengakuan
a. Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

b Penambahan Kas di Kas di Bendahara Penerimaan BLUD diakui
berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun Bukt
Transfer dari pihak ketiga, atau bukti penerimaan yang sah sesuai
undang-undang berkaitan dengan transaksi non-tunai.

c. Pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD didasarkan atas
bukt pengeluaran internal BLUD baik UP/GU/TU maupun LS ataupun
Surat Pemindahbukuan yvang diotorizasi oleh BLUD atau dan disahkan
oleh Bank.

d Kas di Bendahara Penerimaan BLUD diakui berdasarkan Tanda Bukt
Penerimaan (TBP| vang dibuat oleh Bendahara Penerimaan BLUD atas
penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum
disetorkan hingpa pada alchir periode pelaporan.

e Pengurangan atas Kas di Bendahara Pencrimaan BLUD dialoui
berdasarken Surat Tanda Setoran (STS) atan Surat Pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Bendahara Penerimaan
BLUD.

{ Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang berasal dari Dana Fungsional BLUD diakui
berdasarkan SP2D UP/GU/TU intermal yvang diterima dari Kas BLUD
vang digunakan untuk membiayai belanja yvang terdapat dalam DPA
BLUD untuk Kegiatan yang didanai dari BLUD.

g Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang berasal dari Dana Fungsional BLUD diakui



berdasarkan pengesahan SPJ atas belanja GU/TU/LS yang telah
disetujui oleh Penppuna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran BLUD.

Penambahan salde Kas di Bendahara Pengeluaran [/ Bendahara

Pengeluaran  Pembantu  yang berasal dari Dana APBD  diakui

berdasarkan:

1} 8P2D UP/GU/TU yang diterims dari Kuasa BUD vang digunakan
untuk membiavai belanja yang terdapat dalam DPA BLUD.

2} SP2D—LS vang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.

Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran [/ Bendahara
pengeluaran Pembantu yang berasal dari Dana APBD diakui
berdasarkan:

1) Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan)
vang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di SKPD dan/atan
Kuasa BUD,

2] Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan)
vang telah disctujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau
Kuasa BUD.

3) STS atas penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.

Kas Lainnya diakan ketika:

1) Hasil cash opname vang menunjukkan adanya sisa kas yang
bersumber dari SP2D—LS vang belum didistribusikan sampai akhir
tahun anggaran.

2] Uang jaminan (uang retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga
sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu
pekerjaan vang mereka lakukan.

3] Saldo pemotongan dan pemungutan pajak dan PFK yang dilakukan
oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai
dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara
atau pihak terkait.

Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dan rekening
Kas BLUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 {tiga)
bulan. Setara Kas vang berupa Deposito Berjangka kurang dari 3 (tiga)
bulan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan nilai nominal
vang tercatat dalam deposito tersebut, Pengeluaran kas yang digunakan
untuk mendepositokan idle cash dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
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Pengguna Anggaran ke rekening deposito yang kurang dari 3 (iga)
bulan. Pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek yang kurang dari
3 (tiga) bulan ini tidak perlu dianggarkan di DPA karena pengeluaran kas
ini merupakan bentuk dari manajemen kas.

L Hasil investasi jangka pendek (kurang dari 3 bulan) diakui menambah
kazs BLUD dan diakui menamhbah Pendapatan Bunga baik di Akun
Pelaksanaan Anggaran (yaitu Pendapatan LRA} maupun Akun Finansial
[vaitu Pendapatan LO),

m. Kas BLUD merupakan saldo kas vang ada Kas Bendahara Penenmaan
BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD secbagai SiLPA BLUD.
Pada alhir periode, jumlah saldo kas di kas di bendahara pengeluaran
BLUD harus dipindahbukukan ke rekening Kas Bendahara Penenmaan
BLUD dan menjadi SILPA BLUD.

3. Pengukuran
a Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan

sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing,
maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunaksan
kurs tengah Bl pada tanggal laporan.

b Kas di Kas BLUD dilaporkan sebesar saldo rekening koran atas
tabungan/giro dan uang tunai yang dikuasai oleh BLUD.

¢ Pengukuran Kas di Kas BLUD adalah sebesar nilai tunai dari saldo
kas vang menjadi hak BLUD.

d Pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran | Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat sebesar salde nilai tunai yaitu senilai selisih antara
total SP2D UP/GU/TU dengan Pengesahan SPJ dan penyetoran sisa
kas ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun
anggaran merupakan sisa dana Uang Persediaan (UF} yang sampai
dengan akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran. Secara
rinci, Kas di Bendahara Pengeluaran dihitung sebagail berikut:

Total Milai SP2D UP XHXK
Total Nilai SP2D GU UK
Total Milai SF20 T1I MK

Total Penerimaan Kas BF/BFFP o



[

.

[~ Pengesahan SEJ UP/GU/TU frocod) (=)
Penvetoran sisa TU ke Kaa BLUD/ Kas Daerah
BT
| &)
Penvetoran sisa UP/GU ke BLUDKas Dacrah
[XMHEK
L=l
Salde Kas i BFfBPF o m e o]

Penpukuran Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat schesar saldo nilai tunai yaitu senilai selisih antara
total SPM Fungsional dengan Pengesahan SPJ Fungsional dan
penyetoran sisa kas ke Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu. Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada akhir tahun anggaran merupakan sisa
dana SPM Fungsional vang sampal dengan akhir tahun masih berada
di Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Secara rinci, Kas di Bendahara Pengeluaran { Bendahara Pengeluaran
Pembantu dihitung sebagai berikut:

Total Nilai SPM F3 HAXK
Total Penerimaan Kas BP/BPP e
i~} Pengesahan SPJ FS froo) ()
Penvetoran sisa FS ke Kas BPn

[rone
L=
Saldo Kas di BF/BFFP

A=

!

Setara Kas vang belum dicairkan hingga penyusunan laporan
keuangan, dicatat sebesar nilal nominal dan saldo Setara Kas yang
bersangkutan. Pada pencairan Sctara Kas, maka saldo Sctara Kas
dikurangi dan menambah Kas di Kas BLUD sebesar nilai nominal
saldo Setara Kas vang dipindahbukukan,

Penyajian dan Pengunglapan
Kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca sebesar nilai
nominalnya. Penvajian dalam neraca BLUD sebagai berikut:

il

.
&
d.

Kas di Kas BLUD

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya
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e Setara Kas

4.1.2. Investasi Jangka Pendek

1.

Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi vang dapat segera dicairkan

dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang. Guna membedakan dengan deposito berjangka yang masuk
dalam kategori Kas dan Setara Kas, maka pengertian Investasi Jangka

Pendek disini meliputi investasi yang memiliki janghka walctu mulai dan 3

(tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Suatu investasi

dikategorikan Investasi Jangka Pendek bila memenuhi kriteria:

a. Dapat segera diperjualbelikan /dicairkan.

b. Investasi tersebut dilalukan dalam rangka manajemen kas, artinya
bahwa investasi tersebut dapat dijual [didivestas)) dengan cepat
apabila timbul kebutuhan kas.

c. Berisiko rendah.

Investasi vang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain

terdiri dari:

a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua
belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomalis
[revolving deposits).

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek,

c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

d. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara {SPN).

BLUD tidak diperkenankan melakukan Investasi Jangka Pendek dalam
bentuk pembelian saham ataupun obligasi karena risikonya lebih tinggi
dibandingkan keempat jenis Investasi Jangka Pendek yang disebutkan

diatas.

Pengaluan
a. Secara umum suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai

Investasi Jangka Pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa
potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut
dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2] Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
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memadai (refiable).

b. Pengeluaran untuk mempercleh Investasi Jangka Pendek diakui
sebagail pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam
Laporan Realisasi Anggaran maupun beban dalam Laporan
Operasional dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan
investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan
tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan
Operasional.

¢. Dasar pengakuan Investasi Jangka Pendek adalah 5P2D LS atau
Surat Pemindahbukuan yang telah disahkan cleh BUD atau Kuasa
BUD.

d. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi (atas SUUN dan SFN) dan
bunga SBI dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan dar hasil
Investasi Jangka Pendek ini dicatat sebagal Pendapatan—LRA dan
Pendapatan—LO berdasarkan STS atau Nota Kredit yang masuk ke
Rekening Kas BLUD. Jika pada akhir periode pelaporan belum
dilakukan pencairan Investasi Jangka Pendek, maka hak atas hasil
Investasi Jangka Pendek diakui sebagai Pendapatan—LO berdasarkan
Bukti Memaorial.

e, Selama periode berjalan hasil investasi vang diperoleh diakui
menambah nilai Investasi Jangka Pendek selama belum disetorkan ke
Rekening Kas BLUD. Ketika terjadi pencairan Investasi Jangka
Pendek atau menyetoran pendapatan hasil investasi diakui
menambah Pendapatan—LO dan Pendapatan—LRA.

{. Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diali sebagan
penerimaan kas BLUD dan dilaporkan dalam pencrimaan
pembiayaan pada Laporan Realisas Anggaran,

Pengukuran
a. Investasi Jangka Pendek berupa Surat Berharga dicatat sebesar biaya

perolehan. Biaya perclehan investasi meliputi harga transaksi
investasi itu senciri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,

dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktil yang dapat
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membentuk nilai pasar, dalam hal investasi vang demikian nilai pasar
digunakan scbagai dasar penerapan nilad wajar. Investasi yang tidak
memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai
tercatat atau nilal wajar lainnyva.

Apahila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi
pada tanggal perolehannya yaitu scbesar harga pasar. Apabila tidak
ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai sebesar biaya
perolehan setara kas vang diserahkan atau nilal wajar aset lain vang

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut tanpa dikurangi dengan biaya administrasi untuk membuka
deposito, Biaya awal untuk membuka Investasi Jangka Pendek
dilaporkan sebagai belanja dan beban,

Hasil Investasi Jangka Pendek dicatat di Laporan Realisasi Anggaran
(LRA| dan Laporan Operasional (LO) sebesar nilai bersih [netto)
setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank, biaya komisi
pialang serta pajak atas hasil Investasi Jangka Pendek.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilajan Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan metode biaya,
artinva bahwa Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan,
Fenghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investas:

a.

Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pencairan
pada saat jatuh tempo;

Selisih lebih nilai pelepasan investasi jangka pendek diatas harga
perolehannya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA;
Selisih kurang nilai pelepasan investasi jangka pendek dibawah harga
perolehannya tidak dicatat scbagai belanja melainkan dicatat sebagai
Defisit Penghapusan Aset Lancar dan dilaporkan dalam Laporan
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6.  Penyajian dan Pengungkapan
Investasi disajikan sesuel dengan klasifikasi investasi dalam neraca
BLUD. Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca.
Hal-hal vang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan

dengan Investasi Jangka Pendek, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek vang dimihki;
Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab
penurunan tersebut;
e, Investasi vang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Perubahan pos investasi;
g. Hasil Investasi Jangka Pendek selama tahun berjalan,
4.1.3. Piutang
1. Definisi
a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD
dan /atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
pemberian barang/jasa dan perjanjian  atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
varg sah. Plutang merupakan hak BLUD untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas
kegiatan vang diselenggarakan oleh BLUD.
b. Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki

karakteristik sebagai berikut:

1) Terdapat penverahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk
menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

2) Jangka waktu pelunasan; dan/atan

3) Persetujuan atau kesepakatan pihak pihak terkait.

Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, piutang diklasifikasikan
menjadi
1} Piatang Lancar
Piutang lancar merupakan piutang vang diidentifikasikan dapat
tertagih dalam jangka wakt kurang dari 1 tahun.
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2) Piatang Tidak Lancar
Plutang tidak lancar merupaken plutang yang diidentifikasikan
dapat tertagih dalam jangka wakiu lebih dari 1 tahun.

d. Menurut sumbernya, piutang BLUD dikelompokkan menjadi:

1] Pmtang Pendapatan, merupakan piutang yang bersumber darn
Pendapatan BLUD. Rincian dan Piutang Pendapatan BLUD antara
lain:

g} Pmtang Pendapatan Jasa Layanan BLUD

b} Piutang Hibah BLUD

¢} Putang Kerjasama BLUD

d) Piutang Pendapatan BLUD Lainnya

e} Putang Pendapatan pada Entitas Pelaporan/Entitas
Akuntansi Lainnva

2] Piutang lainnya merupakan piutang yang berasal dari aktivitas non
operasional BLUD yvang terdir dari:

a)] Piutang hasil penjualan aset tetap
b} Piutang tuntutan ganti rugi TP/TGR
¢] Piutang non operasional lainnya.

e. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang
akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas
lain. Penyisithan piutang BLUD menggunakan Metode Tidak Langsung

. Apabila terjadi kelebihan pelunasan piutang, BLUD wajib untuk
mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut secara tuna atau
dengan menggunakan pendekatan kompensasi pembayaran periode
berikutnyva.

Pengalouan

Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua)

macar, yakni:

a. Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD
Piutang diakui ketika pelayanan telah diberikan pengguna jasa, sehingga
menimbulkan kewajiban bagi pengguna barang/jasa untuk membayar
sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan bulkti/dokumen

transalksi vang setara

b. Piutang vang bersumber bukan dan pelayanan utama BLUD
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Pengakuan piutang pendapatan diakui sesual dengan pengakuan
piutang pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD.

Pengulairan dan Penilaian
a. Pencatatan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
Macam yalm:
1} Piutang yang bersumber dan Pendapatan BLUD
a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal yvang harus dibayarkan
oleh pengguna/penerima manfaat barang/jasa sesuai dengan
tarif yang berlaku.
b) Piutang disajikan sebesar nilai  bersih  yang dapat
direalisasikan |(Net Realizable Value)-nva, yvaitu sebesar nilai
nominal Piutang yvang belum dilunasi pada tanggal 31
Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
c] Dasar vang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang
dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No Umur Piutang % Penyisihan

1 < 1 tahun 0%
ER| >1sd 2 tahun | 10%

3 > 2 5.d. 3 tahun | S50%

4 > 3 tahun 100%:

d] Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir
tahun.
2] Piutang yang bersumber Non Operasional BLUD
a) Piutang non operasional dinilai dan dicatat sesuai dengan
pengukuran piutang pendapatan sejenis  diluar  Piutang
Pendapatan BLUD.
b) Piutang non operasional BLUD dicatat scbesar nilai nominal
sesuai vang menjadi kewsjiban membayar kepada Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawsa
Timur yvang dapat dinilai dengan uang.
b. Pemberhentian pengakuan Plutang atau penghapusan Putang
dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down).
¢, Penghapusbuluan putang merupakan proses dan keputusan akuntans
apar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan Net Realizable
Value-nya.
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4. Penvajian dan Pengungkapan
a. Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya disajikan dalam neraca
sebagai bagian dari aset lancar sesuai dengan jenis piutang dan
disajikan pula besarnya penyisihan piutang vang tidak tertagih.

b. Penyisihan piutang vang tidak tertagih merupakan pengurang dari total
piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

c. Pengungkapan Piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdiri

dari:

1) Perhitungan cadangan kerugian piutang;

2] Penjelasan atas penyelesaian piutang, utamanya bila ada
penghapusan pintang.

3] Dasar hukum penghapusan piutang dan kennganan [ potongan yang
diberikan kepada wajib bayar beserta penjelasannya

4] Penjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penagihan
piutang serta jaminan atau sita jaminan vang dilakukan (jika ada)

4.1.4. Persediaan
L.  Dwehiniz
a. Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan
yvang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD untuk
mendukung dalam proscs penyelenggaraan layanan ataupun dijual
kepada pengguna layanan.

b. Persediaan juga mencakup barang atau perlenghapan yang dibeli dan
disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat
tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan
pipa, dan barang bekas pakal seperti komponen bekas.

c. Secara rinci, persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

1] Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunnakan dalam rangka
penyelenggaraan layanan BLUD.

7] Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan untuk
menunjang proses penyekmgparaan pelayanan.

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau discrahkan kepada masyarakat.

4) Barang yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada pengguna layanan.



d. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam
neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki provek
swakelola dan dibebankan ke suatu akun aset untuk konstruks: dalam

pengerjasn tidak dimasukkan sebaga persediaan.

I. Persediaan antara lain terdiri dari:
1} Persediaan Bahan Pakai Habis
2] Persediaan Bahan/Material
3] Persediaan Makanan
4] Persediaan Pakaian dan Atributnya
5] Persediaan Barang vang  Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga /Masyvarakat
6] Persediaan Barang yang Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

g. Dalam hal BLUD menyimpan barang unfuk tujuan cadangan strategis
seperti cadangan energl (misalnya minyak) atau untuk fuuan berjaga-
jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang
dimaksud diakui sebagai persediaan.

h. Barang bantuan sosial atau hibah yvang dibeli/dibuat BLUD termasuk
dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum
diserahkan kepada masyarakat atau pihak yvang berhak.

i. Barang konsinyasi tidak dicatat sebagai persediaan. Terhadap kas
vang diterima diakui sebagai hutang dan pendapatan LRA bagi SKPD.

Pengaluan

a. Persedisan diakui atas barang vang telah diterima atau hak

kepemilikannva dan/atau kepenguasaannya berpindah,

b. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan
pendekatan aset, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai

persediaan di neraca.

c. Pada akhir periode akuntansi, beban persediaan dicatat berdasarkan
hasil inventarisasi fisik (stock opriame).

ed. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan
persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil stock
opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan,

e. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan
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persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil stock
opname, maka atas selisih tersebut akan diuji oleh Auditor Internal
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Retur pembelian diakui pada saat dokumen rctur pengembaban
diterbithan,

3. Pengukuran

a.

Persediaan secara umum diukur denpan menggunakan sistern fisik
berdasarkan hasil stock opname dan perhitungan nilai persediaan
pada akhir periode pelaporan dilakukan dengan menggunakan
metode FIFO (First-In-First-Ouf).

Persediaan dicatat sebesar:

1} Biaya perolchan apabila diperoleh dengan pembelian.

2) Biaya standar/Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan
memproduksi sendin

3) Nilai wajar apabila diperolch dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

Persediaan dicatat sebesar harga perolchan yaitu biaya yang
dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang
Harga perolehan terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya
yvang harus ditanggung oleh BLUD sampai barang siap di gudang
seperti biaya pengiriman dan biaya bongkar muat barang.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali
disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual,
seperti karcis dinilai sebesar biava perolehan/pembuatan benda
berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis. Jika jumlah persediaan
benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dan 1
kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga
vang disajikan dalam neraca  dicatat sebesar harga
pembuatan / perolehan terakhir.

Potongan pembelian atan diskon atas pembelian persediaan
dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.

Biaya standar/Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya
langsung yvang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya
tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan
ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja
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dan anggararn.

g. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan
meliputi nilal tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak
vang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4,  Penyajian dan Pengungkapan
a. Persediaan disajikan di Neraca BLUD =ebagai bagian dari aset lancar.

b. Dalam CalK, BLUD menjelaskan mncien persediaan yvang ada di
masing-masing terdiri dari:
1) Persediaan obat
2) Persediaan alat kesehatan pakai habis
3) Persediaan bahan makanan pasien
4) Persediaan bahan laboratorium
3) Persediaan suku cadang alat-alat operasional
6) Persediaan alat tulis kantor

c. Persediaan yang rusak dan tidak dapat digunakan serta yang
dihapuskan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 KEBLIAKAN AKUNTANSI ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset
tak bervujud vang digunakan secara lanpsung atau tidak langsung untuk
kegiatan pemerintah atau yvang digunakan masyarakat umum.

4.2.1. Asct Tetap
1. Defimis:
a  Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamesan dalam sifat atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap terdiri atas:
1} Tanah,

Peralatan dan mesin,

Gedung dan bangunarn,

Jalan, jaringan dan Instalasi,

Aszet tetap lainnya,

Konstruksi dalam pengerjaan,

Akumulasi penyusutan

=08 W B L ok

b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud

dan memenuhi kriteria:
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1} Mempunyai masa manfaat lemh dan 12 [dua belas) bulan.
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

3 Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

B

4] Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk diganakan.
5) Nilainya memenuhi ketentuan nilal satuan minimum Kapitalisasi

asct tetap.

Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atan diserahkan hak
kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap diperoleh BLUD dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintahan, Asct tetap bagi BLUD, disatu sisi
merupakan sumberdayva ekonomi, disisi lain merupakan suatu
komitmen, artinya di kemudian hari BLUD wajib memelihara atau
merehabilitasi aset tetap vang bersangkutan.

(runa memperoleh aset tetap, BLUD terlebih dahulu menganggarkan
pengadaannya sebagai belanja modal.

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya vang muncul selama
penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan |maintenance),
penambahan (additions), penggantian (replacement] atau perbaikan
(repairs]. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 [dua belas) bulan untuk digunaksn dalam
kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan
batasan pengertian terscbut maka BLUD harus mencatat suatu asct
tetap vang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh

pihak ketiga.

Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat
dikategorikan menambah nilai aset tetap [capital expenditures) dan
pengeluaran pendapatan (revenue expendilures] yang tidak
menambah aset tetap. Capital expenditure akan dikapitalisasikan
untuk menambah nilai aset tetap sedangkan revenue expenditures
digunakan untuk aktivitas pemeliharaan rutin dalam rangka menjaga
aset tetap dalam kondisi yang baik.

Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset yang dibel:
BLUD untuk diserahkan kepada masyarakat,

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat

sebagai asset.



Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua
belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk
meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur
teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap
adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai
aset tetap. Aset tetap vang nilai per unitnya kecil dapat langsung
dibebankan scbagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan vang dikategorikan sebagal
pemeliharaan ringan tidak berpengaruh terhadap nilai asct tetap yang
bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini

adalah asuransi atas aset tetap.

. Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang altan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah
nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah
bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai
berikut:

1) Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis asel tetap;

2] Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja;

3) Memenuhi batasan materialitas.

Bila suatu pengeluaran memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas

maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus dikapitalisasi

sebesar harga perolehan atau biaya vang dikeluarkan.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah dacrah, antar pemerintah daerah, atau dar
pemerintah daerah kepada pihak lain, dari pihak lain kepada
Pemerintah Daerah tanpa memperoleh penggantian.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar
semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap
untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan
kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan
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dan restorasi namun tdak meningkatkan wumur/masa manfaat,
mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak
menambah nilai aset tetap.

Rehabilitasi ringan adalah perbaikan asect tetap vang rusak sebagian
dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan
maksud dapat digunakan sesual dengan kondisi scmula, termasuk
belanja barang vang direncanakan untuk penggantian komponen aset
tetap vang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya
pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk
mengganti salah sat komponen komputer yang telah tercatat dalam

satuan set,/unit.

Restorasi adalah perbaikan aset tetap vang rusak dengan tetap
mempertahankan arsitekturnya.

Renovasi  adalah  bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa
penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa
manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja schingga

metniambah tilai aset,

Asct tetap diakui ketika BLUD saat barang diterima melakukan dan
atau pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarannya
melalui belanja modal dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan
penyimpan barang dan pengurus barang. Realisasi belanja modal
merupakan langkah awal bagi BLUD untuk menambah mutasi aset
tetapnya.,

Setiap potongan harga dan rabat vang diterima oleh BLUD diakui
sebagai pengurang harga perolehan aset tetap, Jadi pendapatan lain-
lain vang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi
pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang

bersangkutan.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang
retensi. Misaloya, termin yang masih ditahan oleh pemben kerja
selama masa pemeliharaan. Retensi yvang ditahan oleh BLUD atau
jaminan pemeliharaan yang disetorkan oleh supplier asset tetap yang
disetorkan atau berada di Kas Daerah diakui sebagai Utang kepada
Pihak Ketiga. Belanja modal atas kontrak konstruksi tersebut diakui
schesar 100% tanpa dikurangi jumlah retensi. Jika pihak supplier



tidak memenuhi ketentuan pemeliharaan sebagaimana (ertuang
dalam kontrak konstruksi (wan prestasi) maka BLUD berhak untuk
menggunakan wuang retensi tersebut dan mengakuinya sebagai
Pendapatan Lain- Lain di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Operasional,

% Penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui
sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional,

v. Apabila terdapat kebijakan revaluasi vang berlaku secara nasional,
maka nilal aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan
dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset
tetap vang bersangkutan dan akun Selisth Lebih/Kurang Revaluasi
Aset sesuai dengan seclisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai

tercatat ditnangkan dalam Laporan Operasional.

Z  Aset tetap vang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk
keperluan operasional BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan
harus disajikan di pos asel lainnya sesuai dengan nilal tercatatnya
dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

aa. Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa
yvang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi
definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap
tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan,
maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan

dinngkapkan dalam Catatan atas Laperan Keuangan.

bb. Beban depresiasi atas aset tetap sclain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan dilaluwkan pada akhir periode pelaporan.

2. Pemanfaatan
a Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik BLUD yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakal, kerjasama
pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan
tidak mengubah status kepemilikan.

b. Sewa adalah pemanfaatan barang milik BLUD oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
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¢. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang anlara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah
daerah dalam janpka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola barang.

d Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka walktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan
daerah dan sumber pembiayvaan lainnya.

& Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan olch
pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu wyang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya
janglka waktu,

. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannyva diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lamn
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepalati.

g Bila terdapat peningkatan nilai ekonomis maupun kapasitas aset
tetap sebagai hasil atas pemanfaatan oleh pihak ketiga diakui
menambah nilai aset BLUD dan Keuntungan Pemanfaatan Aset Non

Lancar di Laporan Operasional.

Pemindahtanganan

a Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada
pencrimaan kas akibat dari penjualan atsu pemusnahan aset tetap
tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan
pendapatan dalam bentuk hasil penjualan bongkaran bangunan.
Selisih antara harga perolehan dengan nilai buku diakui sebagai
Defigit Penphapusan Aset Tetap. Penerimaan kas vang timbul akibat
dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan dari
Pemusnahan Aset Tetap di Laporan Operasional dan scbagai
Pendapatan Lain-Lain di Laporan Realisasi Anggaran.
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b. Bila BLUD melakukan pembelian aset tetap yang ditujukan untuk *
dihibehkan kepada pihak ketiga ([masyarakat ataupun kelompolk
masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja ini tidak diakui
menambah aset tetap BLUD, Demikian juga dengan penyaluran atas
pembelian belanja ini tidak diakui mengurangi asect tetap BLUD. Atas
belanja tersebut, BLUD menganggarikan dalam bentuk sebagai
belanja barang yvang akan dihibahkan kepada masyarakat.

4,  Penghapusan

a Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
negara/daerah  dari daftar barang dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabat vang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset tetap bisa terjadi
melalui  perubahan status hukum karena penjualan ataupun
dihibahkan.

b. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik BLUD kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Hibah
adalah pengalihan kepemilikan barang dar BLUD kepada pemenntah
daerah lainnya, atau kepada pemerintah pusat, atau kepada pihak
lain, tanpa memperoleh penggantian,

c. Atas penghapusan aset tetap diakul mengurangi nilai aset tetap di
neraca sebesar nilai buku aset tetap, Selisih Jebih (kurang) antara
nilai buku dengan nilai penghapusan dicatat sebagal Surphas (Defisit)
Penghapusan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.

3. Pengukuran dan Penilaan
a Aset tetap vang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai
dengan hiava perolehan, Secara umum, yang dimaksud dengan biaya
perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan
tempat vang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan
pada aset tetap vang dibeli atau dibangun secara swakelola.

b. Komponen biaya yang dapat dimasukkan,/diatribusikan sebagai biayva
perolehan suatu aset tetap terdiri dari:

1] Harga beli termasuk pajak;
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Bea impor;

L2

Biaya persiapan tempat:

4 Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan
bongkar muat (handiing cost);

Biaya pemasangan (instalation cost);

15

6 Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya
perencanaan;

7) Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
perigawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya vang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap terschut;

8 Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya
vang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara
kontrakiual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung;

% Biava bunga selama periode konstruksi bila aset tetap tersebut
diperoleh dengan sumberdana pinjaman  (interest  during
consiruction).

c. Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah :

1} Biaya administrasi dan biaya umum lainnya scpanjang biaya
tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pads biaya
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanva. Artinya
bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berbubungan
dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa asset tetap
dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam
harga perolehan aset tetap.

2] Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan kegiatan (untuk
prkerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panita, alat rulis kantor
dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, biaya
administrasi kegiatan tidak dianggarkan dalam belanja modal,
melainkan  dirinci  sesuai  dengan  peruntukannya. Kecuali
pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah dikapitalisasi
menambah aset tetap tanah.

3) Biaya permulaan (start-up) dan pra-produks: serupa kecuali biaya
tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh
dari biaya ini adalah biava untuk studi kelayakan, biaya tender

atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.



4} Biaya survey pra pembangunan atau biaya lelang dalam rangka
pengadaan aset tetap.

5 Biaya panitia pengadaan dan biaya pegawai pengelola keuangan.
Belanja-belanja tersebut diatas dianggarkan dan dicatat sebagai
belanja/becban pegawai dan belanja/beban barang dan jasa.

el Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan
nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi
yvang sejenis di pasaran pada saat penilaian (appraisal]. Apabila
belum dilakukan appraisal, maka aset tetap disajikan dalam neraca
dalam rangka pengamanan aset dacrah dengan nilai Rp. 1.

e Pembiayaan aset tetap vang dibangun sendin (self construction)
dengan utang/pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca
scbesar harga perolehan aset tetap. Pengertian self construction disini
adalah membangun sendiri baik dengan swakelola maupun
dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dan bukan oleh pemberi
pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang
didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/pinjaman jangka
panjang selama masa pembangunan/konstruksi. Dengan kata lain,
biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai
aset tetap.

f Kriteria untuk menerapkan kebijakan akuntansi kapitalisasi biaya

bunga pinjaman ini adalah:

1) Kualifikas) asset
Untuk mengkapitalisasi bunga, penyiapan aset untuk digunakan
sesuai tujuannya harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu
lehih dari 12 (dua belas) bulan. Kapitalisasi dimulai sejak
pembayaran terkait aset pertama kali dilakukan. Kapitalisasi
berlanjut sampai dengan pembangunan selesai dan aset siap
digunakan,
Aset vang memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga meliputi aset
dalam masa pembangunan yang akan digunakan sendiri oleh
BLUD atau aset yang dimaksudkan untuk disewagunakan seperti
rumah susun, Aset vang tidak memenuhi kualifikasi kapitalisasi
bunga antara lain:
al Aset yang scdang digunakan atau siap digunakan 2e811a1

tujuannya,
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b} Asct-asct vang tidak digunakan dalam aktivitas normal serta
tidak sedang dalam proses penyiapan untuk digunakan sesuai
tujuannva, misalnya lahan tidur, dan aset yang tidak
dipunakan karena usang, kelebihan kapasitas, atau
memerlakan perbaikan.

2 Periode kapitalisasi

Periode kapitalisasi adalah kurun waktu diharuskannya

kapitalisasi bunga dilakukan. Periode kapitalisasi dimulai dengan

terpenuhinya tiga kondisi berikut:

a] Terjadinya pengeluaran untuk asset;

b) Entitas tclah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk
menyiapkan asset agar dapat digunakan sesual dengan
tujuannya;

¢} Terjadinya biaya pinjaman,

Kapitalisasi bunga berlanjut sepanjang ketipa kondisi tersebut
terpenuhi. Periode kapitalisasi berakhir pada saat aset hampir
selesai dan siap digunakan sesual tujuannya.

3 Jumlah bunga vang dikapitalisasi

Jumlah bunga vang dikapitalisasi ditentukan dengan memilih

vang lebih rendah antara bunga yang sesungguhnya terjadi

selama periode atau bungz vang dapat dihindari (avoidable

interest).

g Aset tetap vang dibeli secara kredit dinilai sebesar harga perolehan
atas pengadaan aset tetap tersebut. Biava bunga yang timbul dari
sigsa pinjaman tidak dikapitalisasi, melainkan diakui scbagai Beban
Bunga dalam Laporan Operasional dan Belanja Bunga dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

h. Aset tetap vang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga
peralehannya, BLUD menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

i  Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud
dengan gabungan di sini adalah perclehan beberapa aset tetap
namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total
seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap
vang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung
berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset telap.
Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset
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ditentukan dengan menghitung proporsi darn:

1) Nilai wajar masing-masing asct tetap atau bidang asct tctap di
pasaran,;

2} Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap vang bersifat
fisik /konstruksi); atau

3} Luas bidang asset.

j.  Perolehan aset tetap bisa dilakukan melahn transaksi pertukaran.
BLUD dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang
serupa maupun yang tidak serupa. Aset tetap ditukar dengan aset
tetap vang tidak serupa atau aset lainnva, maka aset tetap yang baru
diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya.

k. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang
memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau
kerugian vang diakul dalam transaksi ini. Biaya aset yang bara
diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset

yvang dilepas.

L  Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) dicatat sebesar

nilai wajar pada saat perolehan.

m. Aset bersejarah milik BLUD dan masih dimanfaatkan untuk
operasional BLUD, misalnya untuk ruang perkantoran, maka
perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya,
vaitu dicantumkan di neraca dengan nilal wajarnya.

n Pengukuran terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dan
penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistemats
scsual dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan
oleh BLUD adalah metode garis lurus dengan formula:

Harga Perolehan — Nilai 5iza
Umur Ekonomis

Rinya Depresias: =

0. Beban depresiasi dihitung sesuai dengan tahun perolehannys,
sehingga periode pengukuran depresiasi disesuaikan dengan periode
perolchan aset tetap tersebut. Jika periode perolehan aset tetap tidak
dilketahui, maka beban depresiasi dihitung 1 tahun penuh.

6. Penyajian dan Pengungkapan
a Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus
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diungkapkan dalam catatan atas laporan kKeuangan. Pengungkapan
ini sangat penting scbagal penjelasan tentang hal-hal penting yvang
tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk
meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Dalam CalLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset

tetap sebagail berilout:

1) Dasar penilaian yang digunakan untulk menentukan nilai tercatat;

2} Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir perinde yang
menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan
dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

3) Informasi penyusutan meliputii nilai penyusutan, metode
penyusutan yvang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan
vang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi
penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, dalam CalK juga harus diungkapkan :

1} eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.

J) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berlkaitan dengan aset
tetap.

3} jumlah pengeluaran pada pos asct tetap dalam konstruksi

4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

5) Nilai aset tetap vang ada dalam neraca merupakan gabungan dari
seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD. Apabila
pembaca laporan keuangan ingin mengetahuil nincian aset tetap
tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar
aset yang terdin dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap,
kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap.

4.2 2, Tanah

s

Definisi
a Tanah vang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang

dimililki atau dikuasai oleh BLUD untuk digunakan dalam kegiatan
operasional BLUD atau dimanfastkan oleh masyarakat umum dan
dalam kondisi siap digunakan.

b. Tanah vang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan

tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari asct tetap yang
dibangun di atas tanah tersebut,
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Pengakuan
a Perolehan

1)

e

Tanah wyang diperoleh melalui pembelian diakui pada saat
BAST/BAFP

Tanah yang diperoleh melalul hibah diakui pada saat BAST /BAPP,
namun apabila belum dilengkapi dengan BAST/BAPP atau naskah
hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset
Tetap BLUD dan dicatat secara ekstrakomptabel oleh penyimpan
atau pengurus barang,

Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat] atas tanah
tersebut telah dimiliki oleh BLUD. Bila proses pengurusan hak
kepemilikan membutuhkan walktu yang lama dan belum bisa
diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka
bulkti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima
hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya.
Tanah vang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau
penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan
historis kepemilikan tanah terscbut milik BLUD diakui sebagai
Aget Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemanfaatan

Tanah vang menjadi obvek pemanfaatan dengan Pihak Ketiga tidak

diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai aset lainnyva jika

memenuhi kondisi berikkut ini ;

1]

2|

1j

2

3

Tanah tersebut dimanfaatkan seluruhnya dalam satu kesatuan
sertifikat pada saat Surat Keputusan diterbitkan.
Masa pemanfaatan lebih dari 12 bulan.

Pemindahtanganan

Tanah vang diterima atas obyek tukar menukar diakui pada saat
BAST.

Tanah vang diserahkan diakui pada saat Surat Keputusan
Gubernur diterbitkan,

Tanah yang dijual diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur
diterbitkan.

d. Ekstraltomptabel
Ekstrakomptabel diakui pada saat tanah yang baru diterima dan
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hibah namun belum disertai seluruh kelengkapan dokumen atas

kepemilikan tidak diakui sebagai aset tetap tanah namun diakui

sebagai tanah ekstrakomptabel.

Pengukuran dan Penilaian
a Perolehan

1

Tanah yang diperoleh dengan mekanisme pembelian dinilai dialoui
pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup '
harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak [biaya pembuatan
sertifikat), pembayvaran honor tim pengadaan tanah, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurugan, dan biaya
lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yvang dibeli tersebut siap
dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi
tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebut.
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada
tanah wang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahlkan.

Tanah vyang diperoleh melalui  mekanisme hibah dinilai
berdasarkan harga wajar pada saat perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biava perolehan
tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar
tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau
pematangan) diakui scbagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak
dikapitalisir menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam
pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak
didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk
dalarn satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila
penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan
pendirian gedung/bangunan maka penimbunan terscbut masuk
dalam kategori pemeliharaan atan dikapitalisasi (sesuai dengan

kriteria aset tetap).

b. Pemanfaatan
Tanah vang menjadi obyek pemanfaatan aset dikelnarkan dan Aset

Tetap dan dimasukkan scbagai Aset Lainnyva schesar nilai yang



tercantum dalam Laporan Keuangan saat tanggal diakui.

i

Pemindahtanganan

Tanah vang menjadi obyek pemindahtanganan dikeluarkan dari Aset
Tetap sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan saat
tanggal diaku:.

d Ekstrakomptabel
Tanah yang berasal dari mekanisme hibah yvang masuk ke dalam aset
ektrakomptabel dinilai sebesar nilai wajar.

Penyajian dan Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
vang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang
dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal
denpan aset tetasp tanah, status dan kondisi tanah serta jumlah
komitmen untuk akuisisi tanah bila ada,

4,23, Peralatan dan Mesin

1.

2.

Definisi

a Peralatan dan Mesin vang dikelompokkan dalam aset tetap adalah
peralatan dan mesin yvang dimiliki atau dikuasai oleh BLUD untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

h. Aset tetap vang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini
mencakup antara lain
1} Alat-alat berat;
2) Alat-alat angkutan;
3) Alat bengkel dan alat ukur;
Alat pertanian;
Alat kantor dan rumah tangga;
Alat studio, komunikasi, dan pemancar;
Alat kedokteran dan kesehatan,

Alat laboratorium;

o 938 8 2

Alat persenjataan /keamanan.

Pengaluan
a. Perolehan
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1) Pembehan

a) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dengan meckanisme
pembelian diakui pada saat Berita Acara Penerimaan Barang
(BAPBJ diterbitkan.

b} Peralatan dan Mesin yang dibeli dalamn rangka dihibahkan tidak
diakui sebagai asct tetap Peralatan dan Mesin, Jika pada akhir
periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum
dihibahkan, diakui sebagai persediaan di neraca.

2) Hibah

a)] Dasar pecngakuan Peralatan dan Mesin dari mekanisme hibah
adalah berita acara serah terima barang atan naskah hibah
vang diterima BLUD atas aset hibah tersebut. Atas pendapatan
hibah tersebut, BLUD mengakui penambahan nilai aset tetap
berupa Peralatan dan Mesin,

b) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari hibah namun belum
dilengkap dengan berita acara penyerahan barang (BAFB] atau
naskah hibah, maka atas aset tctap terscbut tidak diakw
sebagai Aset Tetap BLUD dan dicatat secara ekstrakomptabel
oleh penyimpan atau pengurus barang.

3] Swakelola

Peralatan dan mesin yang diperoleh secara swakelola diakw pada

saat diterbitkannya Laporan Penyelesaian Pekerjaan.

b. Pemanfaatan

[+

1} Peralatan dan Mesin yang menjadi obyek pemanfaatan dengan
Pihak Ketiga tidak diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagal
aset lainnya jika memenuhi kondisi berikut ini :

a) Peralatan dan Mesin tersebut dimanfaatkan seluruhnya pada
saat Surat Keputusan diterbitkan.
b) Masa pemanfaatan lebih dar 12 bulan
2) Peralatan dan Mesin diakui kembali sebagai asct tctap setelah ada

dokumen serah terima barang

Pemindahtanganan

1} Peralatan dan Mesin yang diterima atas cbyek tukar menulkar
diakui pada saat BAST.

2) Peralatann dan Mesin yang diserahkan diakui pada saat Sural
Keputusan Gubernur diterbitkan.

3) Peralatan dan Mesin yang dijual diakui pada saat Surat Keputusan
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Gubernur diterbitkan.

d  Penghapusan

c.

£

I)

2

Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan
Mesin karena hilang yvang mengakibatkan adanya Tuntutan Ganti
Rugi diakui ketika terdapat SKTJM.

Peralatan dan Mesin vang sudah tidak digunskan lagi dalam
kegiatan operasional BLUD ataupun masyvarakat, direklasifikasi

menjadi aset lainnya berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan.

Penambahan perolehan

1)

3

Pelaksanaan tender atau lelang tidak diakui sebagai penambah
nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam
penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
Penggantian suku cadang vang sifatnya rutin dan tidak menambah
umur aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja
pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap
Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden,
meubelair, karpet, lampu hias) yvang memenuhi kriteria aset tetap,
dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat
kantor dan rumah tangga.

Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan Komputer
dalam rangka penggantian meskipun nilainya cukup besar per
satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dan 12 bulan, namun
jika tidak menambah manfaat ekonomis komputer secara utuh
maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian
perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer
(seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal
dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah

tangga

Ekstrakomptabel

1)

Ekstrakomptabel peralatan dan mesin terjadi karena :

a] Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat
dikapitalisasi.

b) Peralatan dan mesin yang baru diterima dari hibah namun
belum disertai seluruh kelengkapan dokumen atas kepemilikan
tidak diakui sebagai aset tetap namun diakui sebagai peralatan
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dan mesin ekstrakomptabel

Z) Peralatan dan mesin diakui scbagai ckstrakomptabel per periode

laporan keuangan berdasarkan Laporan Mutasi Aset Tetap.

3. Pengukuran dan Penilaian

a Perolehan

1} Pembelian

2)

bj

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan
dan mesin tersebut sampai siap digunakan.

Peralatan dan Mesin dinilai sebesar biaya perolehan yang
tersebut meliputi harga pembelian, biaya penganghkutan, biaya
instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta
biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh
komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam
rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
Peralatan dan mesin vang dilaksanakan melalui kontrak
berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa

konsultan.

2) Hibah
Aset tetap peralatan dan mesin vang diperoleh dari donasi/hibah

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan
3] Swakelola

a)

Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai
siap dipakai meliputi biayva bahan baku, upah tenaga ketja,
sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya

perijinan.

b} Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak dimungkinkan maka mnilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b, Pemaniaatan
Peralatan dan Mesin yang menjadi obyek pemanfaatan aset
dikeluarkan dari Aset Tetap dan dimasukkan sebagai Aset Lainnya
sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan pada saat
tanggal diakui.
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¢. Pemindahtanganan
Peralatan dan Mesin yang menjadi ohbyek pemindahtanganan
dikeluarkan dari Aset Tetap sebesar nilai yang tercantum dalam
laporan keuangan pada saal tanggal diakui.

d. Penghapusan
Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin
sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keunangan pada tanggal
diakui untuk sejumlah kuantitas aset yang dihapus tersebut.

e. Penambahan Perclehan
Penambahan perolehan atas peralatan dan mesin dinilai sebesar kas
vang dikeluarkan untuk belanja vang dapat dikapitalisasi sebagai
aset tetap.

[ Ekstrakomptabel
1) Belanja modal peralatan dan mesn vang diaku sebagal aset
ekstrakomptabel dinilai sebesar kas yang dikeluarkan untuk
belanja modal tersebut.
3 Peralatan dan Mesin yang berasal dari mekanisme hibah yang
masuk ke dalam aset ektrakomptabel dinilai sebesar nilai wajar,

L=

Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan
realisasi belanja modal, maka dilakukan reklamhikasi komponen
aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah
Kerja (SPK) vang berisi spesifikasi jenis barang vang dibeli.
Reklasifikasi dilakukan dengan pengesahan Bukti Memorial cleh
PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial
hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja
modal.

4. Penyajian dan Pengunglapan
Dalam catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
vang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan
peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian
antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan
dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apahila
ada, serta aset tetap vang digunakan dalam rangka KSO.

4.2.4. Gedung dan Bangunan



1

2.

Definis:

-Gl

a Gedung dan Bangunan yang dikclompokkan dalam aset tetap adalah

(tedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
vang diperoleh dengan maksud untuk dipakal dalam keglatan

ope

rasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai gedung dan

bangunan vang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

b. Termasuk dalam jenis gedung dan banpunan ini adalah pagar dan

taman vang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain,

semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

Pengalman

a Perolehan

1]

3

4

Gedung dan bangunan diakui kectika BAPP atas belanja modal
gedung dan bangunan tersebut diterbitkan. Pengakuan aset
dilakukan gedung dan bangunan telah diselesaikan secara fisik
dan keuangan 100%. .
Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan ecara pertukaran
diakui berdasarkan perjanjian tukar menukar aset tetap vang
disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

Gedung vyang diperoleh melalui hibah dialtui pada saat
BAST/BAPP, namun spabila belum dilengkapi dengan BAST/BAPP
atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui
sebagai Aset Tetap BLUD dan dicatat secara ckstrakomptabel oleh
penyimpan atau penigurus barang.

Gedung vang tidak didukung dengan bukt-bukti kepemilikan atau
penguasaan yang Kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan
historis kepemilikan tanah tersebut mililk BLUD diaku sebagai
Aget Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan
Selama masa periode pembangunan gedung nilai gedung dicatat
sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan jika pada akhir periode
akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum sudah
bisa digunakan atau secara fisik belum terealisasi 100%, maka
dilakukan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan menjadi
aset tetap gedung dan bangunan.

b, Pemanfaatan

1)

Gedung dan Bangunan yvang menjadi obyek pemanfaatan dengan



Pihak Ketiga tidak diakui sebagai Aset Tetap namun dialul sebagsi
asct lainnya jika memenuhi kondisi berikut ini :
a) Gedung dan Bangunan tersebut dimanfaatkan seluruhnya
pada saat Surat Keputusan diterbitikan.
b] Masa pemanfaatan lebih dari 12 bulan
2} Peralatan dan Mesin diakui kembali sebagai aset tetap setelah ada
dokumen serah terima barang.

. Pemindahtanganan
1] Gedung dan Bangunan yang diterima atas obyek tukar menukar
diakui pada saat BAST.
2] Gedung dan Bangunan yang diserahkan diakui pada saat Surat
Keputusan Gubernur diterbatkan.
3 Gedung dan Bangunan yang dijual diakul pada saat Surat
Keputusan Gubernur diterbitkan,

d. Penghapusan
Gedung dan Bangunan vang sudah tidak digunakan lagi dalam
kegiatan operasional BLUD ataupun masyarakat, direklasifikasi
menjadi aset lannya berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan,

e, Ekstrakomptabel
Gedung dan Bangunan yang baru diterima dari hibah namun belum
disertai seluruh kelengkapan doliumen atas kepemilikan tidak diakoui
sebagal aset tetap namun diakui scbagai Gedung dan Bangunan
ekstrakomptabel. Gedung dan  Bangunan  diakui  sebagai
ckstrakomptabel per periode laporan keuangan berdasarkan Laporan
Mutasi Aset Tetap

Penguluran dan Penilaian
a Perolehan
1} Pembangunan Gedung dan Bangunan
a) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan
jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk mempercleh
gedung dan bangunan tersebut sampai siap digunakan.
b) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurasan
IMEBE, notaris, dan pajak.
€] Secara keseluruhan, biaya perolehan gedung terdini dari nilai
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vang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK] sebagai
bentuk kontrak dengan pihak ketiga ditambah dengan biaya-
biaya vang dapat diatribusikan menjadi biaya perolehan gedung
dan bangunan.

d) Pengurugan tanah vyang ditujukan untuk menyiapkan
pembangunan gedung dihitung scbagai penambah  biava
perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah,

¢)] Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah
belanja pegawai untuk petugas fungsional {misalnya honor PA,
KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia
pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang
dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terhbat
secara langsung dalam proses perolechan gedung dan
bangunan.

fi Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah alat
tulis kantor dan belanja barang lainnya vang digunakan untuk
mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan
dana.

g) Biaya vang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam
rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk
dalam biaya perolehan gedung.

h) Pembangunan vang dilaksanakan melalui kontrak berupa
belanja dinilai sebagal aset tetap gedung dan bangunan sebesar
nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, baya
perijinan, jasa  konsultan, biaya pengosongan  dan
pembongkaran bangunan lama yvang berada diatas tanah yang
diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

2) Hibah
Gedung dan bangunan yang diperoleh dari hibah dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan

3] Swakelola

Pembangunan vang dilaksanakan secara swalelola berupa biaya

langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung

tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah
lenaga kerja, scwa peralatan, biaya perencanaan  dan
pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan

pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang



diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

4) Apabila penilaian asct tetap dengan menggunakan biaya perolchan
tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan.

Pemaniaatan

Gedung dan Bangunan vang menjadi obvek pemanfaatan aset
dikeluarkan dari Aset Tetap dan dimasukkan sebagal Aset Lainnya
secbesar nilai vang tercantum dalam Laporan Keuangan pada saat
tanggal dialo.

Pemindahtanganan

Gedung dan Bangunan yang menjadi obyek pemindahtanganan
dikeluarkan dari Aset Tetap scbesar nilai yang tercantum dalam
laporan keuangan pada saat tanggal diakoui.

Penghapusan

Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Gedung dan
Bangunan sebesar nilai vang tercantum dalam Laporan Keuangan
pada tanggal diakui untuk sejumlah kuantitas aset yang dihapus

tersebut.
Ekstrakomptabel

Belanja modal Gedung dan Banpunan yang diakui sebagai aset
ekstrakomptabel dinilai sebesar kas yang dikcluarkan untuk belanja

modal tersebut.

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1} Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai
aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sebagaimana
vang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap).

2) Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai
aget tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi sebagaimana vang
disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap.

3) Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun
secara teknis tidalk menambah umur aset tetap gedung dan
bangunan sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya
tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah
dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi.
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Penyajian dan Pengungkapan
Dalam catatan atas Laporan Keuangan, diungkapken dasar penilaian
vang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung

dan bangunan yang tercantum dalam neraca,

4.2.5, Jalan, Jaringan dan Instalasi

I,

Definiai

a Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Contoh aset tetap vang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup
antara lain : jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan

jaringan.

Fengakuan

i Jalan, Jaringan dan Instalasi dialui ketika Berita Acara Penyerahan
Pekerjaan (BAPP) atas belanja modal jalan, jaringan dan instalasi
tersebut diterbitkan. Syarat pengakuan aset Jalan, Jaringan dan
Instalasi adalah BAPP yang diterbitkan adalah BAPP atas
penyvelesaian pekerjaan 100%. BAPP atas penyershan barang pada
saat laporan kemajuan tidak diakui menambah aset Jalan, Jaringan
dan Instalasi.

b, Selama masa perode pembangunan, nilai jalan, jaringan dan

instalasi dicatat sebagal konstruksi dalam pengerjaan dan jike pada
akhir periode akuntansi jalan, jaringan dan instalasi yang
dimaksudkan sudah bisa digunakan atau secara fisik terealisasi
100%, maka dilakukan reklasifikasi dari konstruksi dalam
perigerjaan menjadi aset tetap jalan, jaringan dan instalasi.

c Penebalan jalan vang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan
dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset
tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan
sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas
jalan.

d Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan
dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan
standar jalan baru schingga umur jalan menjadi lebih lama dialeui
sebagai beclanja modal atau belanja pemeliharaan bherat serta
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dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

3. Pengukuran dan Penilaian
a Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan
geluruh biaya (meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan
biaya-biaya lain) yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan,
dan instalasi sampai siap dipakai/digunakan.

b. Penyiapan tanah (misalnya pengurugan/pemadatan tanah) yang akan
dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan
instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Jaringan dan

Instalasi.

¢. Tidak termasuk dalam biayva perolehan jalan, jaringan dan irigasi im
adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional [misalnya honor
KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor paniba pengadaan
barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan
belanja pegawai lainnya) vang tidak terlibat secara langsung dalam

proses perolehan jalan, jaringan dan irigasi.

d. Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi ini
adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan
untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan
dana.

c. Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila
memenuhi kriteria kapitalisasi scbagaimana dijelaskan  dalam
ketentuan umum aset tetap.

4. Penyajian dan Pengunghkapan
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
vang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan,
jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah
komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

4,2.6. Aset Tetap Lainnya
1. Definisi
a Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tctapi
memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini diantaranya
meliputi koleksi terbitan/perpustakaan/buku, barang bercorak
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seni,/budaya, alat olah raga, hewan, dan tanaman.

Aset bersejarah merupakan aset tetap yvang dimiliki atau dikuasai
oleh pemerintah vang karena umur dan kondisinya aset tefap
tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku darn scgala
macam tindakan vang dapat merusalk aset tetap tersebut. Lazimnya,
suatu aset tetap dikateporikan scbagai aset bersejarah jika
mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

Pengalman

b

Buku perpustakaan diakul sebagai aset jika buku yang dikoleksi
memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat
lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatlkan.

Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak

vang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).

Penpggantian sampul muka {cover] buku yang meningkatkan umur
ckonomis buku kepustakaan diakui menambah nilai aset tetap
lainnya. Contoh penggantian ini adalah mengganti cover buku
menjadi hardcover. Penggantian sampul buku dalam rangka menjaga
kondisi buku kepustakaan agar tidak mudah rusak tidak diakui
menambah nilai aset tetap lainnya, melainkan sebagai belanja/beban

pemeliharaan.

Hewan ternak vang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan
ternak vang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis
lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.

Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset
tetap lainnya. [kan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai
aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa
ikan dan hewan ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dan
12 bulan secara medis.

Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada
masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui
sebagai persediaan.

Tanaman vang masuk dalam kategori aset tetap lainnva adalah
tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai material
dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.



3, Penpukuran dan Penilaian
a Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
vang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

b, Buku kepustakaan hasil kajian dan penelitian yang menghasilkan
laporan dicatat menjadi aset tetap lainnya berupa buku kepustakaan
sebesar biaya penggandaan dan percetakan.

c. Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang
bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya
perolehan.

4. Penyajian dan Pengungkapan
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian
vang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset

tetap lainnya yang tercantum dalam neraca.

4,2.7. Konstruksi dalam Pengerjaan
1. Definisi
a Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.

b. Aset tetap BLUD vang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur
pada umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. Pembangunan
ini dapat dikerjakan oleh pihak kctiga (kontraktor] atau secara
swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan
selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang
melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakal dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik
pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh
pihak ketiga wajib menerapkan ketentuan terkait dengan konstruksi
dalam pengerjaan.

c. Konstruksi dalam pengeriaan adalah aset-aset yang sedang dalam
proses pembangunan, Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan
sendiri [swakelola] maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga
melalui kontrak konstruksi, Kontrak konstruksi adalah perikatan
vang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu asel atau
suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknolog, dan fungsi atau tujuan
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atau penggunaan utama.

Pihak ketiga yang melaksanakan pembanpgunan aset biasa disebut
dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu enfitas yang
mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa
konstruksi untule kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifilcasi

vang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan mencalup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
lainnya wvang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Perclehan melalui kontrak kenstruksi pada umumnya memerlukan
suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa
kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat
dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak
ketiga dengan kontrak konstrulks,

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus
untuk konstruksi suatu aset atsu suatun kombmasi aset yang
berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal
rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

2| Kontrak untuk perolehan atau konstruks: aset;

3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi
dan value engineering;

4 Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi

lingkungan.

Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu
jenis aset atau mencakup sejumlah asct. Apabila suatu kontrak
konstruksi mencakup perclehan sejumlah aset, dimana komponen-
komponen aset tersebut dapat diidentifikasikan secara terpisah atau
suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen
atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sehagal suatu
kontrak konstruls:.
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i Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi
dari setiap asset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang
terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap asset;

2) Setiap asel telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak
vang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

j  Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi
aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah
schingga konstruksi aset tambahan dapat diperlalukan sebagai
suaty kontrak konstruksi terpisah jika:

1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercalup
dalam kontrak semula; atau

9) Harga aset tambashan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
harga kontrak semula.

2.  Pengakuan
a Pengakuan atas konstruksi dalam pengerjaan dilakukan ketika
laporan kemajuan fisik diterbitkan. Pada alchir perinde aluntansi jika
pembangunan aset tetap tersebut secara fisik selesai, maka
dilakukan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan menjadi

aset tetap sesual jenisnya.

b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam
pengerjaan jika:
1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2} Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3) Asct tersebut masih dalam proses pengerjaan.

¢ Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap
karcna biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk
digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam jangka panjang.

d Aset tetap direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan jika
aset tersebut dinyatakan belum selesai dan belum bisa digunakan
scsuai dengan tujuan perolehannya. Dengan kata lain, Konstruksi
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Dalam Pengerjaan ini diakui pada akhir periode pelaporan.

e Jika sebuah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dapat
diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang
masuk dalam (KDP) direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan
dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas Surat Keputusan dari
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Penguluran dan Penilaian

a Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perclehan yang
meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan
pembanpgunan aset dimaksud.

b. Biaya-biava vang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan

konstruksi antara lain meliputi:

1) Biava pckerja lapangan termasuk penyelia.

2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.

3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan
ke lokasi pelaksanaan konstruksi.

4 Biava penyewaan sarana dan peralatan.

51 Biava rancangan dan bantuan (eknis vang secara langsung
berhubungan dengan konstruksi

6] Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada
umumnva dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

Tl Asuransi;

8} Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

Q) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan
konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

¢ Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang
sisternatis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua
biaya vang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya
yang dianjurkan adalah metede rata- rata tertimbang atas dasar

proporsi biaya langsung.

d Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai
konstruksi antara lain meliputi:
1] Biaya vang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2} Biaya vang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
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3) Biaya lain vang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi
yvang bersangkutan.

4] Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

5) Termin yang telah dibayerkan kepada kontrakior schubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

f) Kewajiban vang masih harus dibayar kepada kontraktor
gsehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum
dibayar pada tanggal pelaporan;

7} Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
schubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yvang besar atau
sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa
kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai
kontraktor utama dan ada yvang menjadi subkontraktor. Oleh karena
itu vang dimaksud dengan pembavaran kepada kontraktor
sebagaimana diuraikan terdahulu adaleh mencakup keduanya.
Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan
secara bertahap ([termin) berdasarkan tingkat penyelesaian vang
ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang
dilakukan dicatat secbagai penambah nilai konstruksi dalam

pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
dizebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifiasi atau
rancangan dan perselisihan penyvimpangan dalam pengerjaan
kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal, Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan
biaya lainnya yang timbul schubungan dengan pinjaman yang
digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman
vang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang
dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset
vang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode



=73

vang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi
dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengecluaran biaya
konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentilkan
sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur
maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian
sementara pembangunan konstruks: dikapitalisasi.

i Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
karena beberapa hal, scperti kondisi force majcur atau adanya
campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena
berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya
campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya
pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya
jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya
pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagail biaya bungs pada
periode yang bersangkutan.

j. Kontrak konstruksi vang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis
pekerjaan yvang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
Biaya pinjaman hanva dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan vang
masih dalam proses pengerjaan.

k. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis asel vang
masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam
paragraf sebelumnya. Jika jenis- jenis pekerjaan tersebut disclesaikan
pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang
dikapitalisasi hanyva biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi
atau jenis pekerjaan yang belum selesai, Bagian pekerjaan yang telah
diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Penyajian dan Pengungkapan
Konstruksi dalam pengerjsan disajikan di neraca pada kelompok aset

tctap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilaltukan secara
gabungan, dengan cara menjumlahkan selurub konstruksi dalam
pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjunya konstruksi dalam
pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.8, Akumulasi Penyusutan

1.

Definisi
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Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan atau jumlah dari
penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh. Penyusutan adalah
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap, Penyusutan dilakukan selama masa
manfaat aset tetap. Definisi masa manfaat adalah:

a. Periode suatn aset diharapkan digunakan untuk aktwvitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik;

b Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari
aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

2,  Penpgakuan
a. Penvusutan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan bukti

memorial.

b. Penvusutan hanyva diberlakukan untuk aset tetap selan tanah,
konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta
barang bercorak Lkesenian/kebudayaan berupa benda-benda

bersejarah.

3. Pengukuran dan Penilaian Penyusutan Asct Tetap
a.  Aset tetap dihitung dengan menggunakan formula:

Harga Perolehn
Umur Ekonomis

Biaya Depresiasi =

b Umur ekonomis aset tetap berbeda-beda zesuai dengan kode barang.
Umur ekonomis aset tetap dan nilai sisa aset tetap mengacu pada
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Penyusutan
Barang Berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur,

4. Penyajian dan Pengungkapan
Informasi vang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

tentang akumulasi penyusutan antara lain:
a Metode vang diganakan untuk menghitung penyusutan,

b Daftar penyesuaian besaran penyusulan Yang timbul akibat dar
peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

4.2.9, Aset Lainnya

1. Klasifikasi
Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagal aset lainnya. Termasuk
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dalam aset lainnya antara lain:

Fi

b
i
d.

Tagihan Jangka Panjang

Asget Tetap Kemitraan dengan Pihalk Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain

Tagihan Jangka Panjang

i Definisi

b.

1)

2)

4

Tagihan Jangka Panjang terdin dan :

a) Tagihan Penjualan Angsuran;

b) Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR);

¢] Tagihan Pinjaman.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah sccara angsuran kepada
pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara
lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan
dinas.

Tuntutan Perbendaharasn ([TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti
menyalahpunakan uang daerah atau menghilangkan aset BLUD .
Tagihan pinjaman menggambarkan jumlah uwang yang wajib
dibayar kepada BLUD yang dapat dinilai dengan vang sebagai
akibat pemberian pinjaman oleh BLUD  kepada pihak lain,
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan

Pengaluan
1] Tagihan Penjualan Angsuran

a) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak
penjualan BLUD secara angsuran kepada pegawal pemerintah
telah ditandatangani.

b) Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat BLUD
menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah.

¢] Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran
yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan
datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan
angsuran, Pada awal tahun dilakuken jumal balik atas
relelasifikasi yvang dilakulean pada akhir tahun sebelumnya.



2 Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi
a) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui pada
saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawah Mutlak
oleh pihak vang berwenang. Penurunan TP/TGR diakul pada
saat BLUD menerima pembayaran dan/atau penggantian dari
subyek TP/TGR;
bj Pada akhir periode aleuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam
jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikas:
menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR. Pada awal tahun
dilalukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada
akhir tahun sebelumnya.
3) Tagihan pinjaman
a) Tagihan pinjaman diakui pada saat kas dikeluarkan oleh BLUD
kepada penerima pinjaman.
b) Penurunan tagihan pinjaman diakui pada saat BLUD menerima

pembayaran angsuran dari penerima pinjaman.

c. Pengukuran

1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak penjualan aset vang bersangkutan.

2) Tuntutan perbendsharaan/runtutan ganti rugi dinilai sebesar nilai
nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau
Surat Keputusan Pembebanan oleh pejabat yang berwenang
Pengurangan atas nilai TP/TGR dinilai sebesar setoran yang telah
dilakukan oleh pegawai vang bersangkutan ke kas daerah.

3} Tagihan pinjaman dinilai sebesar nilai nominal saat pinjaman

dicairkan dan pada saat penerimaan pembayaran angsuran.
d Penvajian dan Pengungkapan

Penyajian Tagihan Jangka Panjang dalam neraca berada di kelompok
akun aset lainnva, perlu disertai penjelasan terkait obyek tagihan
jangka panjang dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a Definisi
1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang
alkan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara
kemitraan antara BLUD dan swasta berdasarkan perjanjian.
Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai scbesar nilai kontrak
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kerjasama antara BLUD dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan
tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal
usaha, pemberian modal kerja, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun
Serah Guna (BSG], dan bentuk kemitraan lainnya.

2] Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah
BLUD berupa tansh oleh pihak lain dengan cara mendirikan
bangunan dan/fatau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka wakiu
tertentu vang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikuat
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

3} Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya discrahkan untuk didayagunakan ocleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepalkati.

Pengakuan

Azet kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan atau
asel lainnyva terscbut telah selesai. Aset yang berada dalam kategori
BES digajikan terpisah dari aset tetap.

Pengukuran

Kemitraan dengan pihak ketiga delam bentuk BKS dicatat sebesar nilai
aset yang diserahkan oleh BLUD kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan
aset vang dibangun wvaitu sebesar nilai aset yang diserahkan
pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan olch pihak

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
Penyajian dan Pengungkapan

Penvajian Aset Tetap dengan Kemitraan Fihak Ketiga dalam neraca
berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjclasan terkait
obyek kemitraan pihak ketiga dalam catatan atas laporan keuangan,

Aset Tidak Berwujud

a Definis

1) Aset tidak berwujud (infagible asef] adalah aset non keuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
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untuk digunakan dalam menghasilkan barang atan jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelelctual.

Aset tidak berwujud [ATB) merupakan salah satu jenis aset yang

dimiliki oleh pemerintah daerah yang berupa aset non-moneler

vang tidak mempunyai wujud fisik dan dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya yang memiliki masa manfaat jangka panjang.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa sebuah aset dapat

diklasifikasikan sebagai ATB apabila memenuhi kritenia sebagai

beriloat:

a) Dapat Dudentifilcasi, artinva
1} aset tersebut memungkinkan untuk dipisahkan atau

dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu
entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau
dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat
dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan,
ditukarkan, baik secara individual maupun secara
bersama-sama.

3 Selain itu, kriteria dapat diidentifikasi mensyaratkan
bahwa aset tersebut timbul dan  kesepakatan yang
mengikat, =seperti hak kontraktual atau hak hukum
lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat
dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari
hak dan kewajiban lainnya.

b} Pengendalian, Suatu entitas disebut "mengendalikan aset” jika
entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaal
ckonomi masa depan yang timbul dan aset tersebut dan dapat
membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat
ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan
aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum
vang sah dari lembaga yang berwenang,

¢] Manfaat Ekonomi Masa Depan, artinya karaktenstik aset
secara wumum adalah  kemampuannya untuk dapat
memberikanmanfaat ckonomis dan jasa potensial (potential
services) di masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang

dihasilkan oleh ATE dapat berupa pendapatanyang diperoleh
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dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau
efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dar penyewaan,
pemberian lisensi, atau manfaat lainnya wvangdiperoleh dan
pemanfaatan ATB,

d) Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas
layananatau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau
penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

Aset tak berwujud meliputi:

a) Seftware;

b) Lisensi dan franchise;

¢) Hak cipta (copynght), paten, gooduall dan royaltt;

d) Hasil kajian/peneliian yang memberikan manfaat jangka
panjang,

Software vang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah
softisare vang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardware komputer tertentu. Jadi, software adalah perangkat
lunak vanpg dapat digunakan di computer lain. Soffware vang
diakui sebagai aset tak berwujud ini memilk karaktenistik berupa
adanva hak istimewa/eksklusif atas soffware berkenaan. Dengan
kata lain bahwa software diakui sebapai aset manakala telah
memiliki hak paten.

Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada

pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk

menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Franchise atsu waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh

orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan cir

khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa vang
telah terbukt hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan
oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalak hak eksklusif vang diberikan oleh negara kepada

investor |penemu) atas hasil invesi (temuan) di bidang teknologl,
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yvang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendin
invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.

100 Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas
akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
Goodwill dihitung berdasarkan sclisih antara nilai  entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan
kepentingan /saham dengan nilai buku kekayaan bersih
perusahaarn.

11) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima
atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnva pada saat hak
vang dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau
perusahaan lain,

12} Hasil Kajian /Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau pengembangan vang memberikan
manfaat ekonomis dan/atan sosial dimasa yang akan datang yang
dapal diidentifikasi sebagai aset,

13} Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua,
vaitu;

a) ATB dengan umur manfaat terbatas (finile life)
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dan
umur atau banyaknya unit produk vang dihasilkan, vyang
didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset
tersebut, atau faktor hukum atau faktor ckonomis mana yang
lebih pendek.

bl ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life]
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini
tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan
manfaat kepada entitas.

b, Pengakuan

1} Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau peneliian yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi secbagai asct. Contohnya adalah lkajian RTRW,
REJMD, RDTR, dan sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat
diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/alau
sosial maka tidak dapat dikapitalisasi scbagai aset tak berwujud.
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2] Beberapa hasil penelitian dan kajian yvang dilakukan oleh BLUD
tidak bisa diakui sebagal asct lainnya jika masa manfaat dari hasil
penelitian tersebut tidak lebih dari 12 bulan dan manfaat
ekonomik yang dirasakan hanya pada tahun berkenaan atau
kurang dari 12 bulan. Pertimbangannya adalah hasil penelitian
dan kajian tersebut memilild outcorne bila hasilnya bisa digunakan
untuk pengambilan kebijakan BLUD . Setelah kebijakan diambil
dan ditetapkan, hasil kajian tersebut tidak memiliki manfaat
ekonomik lag.

3] Pengakuan awal sebesar biayva perolehan untuk ATB yang berasal
dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari
internal entitas, MNilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh
melalui transaksi bukan pertukaran,

4] Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan
untuk menambah dan mengganti ATB scpanjang memenuhi
kriteria pengakuan ATE yang dapat diatribusikan langsung
terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat
dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

5} Perlakuan pengakuan untulk perpanjangan lisensi adalah sebagai
berikut:

a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang kurang dari atan sampai dengan 124 bulan
tidalk perlu dikapitalisasi.

b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

6 Paten diakui pada saat pembayaran pendaftaran paten telah
dilakukan oleh BLUD.

o Pengukuran

1) Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang
dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa atau
Fengesahan SPJ atas belanja modal non fisik diterbitkan dan
dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.

2] Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai
berdasarkan biava perolchan. Apabila ATB diperoleh secara
gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, vaitu
dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing asct yang bersanghkutan.
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Aset tidak berwujud yang dipercleh dengan pertukaran dinilai

schagal berikut:

a) Apabila ditukar dengan ATB yang serupa, yang memiliki
manfaat yang serupa, maka biaya aset yang baru diperoleh
dicatat sebesar nilal wajar dari aset yang diserahkan.

b) Apabila ditukar denpgan ATE yang tidak serupa atau terdapat
aset lainnva dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak
mempunyai nilai yang sama schingga pengukuran dinilas
sehesar aset yvang dipertukarkan ditambah dengan kas vang
diterima.

Aset tidak berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau

lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada

entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan
atau peraturan vang berlaku.

5 Aset tidak berwujud yang diperoleh darn donasi/libah dinbuar

&

sebesar nilai wajar pada saat perolehan

Aset tidak berwujud yang dipercoleh dari pengembangan secara
internal diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa
manfaat di masa yvang akan datang sampai dengan ATB tersebut
telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATE yang
awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui
sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan menambah nilai
ATB (capital expenditure) dapat diatribusikan langsung terhadap
nilai ATB dimaksud sebesar biaya yvang dikeluarkan.

Penyajian dan Pengungkapan

Penvajian ATB dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya,

perlu disertai penjelasan terkait obyek ATB dalam catatan atas laporan

keuangan discrtai penjelasan dengan rincian sebagai berikut:

1)

2)

4

Masa manfaat atau tingkat amortisasi yvang digunakan. Apakah
masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas;

Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB terscbut terbatas
masa manfaatnya;

Rincian masing-masing pos ATB vang signifikan;

Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan
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dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir

periode;

Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

a) Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara
terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di
dalam entitas;

b) Penghentian dan pelepasan ATE;

c] Amortisasi vang diakui selama periode berjalan;

d) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan

(impaired).

5.  Asect Lain-lain
a  Definisl

b,

1}

4

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan
Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Gant
Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik BLUD yang tidak
digunakan untuk operasional BLUD.

Pengaluan

1)

2)

4

2

Aszet lain-lain adalah aset tetap vang rusak dan tidak dapat
digunakan dimalsudkan untuk dihentikan penggunaannya

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap diakui pada
saat Surat Pergetujuan Penghapusan diterbitkan.

Penghapusan aset lain-lain diakui pada saat Berita Acara
Pemusnahan / Berita Acara Serah Terima diterbitkan.

Asct lain-lain tetap disusutkan menggunakan metode dan masa
manfaat vang sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset tak
berwajud.

Dolcurmen vang digunakan sebagai dasar dalam mutasi aset antar
SKPD adalah Surat Ketetapan Penghapusan.

¢  Pengukuran

1]

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi diukur sebesar nilai
historis pada saat aset lain-lain tersebut di reklasifikasi, nilai



historis tersebut juga digunakan untuk akumulasi peyusulan aset
terkait.

2) Aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lain-lain vang
dihapus diukur sebesar nilai historis.

3] Perhitungan penyusutan aset lain-lain menggunakan metode dan
masa manfaat yang sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset
talk berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan
Penyajian Aset lain-lain dalam neraca berada di kelompok akun aset
lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyck dan mutasi aset lain-

lain dalam catatan atas laporan keuangan.
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BAB YV
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN BLUD

5.1, DEFINISI

Kewajiban adalah utang vang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang
berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat,
lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
BLUD juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada BLUD,
dan kewajiban yang timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga
yang belum dibayar pada akhir tahun anggaran oleh BLUD.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya
atau tidal terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang vang tidak
sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya Pemerintah Daerah
memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan,
informasi ini diungkaplan dalam catatan atas laporan keuangan.

5.2. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas| bulan setelah
tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang
jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pada akhir periode akuntansi,
atas utang jangka panjang vang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
dilakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

5.2.1. Kewsjiban Jangka Pendek
Kewsajiban jangka pendek terdiri dari;
Utang Beban;
Utang Bunga;
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (FFR};
Pendapatan Diterima Dirmula;
Utang kepada Pihak Ketiga;
Bagian Lancar Utang Jangka Parjang

mon A W R
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7. Utang Jangka Pendek Lainnya,

Berikut ini disajikan definisi dari masing-masing pos Kewajiban Jangka

Pendek:

1.

Utang Beban

Utang beban merupakan kewajiban jangka pendek yvang timbul karena

BLUD belum membayar beban yang telah dinikmati manfaatnya. Utang

beban ini hanva muncul diakhir periode akuntansi saja yang dibuktikan

oleh tagihan resmi/legal dari pihak ketiga (penyedia barang/jasa) ataupun
perhitungan akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh fungsi
akuntansi/keuangan BLUD. Utang beban ini digunakan wuntuk
menampung kewajiban segera atas biaya-biaya:

A
b.

—
n

K

e moeop

w

Utang Belanja Listrik;

Utang Belanja Air;

Utang Belanja Telepon/Faksimili;

Utang Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran
(pemakaian di akhir tahun yang belum tertagih);

Utang Belanja Langganan Multimedia;

Utang Belanja Bahan Obat-obatan

Utang Belanja Bahan Kimia

Utang Belanja Bahan Laboratornium

Utang Jasa Pemeriksasan Pasien pada Rumah Sakit Rujukan {Dokter
Eksternal

Utang Belanja Bahan Industri

Utang Belanja Praktek dan Percontohan -

Utang Belanja Jasa Pengelolaan Darah

Utang Belanja makanan dan  minuman pasien/penghuni
panti/ penghuni asrama;

Utang Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis (khusus Rumah Sakit);
Utang Belanja Jasa Pelayanan Rumah Salsit;

Utang Belanja Pemeliharaan Gedung

Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Pemelinaraan Jalan, [rigasi, dan Jaringan

Utang Belanja Pemeliharaan Aset tak bervujud

Utang Jasa Loundry

Utang Jasa Cleaning Service
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Utang beban ini dianggarkan sebagai belanja pegawai atau belanja barang
dan jasa pada tahun anggaran berikutnya, bukan scbagai pengeluaran

pembiayaan.

2. Utang Bunga (Accrued fnlerest)
Utang Bunga timbul karens BLUD mempunyai kewajiban untuk
membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari
perbankan, utang obligasi. Inventarisasi atas utang bunga dilakukan

bersamaan dengan inventarisas: utang.

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (FFK)
Perhitungan Fihak Hetiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang
BLUD kepada pihak lain vang disebabkan kedudukan BLUD sebagai
pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN}, iuran BRJS, IWP, Taspen dan Taperum.

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah  belum
menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pengesahan SP.J atau dokumen lain yang
dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji,
24 pensiun, potongan PPh pasal 21 dan PFK lainnya. Bagi pemerintah
dacrah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan uran Taspen,
Taperum, BPJS, juga termasuk pajak pusat. Pungutan /potongan FPFK
tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen,
Bapertarum, BPJS, dan KPPN) sejumlah yang sama dengan jumlah vang
dipungut/dipotong. Akun ini pada umumnya muncul di unit yang
herfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman dan bendahara.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah deferred income atau deferred
revenue, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi belum dialoui
sebagai pendapatan pada tahun buku hersangkutan, Pendapatan Diterima
O muka merupakan pembayaran uang muka oleh wajib bayar yang belum
ada lontraprestasi dari BLUD dan belum menjadi hak BLUD. Contoh dari
Pendapatan Diterima Dimuka adalah pembayaran sewa lahan atau kantin
untuk periode 3 tahun vang akan datang, Termasuk dalam Pendapatan
Diterima Dimuka adalah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dari
wajib bayar yang ekan dikreditlkan /dikompensasikan pada periode
berikcutnya.

5 Utang kepada Pihalk Ketiga



_BE.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan penerimaan dalam bentuk uang
tunai yang diterima dari pihak ketiga dan tidak dan/atau belum menjadi
hak bagi BLUD untuk mengakui sebagai pendapatan. Sebagai contoh
dari Utang kepada Pihak Ketiga ini adalsh penerimaan uang jaminan
pekerjaan, uang retensi, kelebihan penyetoran sisa UP oleh Bendahara

Pengeluaran, dan lain-lain,

6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka
panjang yang diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal
pelaporan. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal

dari pinjaman jangka panjang.

7. Kewsjiban Lancar Lainnya (other current linbiities)
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalam
kewajiban lancar lainnya tersebut adalah utang Kepada bank. Pengukuran
untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakicristik masing-

masing pos tersebut.

5.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang timbul akibat
perikatan yang dilabukan oleh BLUD dengan Lembaga Keuangan Bank
ataupun Non Bank dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam
kurun waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang ini digunakan
untuk membiayai perolehan aset tetap BLUD.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertenfu
|covenant] yang menvebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban
jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait
dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikaan,
kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya
jika:

a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan
sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan

b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam
waktu 12 [dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang dibedakan berdasarkan asal  sumber
pendanaannya, yaitu apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnysa



masing-masing dirinci berdasarkan jenis lembaga pemberi pinjaman, apakah

Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Termasuk dalam kategori Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban

vang timbul atas transaksi sewa beli aset tetap melalui perjanjian K30 vang

masuk dalam kategori financial lease. Atas transaksi sewa beli ini dicatat
schagali Kewajiban Jangka Panjang dari Lembaga Non Keuangan atau
Lembaga Keuangan Non Bank.

3.3. PENGAKUAN

1.

Kewajiban diakui jika besar kemunglkinaen bahwa pengeluaran sumber daya
vang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan
untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas
kewajiban tersebutl mempunyai nilai penyelesalan yang dapat diukur dengan
andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

A. Transaksi pertukaran (exchange transactions);

b. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul kettka masing-masing
pihak dalam transaksi terscbut mengorbankan dan menerima suatu
nilai sebapai pantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber
daya atau janji untuk menyediakan sumber dava. Dalam transaksi
atau jasa sebagai gantinya pemerintah berjanji untuk memberikan

uang atau sumber daya lain di masa depan.

Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), dimana BLUD
belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu

transaksi menerima.

Nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai
gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk
transaksi tanpa pertukaran, kewajiban harus diakui atas jumlah terutang
yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada
entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika
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BLUD membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah
atau mengalokasikan dananya ke pemcerintah daerah lainnya atau ke
pemerintahan desa, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan
dan hukum vang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events).

Terdapat kewajiban BLUD yang timbul buksn didasarkan pada transaksi
namun berdasarkan adanya interaksi antara BLUD dan lingkungannya.
Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Pengakuan
kewajiban yang timbul dari kejadian tersebut sama dengan kewajiban yang
timbul dari transaksi dengan pertultaran.

Sebagai contoh, bila suatu saat BLUD melaksanakan suatu kegiatan sccara
tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka
kejadian tersebut menciptakan kewajiban. Kewajiban tersebut dapat
dilaporkan di neraca sepanjang hukum yang berlaku memungkinkan
bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah
pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.

Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Kejadian-kejadian tertentu dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban
BLUD. Hal ini terjadi karena BLUD memutuskan untuk bertanggungjawab
terhadsp suatu kejadian bencana alam. Biaya-biaya tersebut dapat
memenuhi definisi kewajiban jika BLUD secara formal mengakuinya
sebagai tanggung jawab keuangen pemerintah, baik biaya yang timbul dari
transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

12. Pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran, tanpa

pertukaran, kejadian terkait dengan pemerintah dan kejadian yang diakui
pemerintah ini dianggarkan di belanja tidak langsung, belanja pegawai,
barang dan jasa atau belanja modal, bukan dianggarkan di pembiayaan.

5.3.1, Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek

L.

Utang Beban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan Sural
Tagihan vang diberikan oleh pihak ketiga atas beban yang telah jatuh
tempo namun sampai dengan penyusunan laporan keuangan belum
dibavarkan oleh BLUD.,

Utang Beban atas belanja barang diskui dengan persyaratan FOBE
destination point, artinya utang diakui ketika barang yang dibeli sudah



diterima tetapi belum dibayar oleh BLUD. Identifikasi Utang kepada Fihak
Ketiga ini dilakukan pada akhir tabun anggaran.

Dalam kasus pembelian jasa, Utang Beban diakui ketika jasa/bagian jasa
diserahkan sesuai dengan kontrak/perjanjian pada tanggal pelaporan,
namun belum dibayar oleh BLUD. Dalam hal kontrak pembangunan
fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas
atau peralatan tersebut telah diselesaikan scbagaimana dituangkan dalam
berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan
tanggal pelaporan belum dibayar.

. Utang Bunga dialui pada akhir periode akuntansi setelah melakukan
inventarisasi atas utang bunga vang dilakukan bersamaan dengan

inventarisasi utang.

. Utang PFK diakui pada saat pengesahan SPJ atas belanja BLUD yang
dilakukan oleh bendahara pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK
yang belum dibayvarkan kepada pihak yang berwenang sampai dengan akhir
periode pelaporan. Utang PFK juga diakui pada saat Kuasa BUD belum
membayarkan pemotongan dan pemungutan pajak dan potongan lainnys
atas belanja vang dibavar melalui mckanisme LS ke kas negara atau pihak
keetiga.

. Pendapatan Diterima Dimuka diakui ketika diterima pembayaran dari wajib
bayar kepada BLUD melalui Kas Umum Daerah. Penyesuaiaan atas
pendapatan diterima dimuka, dimulai pada bulan saat kas diterima dan
kewajiban telah diberikan. Pencatatan atas penyesuaiaan terachut,
dilakukan setiap akhir bulan. (Berlaku walaupun pembayaran pada tanggal
31 bulan x, maka pengakuan pendapatan diakui pada bulan x tersebut).

. Utang kcpada Pihak Ketiga diakui pada saat diterima pembayaran dari
pihak ketiga atas dana titipan sebagai bentuk jaminan pemeliharaan
ataupun retensi disetorkan ke Kas Umum Daerah. Utang kepada Pihak
Ketiga juga diskui pada saat BLUD yang bergerak dibidang pelayanan
kesehatan menerima dana dari Pemerintah Pusat sebagai uang muka
pembiayaan kesehatan masyarakat mizskin dalam bentuk program
Jamkesmas.

Bagian lancar utang jangka panjang diaku pada saat reklasifikasi pinjaman
jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Pada awal periode
aluntansi berilkutnya dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi pinjaman
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jangka panjang tersebut.

9. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode akuntansi

ketika hendak disusun neraca BLUD.

5.3.2. Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan
untuk menyelesaikan kewajiban vang ada sekarang, dan perubahan atas
kewajiban tersebut mempunvai nilai penyelesaian vang dapat dmukur
dengan andal.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima atau
pada saat kewajiban timbul.

Apabila terdapat tunggakan, praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan
jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka [face}
laporan keuangan., Namun informasi tunpgakan menjadi salah satu
informasi vang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai
bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan
tersebut, informasi tur an harus diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang.

Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman diperlakukan
terpigah dari kewajiban. Pembayaran denda diakui sebagai belanja pada
Laporan Realisasi Anggaran dan diakui sebagai Beban Luar Biasa pada
Laporan Operasional pada tahun berjalan dan tidak mempengaruhi

besarnya mutasi kewajiban,

Ketika terdapat biava-biaya yang berhubungan dengan kewajiban jangka
panjang, maka biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan
dengan perclehan atau produksi suatu aset tertentu (gualifying asef] harus
dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset
tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset
tertentu tersebut. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan
adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan
suaty aset tertentn dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak
periu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya apabila
terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek. Kesulitan



juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber
pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit
untuk menentukan jumlah biava pinjaman yang dapat secara langsung
diatribusikan, sehingsa diperlukan pertimbangan profesional (professional
Judgement) untuk menentukan hal tersebut.

7. Apabila suatu dana dari pinjaman vang tidak secara khusus digunakan
untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke
asel tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted
average] atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama
periode pelaporan.

8. Kewajiban Jangka Panjang yang timbul atas transaksi sewa beli aset tetap
dicatat sebesar nilai sekarang (present value] dari pembayaran sewa sclama
umur perjarnjian sewa-beli.

5.4. PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat schesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata
uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban BLUD pada
saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti
transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs
valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,
diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3, Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunalkan lkurs tengah
bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlalu pada
tanggal transaksi sering disebut kurs spot {spot rate). Untuk alasan praklis,
suatu kurs vang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan,
misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan
digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika
lurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk
suatu periode tidak dapat diandallkan.

4. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing
dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban
moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal



neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode
berjalan.

. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan
dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs terscbut diakui pada
periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesasikannya suatu transaksi
berada dalam beberapa periode akuntansi vang berbeda, maka selisin kKurs
harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan
perubahan kurs untuk masing-masing periode.

Utang beban pegawai diakui berdasarkan hak pegawai yang belum
dibayarkan oleh BLUD sampai dengan akhir periode pelaporan.

. Utang Beban Listrik, Telpon dan Air dicatat sebesar nilai tagihan yang
diterirna oleh BLUD dari instansi terkait. Termasuk dalam utang biayva ini
adalah pajak vang harus ditanggung oleh BLUD, vaitu PPN,

Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga vang telah terjadi tetapi belum
dibayar oleh BLUD pada tanggal penyusunan neraca. Bunga dimaksud
dapat herasal dari utang baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga
atas utang yang belum dibayar diakui pada setiap akhir penode pelaporan
sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan, Utang bunga dicatat sebesar
nilai utang bunga vang tertera dalam skedul amortisasi pinjaman yang

telah disetujui oleh BLUD dan kreditur.
Nilai vang dicantumkan di neraca untuk utang PFK adalah sebesar saldo
pungutan /potongan yang belum disetorkan kepada pihek ketiga (Kas
Negara| sampai dengan tanggal neraca.

10. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal

uang muka vang disetorkan oleh wajib bayar [ pihak ketiga. Nilai yang
tercatat dalam neraca harus bisa diklarifikasi dengan nilai yvang tertera
dalam rckening koran.

11. Nilai vang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka

panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
{dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

12. Pada saat BLUD menerima hak atas barang maka BLUD mengakui

kewsjiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai
dengan kontrak perjanjian dengan BLUD, kemungkinan terdapat realisasi
pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh
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BLUD sampai tanggal neraca. Nilam yang dicantumkan dalam neraca
schagal Utang kepada Pihak Ketiga adalah scbesar jumlah yang belum
dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca. Jumlah kewajiban
vang disebabkan oleh transaksi antar unit harus dipisahkan dengan
kewajiban kepada pihak lain.

13. Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lamnnya

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos terscbul.

5.5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kewajiban dissjikan di neraca sesuai dengan tingkat likauditasnya.

Kewsjiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu sebelum kewajiban jangka

panjang.

Informasi-informasi vang harus disajikan dalam catatan atas laporan

keuangan adalah:

L

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang vang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman atau jenis kewajiban;

Utang biaya dirinci sesuai dengan jenis biayanya;

Utang kepada pihak ketiga dijelaskan peruntukan utang tersebut dalam
rangka pengadaan barang dan jasa;

. Bunga pinjaman yang terutang pada pericde berjalan dan tingkat bunga

yvang berlakm

Utang FFK dirinci sesuai dengan jenis pemungutan dan pemotongan pajak
ataupun non pajak atas transaksi belanja yang wajib dibayvarkan kepada
pihak ketigs;

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan dan dijelaskan sumber
pEnErimasnnys;

Utang Jangka Pendek lainnya dijelaskan sesuai dengan jenis kewajibannyva;

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur
utang berdasarkan kreditr;
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BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS BLUD

6.1. DEFINISI

Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisin
antara aset dan kewajiban BLUD pada tanggal laporan. Komponen ekuitas
terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Ekuitas
Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo
kekayaan bersih BLUD yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Elkmitas untuk dikonsclidasilean
Ekuitas untuk dikonsolidasikan dipunakan untuk mencatat reciprocil
account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPED.
Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di BLUD.

6.2. PENGAKUAN

Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnmal penyesuaian
untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas
untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara
SKPKD dengan BLUD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk
dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan

keuangan konsolidasian,

65.3. PENGUKURAN
Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas.
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BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN BLUD

DEFINISI DAN KLASIFIKASI FENDAPATAN BLUD

1. Pendapatan BLUD diklasifikasilcan menjadi:

= TR DA = i

o

Pendapatan Jasa Layanan BLUD;

Pendapatan Hibah BLUD,

Pendapatan Kerjasama BLUD;

Pendapatan BLUD Lainnya;

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Pelaporan/Akuntansi Lainnya;
Pendapatan Alokasi Dana APBD untuk BLUD

Pendapatan Jasa Layanan BLUD adalah pendapatan yang dipercleh sebagai

imbalan atas barang atau jasa yang discrahkan kepada masyarakat. Klasifilas:
perincian pendapatan jasa layanan BLUD menyesuaikan dengan karakteristik
usaha dan/atau tugas dan fungsi BLUD

Pendapatan Hibah BLUD adalah pendapatan dalam bentuk uang/barang vang

diterima dari masyvarakat/organisasi masvarakat/lembaga/badan lain, tanpa
adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. Pendapatan
hibah terdiri dari:

a.

Pendapatan Hibah Terikat

Pendapatan hibah terikat merupakan pendapatan hibah yang
peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah

Pendapatan Hibah Tidak Terikat

Pendapatan hibah tidak terikat merupakan pendapatan hibah yang
peruntukannya tidak ditentukan olch pemberi hibah

Pendapatan Kerjasama BLUD adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil

kerjasama BLUD. Kerjasama sebagaimana dimaksud berasal dar:

a. Kerjasama operasional BLUD

Kerjasama operasional adalah kerjasama ELUD dengan mitra
kerjasama dalam pengelolaan manajemen dan proses operasional
dengan tidak menggunakan barang milik daerah

Kerjasama pemanfaatan aset BLUD

Kerjasama melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau
optimalisasi barang milik dacrah dengan tidalt mengubah status



kepemilikan untuk mempercleh pendapatan dan tidak mengurangi
kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD

c. Kerjasama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD
Kerjasama dengan mitra dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi BLUD yang terdiri dari pendidikan dan pelatiban, penelitian
dan pengembangan, atau kerjasama lainnya yang mendubkung
pelayanan BLUD kepada masvarakat

5. Pendapatan BLUD Lainnya adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan

BLUD lainnya yang terdiri dan:

a. Hasil penjualan aset BLUD

b. Jasa gire

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
danfatau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD

f. Hasil investasi jangka pendek BLUD

g. Pengembangan Usaha.
Pengembangan usaha dilakukan melalui pembentukan unit usaha
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan
sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD

6. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Pelaporan/Alkuntansi Lainnya adalah
pendapatan vang diperoleh dari SKPD atau UPTD lain di lingkungan BLUD atas
penverahan barang dan/atau pemberian jasa lavanan sebagal bagian dan
bidang usaha BLUD.

7. Pendapatan Alckasi Dana APBD untuk BLUD adalah pendapatan dari alokasi
dana APBD untuk kebutuhan operasional maupun pengembangan BLUD yang
tercantum dalam DPA BLUD.

7.2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

7.2.1, Definisi

1. Pendapatan LRA adalah semua penerimasn Rekening Kas BLUD dan Rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang menambah
Saldo Angearan Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak BLUD.

2. Pengertian dari Rekening Kas BLUD adalah rekening kas yang diloasai oleh



BLUD dan telah disahkan dengan menggunakan Surat Kepumsan Gubernur.

Pendapatan LEA memenuhi kntena sebagai hak BLUD jika tingkat kepastian
atas nilai vang (tarif) vang menjadi BLUD dan waktu yang diperjanjikan tinggi.
Kepastian nilai vang dituangkan dalam bentulc kontrak kesepakatan atau
dokumen yvang disetarakan.

7.2.2. Pengakuan

1.

!

o

Pendapatan LRA menganut basis kas, schingga pendspatan disloai dalam
periode tahun angearan berjalan pada saat kas telah masuk ke dalam Rekening
Kas BLUD/Rekening Bendshara Penerimaan /Bendshars Penerimaan
Pembantu.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui sebagai Pendapatan LEA di BLUD
diakui berdasarkan STS atau Nota Kredit atas penyetoran hibah ke Rekening
BLUD. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang atau jasa tidak diakui sebagai
Pendapatan LRA.

Pendapatan kerjasama dialui setelah adanya penyetoran hasil kepasama ke
rekening Kas Bendahara Penenmaan /Penenmaan Pembantu BLUD.

Pendapatan yvang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pemnbantu namun belum dianpgarkan dalam DPA, tetap disetorkan ke kas
BLUD sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA
BLUD pemungut dan/atan penyetor dengan target anggaran pendapatan
schesar nol,

Pendapatan dari Pengembalian belanja pada tahun ini dicatat berdasarkan 8TS

vang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu sebagad

contra post belanja. Pendapatan dari pengembalian belanja tahun lalu dicatat

berdasarkan STS ke Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu sebagai

pendapatan.

Pendapatan BLUD lainnya berupa

a. Hasil penjuaan atas aset BLUD yang berasal dari Dana BLUD diakui
berdasarkan STS ke Rekening Kas Bendahara Penerimaan/Penerimaan
Pembantu BLUD, dan diakui sebagai Pendapatan LRA. Pendapatan ini
diperoleh sebagai hasil pelepasan/penghapusan aset tetap milik BLUD
berupa pelepasan/penghapusan atas asetl tetap bisa berupa penjualan,
tukar menukar, penyertaan modal, serta dihibahkan. Hasil berupa uang

vang diterima dari proses pelepasan/penghapusan aset tetap dicatat
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sebagai Pendapatan LRA, Hasil Penjualan Aset BLUD yang diperoleh
dari Dana APBD dan/atau APBN wajib disctor ke Kas Daecrah dan tidak
dialoui sebagai pendapatan BLUD

b. Pendapatan jasa giro diakui berdasarkan nota kredit dari Bank atas
adanyva penambahan saldo rekening giro BLUD karena adanya jasa giro
dari Bank

c. Pendapatan bunga diakui berdasarkan nota kredit dari Bank atas
penambahan saldo rekening Kas Bendahara Penerimaan BLUD/Kas
Bendahara Pengeluaran BLUD sebagai hasil dari pendapatan bunga
rekening atau hasil dari investasi deposito dengan jangka waktu kurang
dari 3 bulan

d. Keuntungan selisih kurs atas adanya pertukaran mata uang asing
diakui pada saat pertukaran valas ke kurs rupiah dan hasilnya sudah
disetorkan ke Kas Bendahara Penerimaan,/Penerimaan Pembantua BLUD

e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD diakui setelah
adanya penyetoran ke rekening Kas Bendahara
Penerimasan/ Penerimaan Pembantu BLUD

{ Hasil pengembangan usaha diakui setelah adanya bukti setor ke Kas
Bendahara Penerimaan /Penerimaan Pembantu BLUD atas adanya hasil
pengembangan usaha BLUD

g. Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3—12 bulan, dan hasil
investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan investasi (LRA).

h. Pendapatan atas pencairan  uang  jaminan  pelaksanaan
pekerjaan/pemeliharaan diakui sebagai Pendapatan LRA ketika pihak
ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di
sepakati dengan BLUD, Pengakuan Pendapatan LRA inmi didasarkan atas
Bukti Memaorial yang diterbitkan oleh masing-masing BLUD terkait.

7. Pendapatan jasa layanan kepada entitas pelaporan /akuntansi lainnya diakw
saat adanya pencairan SP2D dan/atau bukt setor/ransfer ke Rekening Kas
Bendahara Penerimaan/Pencrimaan Pembantu  BLUD.  Dalam  proses
konsolidasi pelaperan keuangan ke Pemda, pendapatan ini harus dieliminasi
sehagai transaksi resiprokal antar SKPD,

8. Pendapatan Alokasi Dana APBD untuk BLUD tidak dialouai scbagai Pendapatan
LRA.
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7.2.3. Pengukuran dan Penilaian

1. Pengukuran Pendapatan LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai nominal kas yang masuk ke kas BLUD yang telah menjadi halt BLUD dan
sumber pendapatan. Penerimasn kas yang bukan menjadi hak pendapatan
BLUD tidak dicatat sebagai Pendapatan LRA melainkan Pendapatan Diterima
Dimuka atau Utang Kepada Pihak Ketiga dan dilaporkan dalam neraca.

2. Pencatatan Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah
neto [setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/belanja). Namun, dalam
hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto [biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
maka asas bruto bisa dikecualikan. Pengecualian asas brute ini diberlalukan
untuk Pendapatan BLUD yang menggunakan trangasksi pembayaran elektronik
(kartu debit, kartu kredit, e-banking, mobile banking, vwang elektronik, transier,
kliring), Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, disajikan setelah dikurangi
dengan Biaya Administresi Bank danfatau biaya transaksi elektronik sesuai
ketenituan yang berlaku.

Pendapatann LEA = Penerimaan Jasa Giro 4+ Pendapatan Bunga - Biaya Administrasi
Bank

Pendapatans LRA = Pendapataan BLUD melalui Transaksi Elektronik - Biaya
transaksi elektronik

3. Pendapatan yang dibayarkan sekaligus oleh wajib bayar dan memiliki kekuatan
hukum tetap (tidak bisa dibatalkan) dicatat sebesar nilai peniyetoran pada saat
tanggal penvetoran, Jika wajib bayar meminta kelebihan pembayaran tersebut,
pembayarannya dilakukan melalui mekanisme restitusi dan korelesi,

4. Pendapatan yang diterima dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat diskuinya pendapatan dengan
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5. Keuntungan,/kerugian selisih kurs diukur dari nilai selisih antara nilai rupiah
valas tercatat dalam neraca dibandingkan dengan nilai pertukaran riil valas ke
rupiah.

7.2.4, Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BLUD dan
dijelaskan lebih rinci dalam CALK memuat :

1. Perincian sumber pendapatsn sesuai dengan karakteristik pelayanan yang
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tersedia di BLUD terutama pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Jasa
Pelayanan, Hibah, Kerjasama, Pelayanan atar entitas, dan Pendapatan BLUD
Lainnya.

Koreksi/penyesunian angka pendapatan LRA yang diakibatkan dari kelebihan
bayar, kelebihan pengakuan pendapatan, penyesuaian klaim pendapatan,
diskon /potongan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan, dan biaya
transaksi clekwronik /biaya administrasi

Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan BLUD pada
tahun berjalan.

Trend perkemnbangan pendapatan BLUD beserta penjelasannya.

7.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LO

7.3.1. Definisi

1.

!'.II

Pendapatan—L{0 adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Pendapatan—LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
imbalan atas suatu pelavanan yang telah selesai diberikan berdasarkan
peraturan perundang- undangan.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan vang menjadi tanggung jawab dan
wewenang entitas BLUD, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non
operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan elkuitas entitas BLUD.

Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, vaitu transaksi pertukaran
[exchange fransactions) dan ftransaksi non-pertukaran  [non-exchonge
transactions|. Pendapatan dan Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi
yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau
jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dan transalksi non-pertukaran
adalah manfaat ekonomi yang diterima BLUD tanpa kewajiban BLUD
menyampailan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat
ckonomi termasuk hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas
akuntansi dan entitas pelaporan, kenaikan nilai aset (persediaan dan/atau aset
tetap).

Terdapat 2 kelompok besar Pendapatan—LO, vaitu Pendapatan dari Kegiatan
Operasional dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional.
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Pendapatan dari Kegatan Operasional diklasifikasikan menjadi
FPendapatan Jasa Layanan BLUD;

Pendapatan Hibah BLUD;

Pendapatan Kerjasama BLUL;

Pendapatan BLUD Lainnya;

S

Aop

e. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Pelaporan/Akuntansi Lainnya;
[. Pendapatan Alokasi Dana APBD untuk BLUD.

Pendapatan deri Kepgiatan Non Operasional adalah pendapatan atau
"keuntungan” vang diterima BLUD dan kematan yang sifatnya tidak rutin yang
terdini dari:

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar;

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

c. Burplus non operasional lainnya.

7.3.2. Pengakuan

1.

Pendapatan—LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (reclized)
maupun masih berupa piutang (realizable).

Pendapatan—L0 vang diperoleh sebagal imbalan atas suatu pelayanan yang
telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui
pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pembayaran yang bersifat uang yang diterima terlebih dahulu sebelum
pelayanan diberikan, diakui sebagai Pendapatan Ditenima di Muka Hal i
berlaku juga untuk uang muka pendapatan yang dibolehkan dipungut secara
perundang-undangan

Pendapatan—LO yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis diakui
sebesar nilai karcis vang berhasil "dijual” kepada masyarakat.

Pendapatan yang diperoleh tanpa melalui penetapan tarif layanan diakuai
ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening
Kas BLUD/Kas di Bendahara Penerimaan.

Jika terjadi kelebihan pembayaran oleh wajib bayar maka atas kelebihan

tersebut dapat :
a. Dikurangkan dari pendapatan pada periode berjalan.
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b. Dikompensasikan pada transaksi berikutnya dan diakui sebagai
Pendapatan diterima di Muka,

Penerimaan yang bersumber dari uang jaminan pekerjaan diakui sebagai
Utang Pihalk Ketiga dan Kas Lainnya. Pengakuan pendapatan atas uang
jaminan diakui jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai
dengan kontrak perjanjian.

Pendapatan vang diterima tanpa melalui penetapan dicatat berdasarkan
nominal vang vang diterima dan/atau berdasarkan STS/nota kredit,

Pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui
ketika dilakukan pemindahbukuan pendapatan bunga tersebut dan
rekening investasi ke rekening kas BLULD.

Pendapatan Alckasi Dana APBD untuk BLUD diakui atas dasar SP2D GU
dan LS atas pencairan dana untuk BLUD sebagaimana tercantum dalam
DPA. Dana uang persediaan (UP) dan tambah uang (TU] tudak diakui
schagai pendapatan sampai dengan dana tersebut dipertanggungjawablean
dalam bentuk SP.J GU/TU.

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Pelaporan/Akuntansi Lainnya
diakui atas dengan munculnya hak tagih setelah pemberian barang/jasa
layanan didasarkan atas tarif yang ditetapkan oleh BLUD dan/atau
besaran yang discpakati dalam naskah perjanjian antar entitas.

Pendapatan hibah diakui saat direalisasi yaitu sctelah adanya pembayaran
ke rckening Kas BLUD/Kas Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu atau setelah adanya penyerahan aset yang
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima [BAST).

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita
Acara Kegiatan yang diperkuat dengan Bukti Memorial telah diterima oleh
fungsi akuntansi.

Pengembalian yang bersifat normal dan berulang atas Pendapatan—LO
pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebapgai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan—
LD vang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dicatat sehagai
pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan—
LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
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ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

17. Dalam hal terdapat perubahan nilai pendapatan berdasarkan hak tagih

kepada pihak penjamin [asuransi/perusahaan), jumlah selisih antara tarif
yvang ditetapkan sebagai pendapatan dan jumlah yang disetujui oleh pihak
penjamin diakui sebagal Penyesualan Selisih Lebih (Kurang) Perhitungan

Flaim.

7.3.3. Pengukuran dan Penilaian

1,

Seluruh Pendapatan—LO dicatat dengan menggunakan azas bruto, artinya
bahwa pendapatan diakui scbesar hak BLUD scbelum dikempensasikan

dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut.

Pengecualian atas azas bruto dapat dilakukan dalam hal terdapat
pengurang pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan
dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dalam DPA.
Pengecualian asas bruto ini diberlakukan untuk Pendapatan BLUD yang
menggunakan transasksi pembayaran elektronik (kartu debit, kartu lkeredit,
e-banking, mobile banking, uang elektronik, transfer, kliring), Pendapatan
Jasa Giro, Pendapatan Bunga, disajikan setelah dikurangi dengan Biaya
Administrasi Bank dan/atau biaya transaksi elektronik sesuai ketentuan

yvang berlaku.

Pendapatan LO = Penerimaan Jasa Giro + Pendapatan Bunga - Biaya Administrasi
Bank

Pendapatan L =  Pendapataan BLUD melalui Transaksi Elekironik - Biava transaksi
elektronik

Jika terdapat selisih antara tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal yang
diterima, dicatat sebapai potongan/keringanan pendapatan. Penetapan
potongan / keringanan pendapatan disertai dengan dokumen pendulung.

Pendapatan BLUD yang dipungut dengan menggunakan karcis diakui dan
dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual®, bukan berdasarkan
jumlah karcis yvang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.

Pendapatan jasa layanan yang diakui berdasar hak tagih kepada pihak
penjamin [asuransi) diakui setelah disesuaikan dengan jumlah selisih
antara tarif yang ditetapkan sebagai pendapatan dan jumlah yang disetujui
oleh pihak penjamin.

Pendapatan Jasa Layanan BLUD NHX

Penyesuaian selisih lebih (kurang) perhitungan klaim  x( (+/-]
Pendapatan Jasa Layanan BLUD =etelah disesuaikan xxx
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6. Pendapatan Alokasi Dana APBD untuk BLUD diakui sejumlah 5F2D GU/LS
ataun SPJ TU atas pencairan dana untuk BLUD scbhagaimana tercantum
dalam DPA BLUD dari dana APBED.

7. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Pelaporan/Aluntansi Lainnya
diakui sejumlah hak tagih vang didasarkan atas tarif BLUD dan/atau
jumlah tertentu vang disepakati dalam naskah perjanjian antar entitas.

7.3.4. Penvajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan—LO disajikan dalam Laporan Operasional terbagi dalam
pendapatan operasional dan non operasional yang dirinci sesuai dengan
klasifikasi berdasarkan karakteristik pelayanan

7. Pendapatan LO harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
sekurang-kurangnya memuart
a. Perincian sumber pendapatan sesuai dengan karakteristik pelayanan
vang tersedia di BLUD:

1) Pendapatan Jasa Layanan sesuai jenis layanan yang tersedia di
BLUD. Khusus untuk BLUD Pelayanan Kesehatan perlu
diungkapkan pendapatan per sumber pembiayaan kesehatan

(Umum, BPJS, Penjamin lainnya)

2) Pendapatan hibah diungkapkan jenis hibah terikat/tidak terikat
beserta dengan karakteristik pemberi hibah berasal dari individu,
badan usaha, pemerintah, atau organisasi. Maksud dan tujuan
hibah harus diungkapkan jika hibah bersifat terikat.

3) Pendapatan kerjasama diungkapkan berdasarkan jenis kerjasama
(kerjasama operasional, kerjasama pemanfaatan asct, dan
kerjasama penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi]. Penjelasan
mitra kerjasama juga perlu diungkapkan berserta dengan maksud

dan tujuan kerjasama.

4) Pendapatan BLUD lainnya dirinei berdasarkan jenis pendapatan
vang berasal dari pendapatan jasa giro, bunga, keuntungan selisib
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atan
pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, hasil investasi
jangka pendek BLUD, dan pengembangan usaha.

5) Pendapatan BLUD dari Entitas Pelaporan /Akuntasi lainnya
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diungkapkan berdasarkan rincian nama entitas pelaporan/entitas
akuntansi lainnnya.

6| Pendapatan Alokasi Dana AFPBD untuk BLUD diungkapkan berupa
rincian pendapatan per nama kegiatan yang tercantum dalam DPA
beserta dengan jenis belanjanya
b. Koreksi/penyesuaian angka pendapatan LO yang diakibatkan dari
kelebihan bayar, kelebihan pengakuan pendapatan, penyesuaian klaim
pendapatan, diskon/potongan yang diperkenankan sesual dengan
ketentuan, dan biaya transaksi elekironik/biaya administrasi.
c. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan BLUD
pada tahun berjalan.
d. Trend perkembangan pendapatan BLUD beserta penjelasannya.
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BAE VIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN BLUD

Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan beban ini adalah untuk
mengatur perlakuan akuntansi dalam rangka menyusun Laporan Realisasi
Anggaran yang meliputi pos Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan serta
Laporan Operasional yang meliputi pos Pendapatan LO dan beban.
Pembuatan kebijakan akuntansi belanja dan beban ini menjadi panduan bagi

ELUD dalam proses penyusunan laporan keuangan.

8.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA BLUD

B.1.1. Ketentuan Umum

1. Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan dipercleh
pembayarannya kembali Belanja juga bisa didefinisilkan sebagai penurunan
aktiva dan atau kenaiksn utang vang digunakan untuk berhagai kegiatan
dalam satn periode akuntansi.

2. Belanja BLUD terdiri dari belanja yang dibiayad oleh Alokasi Dana AFED yang
selanjutnya disebut Belanja APBD BLUD dan belanja vang didanai dar
pendapatan BLUD yang selanjumya disebut Belanja Fungsional BLUD.

3. Belanja APBD BLUD adalah setiap belanja yang didanai dari Dana APBD (bukan
dari pendapatan BLUD) dan tercantum dalam DPA BLUD. Pengelolaan belanja
ini tidak menerapkan fleksibilitas BLUD dan penetapan DPA-nya sampai dengan
rincian objek belanja  sebagaimana pengelolaan  keuangan daerah pada

UMLITIY A

4. Belanja Pungsional BLUD adalah setiap belanja yang didanai dari pendapatan
BLUD dan tercantum dalam DPA BLUD. Pengelolaan belanja ini menerapkan
fleksibilitas BLUD dan penetapan DPA-nya sampai dengan jenis belanja.
Adapun perincian lebih lanjut mengenai belanja ini tercantum dalam dolkumen
RBA - BLUD.

5 Belanja untuk BLUD yang tidak tercantum dalam DPA-BLUD, namun
keberadaan belanja berada pada DPA SKPD yang menaungi BLUD, atau DPA
SKPD lainnya tidak diperakukan sebagai belanja BLUD. Dalam hal terdapat
transfer aset vang diperoleh BLUD sebagai kensekuensi atas alas keberadaan
belanja tersebut, harus dicatat sebagal penambahan aset dan ekuitas, dan
wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan,
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6. Kas Bendahara Pengeluaran atas pendanaasn dari Belanja APBD-BLUD dan
Belanja Fungsional-BLUD wajib dipisah baik secara pembuluan maupuan
rekening koran

8.1.2. Kebijakan Alkuntansi Belanja Pegawai
1. Defims

a Belanja pegawai diklasifikasikan ke dalam belanja langsung dan
belanja tidak langsung.

b Belanja pepawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji
dan tunjangan, serta penghasilan lainnva vang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Belanja menurut pengertian ini
dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

¢ Termasuk dalam komponen belanja pegawai dalam belanja tidak
langsung ini adalah tambahan penghasilan PNS, uang representasi
dan tunjangan pimpinan serta penghasilan dan penerimaan lainnya
vang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d Belanja pegawai juga merupakan belanja kompensasi dalam bentuk
honorarium dan uang lembur yang diberikan dalam ranghka
pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik. Belanja
menurut pengertian ini dikelompokkan ke dalam belanja langsung.
Termasuk dalam pengertian belanja pegawal ini adalah tunjangan
kinerja.

¢ Belanja pegawai yang didanai oleh pendapatan BLUD dipisahkan
dengan belanja pegawai yang dari sumber pendanaan APBD dengan
membentuk akun khusus pada objek Belanja Pegawai BLUD dengan
rincian objek belanja Belanja Pegawai BLUD,

{ Perincian kode akun belanja pegawai diatur dalam peraturan tentang

bagan akun standar.

2. Pengakuan

a Belanja Pegawai - dari Dana APBD
1) Belanja pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun
anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas
Daerah/Kas Bendahara Pengeluaran.
2] Belanja pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D LS oleh Kuasa
BUD dan Tidak ada pengakuan belanja atas penerbitan SP2D UP
atau GU ataupun TUL
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3 Pada skhir periode pelaporan, atas belanja yang didanai dari
GU/TU diakui berdasarkan pembebanan rincian penggunaan dana
GU/TU atas bulan terakhir dar periode pelaporan.

4 Belanja pegawai yang dibayarkan melajui SF2D LS diakui pada saat
SP2D0 LS diterbitkan dan kas telah dikcluarkan oleh bank persepsi.
Potongan SP2D LS yang dipungut dan disetorkan oleh Kuasa BUD
tidak dicatat oleh SKPD, namun atas potongan yang bersifat
pengembalian/ pengurangan belanja tetap dicatat oleh BLUD.

5 Belanja Pegawai vang dibayarkan melalui meleanisme UF/GU/TU
diakui menambah belanja pegawal pada periode pengesahan SPJ
UP/GU/TU

6 Tidak terdapat pengakuan belanja ketika bendahara pengeluaran
mempertanggungjawahkan (meng-spj-kanj belanja gaji PNS karena
gaji rutin dibayarkan melalui SP2D L5 - Gayji.

b. Belanja Pegawai - dari Dana Fungsional BLUD

1) Belanja pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun
anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening
BLUD/Kas Bendahara Pengeluaran-Fungsional.

% Belanja pegawai diakui ssat adanya pencairan dana L3 oleh
Bendahara Pengeluaran.

3 Pada akhir periode pelaporan, atas belanja yang didanail dan
GU/TU Fungsional diakui berdasarkan pembebanan rincian
penggunaan dana GU/TU Fungsional yang belum dibcbankan pada
periode sebelumnya.

4] Belanja pegawai yang dibayarkan melalui mekanisme LS Fungsional
diakui setalah kas dikeluarkan oleh bank persepsi. Potongan dana
LS yang dipungut dan disetorkan pleh Bendahara Pengeluaran
dicatat oleh BLUD. Potongan pajak pada dana LS Pungsional tidak
diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran karena sifatnya adalah
transaksi transito/ non anggaran, sehingga hanya disajikan dalam
Laporan Arus Kas.

5 Belanja Pegawai yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU
Fungsional diakui menambah belanja pegawal pada  periode
pengesahan SPJ UF/GU/TU Fungsional,

¢ Bila terdapat pengembalian atas belanja pegawai, harus ditelaah

terlebih dahulu periode pengembalian belanja tersebut:
1) Pengembalian belanja pegawal yang dilakukan pada tahun berjalan
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diakui mengurangi belanja pegawai pada tahun yang bersangkutan.

2| HKelebihan belanja pegawai yang disetor pada tahun berikutnya
diakui sebagai penambah pendapatan dengan menggunakan kode
aloun Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu.

d Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat kewajiban bagi BLUD
untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagal penambahan
kewajiban (utang) dan penambahan beban selama tidak bertentangan
dengan kebijakan pengakuan kewajiban (utang).

3. Pengukuran
a Pengukuran belanja pegawai menggunakan mata uang rupiah
berdasarkan nilai sekarang kas vang dikeluarkan dan atau akan
dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi
ke mata uang rapiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat pengakuan belanja pegawai.

b Jumlah vang diakui dalam belanja pegawai adalah sebesar nilai bruto
dari belanja tersebut. Pengertian bruto disini adalah termasuk
didalamnva pajak penghasilan yang wajib disetorkan cleh penerima
gaji atau honorarium. Pengecualian atas asas bruto ini adalah
penyetoran kelebihan gaji yang disetorkan dan dicatat secara netto,
Penerapan prinsip netto pada penyetoran kelebihan gaji adalah
karena potongan gaji telah disetorkan ke Kas Negara dan Pihak yang
Berhak.

4. Penyajian dan Pengungkapan
Belanja pegawai disajilkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Ferincian
mengenai belanja pegawai yang berasal dari Dana AFBD dan Dana BLUD
diungkapkan dalam CaLK dalam bentuk komparasi antara pagu dan realiasi
dan komparasi antar tahun anggaran sampal dengan rincian ohjek belanja.

Belanja Pegawai yang didanai dari Pendapatan Fungsiconal BLUD (Belanja
Pegawai BLUD) harus dirinci lebih lanjut schagaimana klasifikasi perincian
dalam rincian objek belanja untuk belanja yang didanai dari APBD.

8 1.3. Kebijakan Akuntansi Belanja Barang dan Jasa
1. Definisi
a Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan
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kegiatan BLUD.

b Belanja barang dan jasa juga digunakan untuk memperoleh
persediaan vaitu aset berwujud berupa barang atau perlengkapan
{supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional
pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan
dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

c Belanja barang dan jasa vang didanai oleh pendapatan BLUD
dipisahkan dengan belanja barang dan jasa vang dan sumber
pendanaan APBD dengan membentuk akun khusus pada objek
Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan rincian objek belanja Belanja
Barang dan Jasa BLUD

d Untuk keperluan penyusunan catatan atas laporan keuangan,
Belanja barang dan jasa BLUD dirinci dengan menggunakan rincian
objek belanja barang dan jasa yang tercantum dalam pengaturan
Bagan Akun Standar Provinsi Jawa Timur

e. Perincian kode akun belanja barang dan jasa diatur dalam peraturan
tentang bagan akun standar

2. Pengakuan

a Belanja barang dan jasa yang didanai dari APBD diakui pada saat
diterbitkannya SP2D LS/GU dan terdapat aliran kas keluar oleh
Kas Daerah/Kas Bendahara  Pengeluaran/Kas  Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

b Belanja barang dan jasa yang didanai dari Pendapatan Fungsional
diakui pada saat terdapat aliran kas keluar oleh Kas BLUD/Kas
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

¢ Belanja barang dan jasa diakui berdasarkan tujuan diperolehnya
barang dan jasa tersebut, Bila pengadaan barang dan jasa tersebut
ditujukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau untuk
diberikan kepada masyarakat maka diakui sebagai belanja barang

dan jasa.

d Kriteria untuk diakui scbagai belanja barang dan jasa adalah
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mementhi salah satu/lebih dari :

1) Memiliki umur ekonomis atau masa manfaat kurang dari 12 bulan;
Ditujukan untuk digunakan dalam aktivitas normal pemerintahan;
Ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat;

Sifat barang tersebut mudah berubah bentuk, mudah rusak dan

£ L

aus;

5 Merupakan bagian dari aset tetap yang dibeli untuk persediaan dan
cadangan untuk replacement salah satu komponen dari aset tetap
[misalnya pernbelian suku cadang, memori komputer, dan lain-lain).

e Belanja barang dan jasa vang dihibahkan diakui ketika belanja
barang atau jasa tersebut diserahksn dan terdapat berita acara
penyerahan  barang kepada pihak ketiga/masyarakat/kelompek
masyarakat, Sebagai contoh, pemberian gerobak sampah, MCK,
mesin jahit, dan lain-lain.

[ Belanja barang vang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat
atau kelompok masyvarakat baik dalam bentuk barang pakai habis
yang pengadaan dan penyerahannya dilakukan tidak lebih dari
tanggal 31 Desember tahun berkenaan dianggarkan dan dilaporkan
dalam helanja barang barang dan jasa sesuai dengan kode
rekening/akun vang sesuai.

g Pembelian suku cadang alat-alat operasional yang digunakan untuk
cadangan penggantian komponen aset tetap diakui sebagai belanja
barang dan jasa. Contoh dari pembelian ini adalah pembelian monitor
komputer, pembelian lampu LCD proyektor, pembelian komponen

alat-alat kesehatan, dan lain-lain.

h Pengeluaran sctclah perolehan aset yang dikategorikan sebagai
pemeliharaan tidak berpengaruh tethadap nilai aset tetap yang
bersanglutan.

3. Pengukuran
a Pengukuran belanja barang dan jasa menggunakan mata uang
rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau
akan dikeluarkan. Belanja yang diukur denpgan mata uang asing
dikonversi ke mata vang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saal
pengakuan belanja.
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b Belanja barang dan jasa disajikan sebesar:
1} Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
% Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3 Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnva seperti

donasi/rampasan.

¢ Biaya standar meliputi biava langsung yang terkait dengan
persediaan vang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang

digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran,

d Pembelian hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
dengan menggunakan nilai wajar.

e Belanja barang vang digunakan untuk memperoleh persediaan
diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan

{ Biaya lainnya yang seccara lanpgsung dapat dibebankan pada
perclehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.

Pengungkapan
a Belanja barang dan jasa dizsajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

h Perincian mengenai belanja barang dan jasa yvang berasal dari Dana
APBD dan Dana BLUD diungkapkan dalam CalK dalam bentuk
komparasi antara pagu dan realiasi dan komparasi antar tahun
anggaran sampai dengan rineian objek belanja. Belanja Barang dan
Jasa vang didanai dari Pendapatan BLUD (Belanja Barang dan Jasa
BLUD| harus dirinci lebih lanjut di CalLK sebagaimana klasifikasi
perincian dalam rincian objek belanja untuk belanja yang didana
dari APED.

c Belanja barang dan jasa bukan dalam bentuk kas ini diakui scbagai
konsekuensi atas pendapatan non kas yang diterima cleh BLUD.
Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas, maka transaksi
ini tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Atas belanja barang dan
jasa non kas ini tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
namun dinngkapkan dalam CaLK.

d. Koreksi atas kesalahan dalam pengadaan dan pengakuan belanja
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belanja barang dan jasa diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

BLUD mengungkapkan trend realisasi Belanja Barang dan Jasa
dalam CaLK laporan keuangan sclama 2 tahun terakhir dan
menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.

8.1.4. Kebijakan Akuntansi Belanja Modal
1. Definisi

A

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi.
Balanja modal diklasifikasikan menjadi:

1} Belanja modal tanah;

2} Belanja modal peralatan dan mesin,;

3 Belanja modal gedung dan bangunan;

4y Belanja modal jalan, irigasi, instalasi dan jaringan,

5 Belanja modal lainnya; dan

6 Belanja modal aset tidak berwujud.

Masing-masing klasifikasi belanja modal tersebut digunakan untuk
memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan klasifikasi yang
sama. Uraian lchih detil tentang masing-masing klasifikasi dijelaskan
dalam kebijakan akuntansi aset tetap dan aset lainnya.

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Tidak termasuk dalarn pengertian aset tetap adalah aset tetap vang
dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat
sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan
mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk
dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah
mobil atau penambahan teras pada gedung yang tclah dimiliki,
merupakan belanja modal.

Belanja modal ini digunakan untuk menampung belanja yang

menambah aset bami, maupun penambahan aset yang bersumber
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dari aktivitas pemeliharaan berat.

Belanja modal vang didanai oleh pendapatan BLUD dipisahkan
dengan belanja modal yang dan sumber pendanaan APBD dengan
membentuk akun khusus pada objek Belanja Modal BLUD dengan
rincian objek belanja belanja modal BLUD sesuai dengan jenis aset
tetap dan aset tidak berwujud.

Untuk keperluan penyusunan catatan atas lapeoran keuangan,
Belanja Modal BLUD dirinci dengan menggunakan rincian objek
belanja modal yang tercantum dalam pengaturan Bagan Akun
Standar.

Pengakuan

Belanja modal yang didanai dari APBD dialui pada saat SP2D LS
diterbitkan atau pada saat aliran kas keluar oleh Kas Umum
Daerah /Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Belanja modal vang didanai dari mekanisme LS BLUD diakui pada
gsaat adanya aliran kas keluar oleh Kas BLUD/Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu

Setiap potongan dagang dan rabat vang diterima oleh BLUD diaku
sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-
lain vang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi
pengadaan aset diperlakukan sebagai penpurang aset tetap vang
bersanghutan.

Untuk dapat diakui sebagai belanja modal, suatu aset harus
berwujud dan memenuhi Kriteria:

1 Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perclehan aset dapat diukur secara andal,
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakarn;
Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;

Tidalk mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;
Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi

o o090 s b

aset tetap.

e. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap

adalah nilainva yang besar sesua dengan batasan kapitalisasi nilai
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asct tetap.

£ Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah
nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah
hahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai
berilout:

1) Memperpanjang masa manfaat atau umur ckonomis aset tetap;

2 Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja;

3 Memenuhi batasan materialitas.

Rila memenuhi ketiga kriteria tersebut maka aktivitas pemeliharaan

berat dianggarkan dan diakui menjadi belanja modal.

g Batasan materialitas untuk kategori belanja pemeliharasn berat
mengacu pada batasan kapitalisasi yang ada di kebijakan akuntansi
aset tetap.

3. Pengukuran
a Pengukuran belanja modal menggunakan mata uang rupiah
berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan
dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi
ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank
Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

h Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan
dalam pengukuran aset tetap dan aset lainnya.

¢ Belanja modal untuk perolehan aset tetap yang diperoleh atau
dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya perolehan. Secara
umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset
tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
Hal ini dapat diimplementasikan pada asetl (ctap yang dibeli atau

dibangpuan seccara swakelola.
d Komponen biaya yang dapat dimasukkan/diatribusikan scbhagal biaya
perolehan suatu asct tetap terdiri dari:

1} Harga beli termasuk pajak;
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Bea impar;

Biaya persiapan tempart;

Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan
bonglkar muat (handling cost;

Biaya pemasangan (instalation cost);

Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya
PEeTencanaan;

Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
pengawasan, perlengkapan, tenaga latrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnyva yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut;

Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya
vang dilaleukan oleh penvedia jasa manajemen konstruksi secara
kontraktual dan hasil seleksi atau penunjukan langsung.

e Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

1)

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang baya
tersebut tidek dapat diatribusikan secara langsung pada biayva
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya
bahwa, semua biaya vanp tidak secara langsung berhubungan
dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap
dalam kondisi siap untuk digunakan tddak dimasukkan dalam
harga perolehan aset tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya
pengelolaan kegiatan [untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor
tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan
kegiatan. Dengan kata lain, biava administrasi kegiatan tdak
dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan
perunfukannys.

Kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah
dikapitalisasi menambah aset tetap tanah.

Biaya permulaan (start-up) dan pra-produksi serupa kecuali biaya
tersebut periu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh
dari biaya ini adalah biaya untuk studi kelayakan, biaya tender
atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya,

{ Secara ringkas, komponen biaya yang dimasukkan dalam belanja
modal adalah biaya perencanaan, biaya keonstruksi, biaya

pengawasan dan biaya manajemen konstruksi.
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g Biaya pengelolaan kegiatan tidak dimasukkan dalam belanja modal,
melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya dalam keglatan

Vang Sama,

h. Belanja modal disajikan dan dianggarkan sebesar:
1} Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
M Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendin;
3 Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/ rampasar.

i Biava standar meliputi biaya langsung wvang terkait dengan
persediaan  vang diproduksi dan biaya tidak langsung yang
dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-uluran yang

digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

j Belanja modal buku kepustakaan diakui sebesar harga perclehan
atas pengadaan buku. Bila buku térsebut adalah hasil penelitian atau
kajian, maka belanja modal buku diakui sebesar biaya cetak dan
penggandaan atas hasil penelitian atau kajian tersebut,

k Perolechan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
dengan menggunakan nilai wajar.

4. Pengungkapan
a Belanja modal disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Adapun
hal-hal yang berkaitan dengan perincian belanja modal terutama
vang berasal dari Belanja Modal BLUD wajib dibuat rincian yang
dicantumkan dalam CalK vang dapat menunjukkan spesifikasi aset
tetap dan/fatau aset tak berwujudnya.

h Koreksi atas kesalahan dalam pengadasn dan pengakuan belanja
modal diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangarn.

8.2, KEBLJAKAN AKUNTANSI BEBAN

8.2.1. Kebijakan Akuntansi Beban Pegawai BELUD

1. Delinisi

a Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam

bentuk uang atau barang, vang harus dibayarkan kepads pejabat
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan vang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
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dengan pembentukan modal,

b Beban pegawai yang didanai oleh pendapatan BLUD dipisahkan
dengan beban pegawai yang dari sumber pendanaan APBD dengen
membentuk akun khusus pada objek Beban Pegawai BLUD dengan
rincian objek belanja Beban Pegawai BLUD.

e Beban pegawai terbagi menjadi
1} Beban Gaji dan Tunjangan - LO
2 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
3 Beban Honorarium PNS - LO
4) Beban Honorariam Neon PNS - LO
3 Uang Lembur-LO

d Perincian kode akun belanja pegawai diatur dalam peraturan tentang
bagan akun standar.

Pengakuan

a Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah
Daerah dan/atau BLUD untuk membayar gaji maupun tunjangan
kepada Pegawai.

b Beban Gaji dan Tunjangan dari dana APBD diakui sebagai saat
diterbitkannya SP2D sedanphkan suplisi [kekurangan gaji) diakui pada
saat diterbitkan dokumen penetapan kekurangan gaji.

¢ Beban Tambahan Penghasilan Pegawai diakui tiap akhir bulan
berdasarkan rekap/daftar pengajuan.

d Beban Honorarium PNS dan Beban Honorarium Noen PNS

1) Untuk Honorarium yang bersifat rutin diakui pada akhir bulan
berdasarkan dokumen penetapan

2] Untuk Honorarium yang bersifat insidentil/honorarium atas
kegiatan diakui setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan.

e. Beban Uang Lembur diakui pada akhir bulan, berdasarkan daftar

rekapitulasi lembur.

Pengukuran dan Penilaian

i

Beban Oaji dan Tunjangan diukur sebesar gaji bruto pegawai
sehelum dikurangi potongan vang menjadi kewajiban BLUD kepada
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pegawal
b. Beban Tambahan Penghasilan Pegawai diukur sebesar Tambahan
Penghasilan Pegawai bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan.

Beban Honorarium PNS dan Beban Honorarium Non PNS diukur
sebesar honor bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan.

14

d Beban Uang Lembur diukur sebesar uang lembur bruto sebelum
dikurangi pajak penghasilan.

4. Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifilkasi
ekonomi. Hasil rckonsiliasi antara beban dan belanja disajikan dalam
Catatan atas Laporan Keunangan.

Rincian belanja pegawai BLUD harus diungkapkan dalam CalK
sehagaimana rincian dalam belanja pegawai harus diungkapkan dalam
CalK sebagaimana rincian dalam belanja pegawai vang didanai dari APBD.

B.2.2. Kebijjakan Beban Barang Dan Jasa
1. Definisi
8. Beban Barang Jasa merupakan pemakaian atau konsumsi Barang

dan Jasa untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah

b Beban barang dan jasa yang didanai olch pendapatan BLUD harus
dipisahkan dengan belanja yvang bersumber dari Dana APBI.

¢ Beban barang dan jasa vang didanai olch pendapatan BLUD
dipisahkan dengan beban barang dan jasa yang dar sumber
pendanaan APBD dengan membentuk alun khusus pada objek
Beban Barang dan Kas BLUD dengan rincian objek belanja Bcban
Pegawa BLUD

d Beban barang dan Jasa terdiri dari :
J Bcban Bahan,
Beban Jasa
Beban Premi Asuransi
Beban Perawatan dan Pemeliharaan
Beban Cetak dan Penggandaan
Beban Sewa
Beban Makanan Minuman

£ 80399 9 .5



=122 -

10) Beban Pakaian
11) Beban Perjalanan Dinas
12) Beban Pelatihan dan pendidikan

Pengakuan
4 Beban Bahan,

Beban bahan diakui pada saat dikonsumsi/digunakan,

Beban Jasa,
Beban Jasa diakui pada saat diperolehnya manfaat atas jasa yang
diberikan dari pihak ketiga, kecuali beban utilitas diakui pada saat
akhir bulan.

Beban Premi Asuransi,

Beban Premi Asuransi diakul pada saat telah mempercleh manfaat
perlindungan oleh penyedia jasa asuransi, Beban premi asuransi
diakui setiap akhir bulan.

Beban Perawatan dan Pemeliharaan,
Beban perawatan dan pemcliharaan diakui pada saat munculnya

kewajiban atau pada saat penggunaan atas persediaan.

Beban Cetak dan Penggandaan,
Beban Cetak dan Penggandaan diakui pada saat munculnya

leewajiban.

Beban Sewa,
Beban sewa diakui pada saat telah memperoleh manfaat atas sewa,
beban sewa diakui setiap akhir bulan untuk masa periode bulanan.

Beban Makanan Minuman,
Beban Makanan Minuman diakui pada saat terjadinya konsumsi
Makanan Minuman,

Beban Pakaian
Beban Pakaian diakui pada saal terjadinya pemakaian/ penggunaan.

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA
atas perjalanan dinas.

Beban Pelatihan dan pendidikan

Beban Pelatihan  dan  Pendidikan diakui saat  diterbitkannya
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persetujuan KPA atas biaya pelatihan maupun pendidikan.

Pengukuran

a,

Beban Bahan,

Beban Bahan diukur sebesar nilai vang harus dibayarkan kepada
penyedia atau sebesar nilai bahan yang dimanfaatkan dan
Persediaan.

Beban Jasa,

Beban Jasa diukur sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang harus
dibayarkan kepada penyedia jasa utilitas atau sebesar jasa yang telah
diperoleh manfaatnya untuk Jasa dengan kontrak Pihak Ketiga.

Beban Premi Asuransi,
Beban Premi Asuransi diukur sebesar nilai perlindungan yang telah
diperoleh manfaatnya dengan metode perhitungan harian,

Beban Perawatan dan Pemeliharaan,

Beban Perawatan dan Pemeliharaan diukur sebesar kas yang
dikeluarkan untuk perawatan dan pemeliharaan atau sebesar nilai
persediaan yang digunakan.

Beban Cetak dan Penggandaan,
Beban Cetak dan Penggandaan diukur sebesar kas yang dikeluarkan

untuk cetak dan penggandaan.

Beban Sewa,

Beban scwa diukur scbesar nilai sewa yang telah diperoleh

manfaatnya.

Beban Makanan Minuman,
Beban Makanan Minuman diukur sebesar kas yang dikeluarkan

kepada penyedia.
Beban Pakaian,

Beban Pakaian diukur sebesar aliran kas yang dikeluarkan BLUD
untuk Pakaian atau sebesar nilai persediaan yang digunakan,

Beban Perjalanan Dinas,
Beban Perjalanan Dinas diukur sebesar nilai yang disetujui Kuasa
Pengguna Anpparan [KPA) sebagai biaya perjalanan dinas,

Beban Pelatihan dan pendidikan,
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Beban Pelatihan dan pendidikan diukur sebesar kas yang
dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan.

Pengungkapan
Beban barang dan jasa disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan
ldasifikasi ekonomi.

Hasil rekonsiliasi antara beban barang jasa dengan belanja barang jasa
dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.2.3. Beban Penyisihan Piutang

1.

Definisi
Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Fengakuan
Beban penyisihan piutang diakui  pada akhir periode pelaporan
berdasarkan bukti memerial.

Pengukuran
Beban penyisthan piutang diukur berdasarkan skedul umur piutang
berdasarkan metode penyisihan phutang untuk masing masing jenis

piutang.

Pengungkapan
Beban penyisthan putang disajikan  dalam Laporan Crperasional
herdasarkan klasifikasi ekonomi.

8.2.4. Beban Penyusutan

1.

Definisi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
vang dapat disusutkan |depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersanglkutan.
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Pengakuan
a Beban penyusutan diakui pada saat penyesuaian nilai asect tetap
schubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu

aset tetap.

b Beban penyusutan diakui sctiap akhir bulan.

Pengukuran dan Penilaian
a Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus untuk seluruh jenis barang daerah.,

b Beban penyusutan diukur schesar harga perolehan dikurang nilai
residu dibagi masa manfaat umur ekonomis.

Penyajian dan Pengungkapan
Informasi yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang
akmmulasi penyusutan antara lain:

a Metode vang digunakan untuk menghitung penyusutan.

b. Daftar penvesuaian besaran penyusutan yang timbul akibat dari

peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.
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BAB IX
KEBILJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN BLUD

DEFINISI

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tshun anggaran
bersangloutan maupun tahun- tshun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atan memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan BLUD meliputi:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
SILPA tahun anggaran scbelumnya adalah selisih lebih pembiayaan
anggaran yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya dan menjadi
saldo awal bapi BLUD untuk operasional pada tahun berikuinya.

b. Penerimaan pinjaman
Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan kas yang diterima oleh
BLUD dari pinjaman kepada pihak ketiga yang diterima pada tahun

berkenaan.

Pengeluaran pembiayaan BLUD adalah semua pengeluaran rekening kas BLUD
yang berupa :

a. Pembayaran pokok utang;
Pembayaran pokok utang merupakan pengeluaran kas yang ditujukan

untuk melunasi pinjaman daerah
b. Penyetoran kas BLUD ke Kas Dacrah

Penarikan saldo Kas BLUD berdasarkan keputusan kepala daerah dan
dipindahkan ke Kas Daerah

9.2. PENGAKUAN

L.

2

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat transaksi tersebut diterima pada
Rekening Kas BLUD. Akuntansi pencrimaan pembiayasn dilaksanakan
berdasarkan azas brute, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeiuaran.

Penerimsan pembiayaan yang bersumber dan penggunaan SILPA merupakan
penerimaan pernbiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode
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sebelumnya. Penggunaan SILPA dialon pada saat perda tentang perhitungan
APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.

Penerimaan pinjaman daerah diaku ketika jumlah manfaat ekonomis telah
masuk ke kas BLUD.

Pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman diakui pada saat
transaksi yang bersangkutan telah dinyatakan keluar dari kas BLUD.

Pengeluaran pembiayaan untuk penarikan saldo kas BLUD ke Kas Daerah
diakui saat penyetoran dar Kas BLUD ke Kas Decrah divalidasi oleh Banlk

Pembayaran untuk utang belanja tidak dialui dalam pengeluaran pembiayaan
daerah.

Investasi atan penyertaan modal yang bersifat jangka pendek [memiliki umur
ekonomis kurang dari 12 bulan) tidak dianggarkan dan tidak diakui dalam
pembiayaan daerah.

0.3. PENGUKURAN

L

Pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat sebesar nilad
nominal dari kas yang masulk/keluar ke kas BLUD.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang menjadi
komponen dalam penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan hasil
perhitungan surphus/defisit ditambah dengan pembiayaan netto atas Laporan
Realizsasi Angparan tahun sebelumnya.

9.4, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran terbagi dalam

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiaysan, Pengungkapan yang

perlu disajikan dalam CalK adalah:

1.

Penerimaan pembiayaan dar penggunaan SILPA dirinci berdasarkan asal usul
SILPA vang digunakan

Penerimaan pinjaman daerah dirinei berdasarkan nama kreditur atan pemberi
pinjaman.
Pembayaran pokok utang dirinci berdasarkan nama kreditur

Penarikan saldo Kas BLUD ke Kas Daerah wajib diungkapkan dasar hulaam
penarikan dan peruntukannya
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9.5, PEMBIAYAAN NETTO
9.5.1. Definisi

Pembiayaan neito adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah
dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya
mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan

untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran,

9.5.2. Pengakuan

Pembiayaan netto diakui dalam laporan realisasi anpgaran pada saat
dilakuken jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal
dilakukan ketika BLUD hendak menyusun laporan keuangan, yaitu laporan

keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan.

9.5.3. Pengukuran

Pembiayaan netto dicatat sebesar selisih antara penenmaan
pembiavaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode
pelaporan.
9.6, SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN
0.6.1. Definisi

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena
jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfastannya atau
penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan
muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran
dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini
diperclel dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

0.6.2. Pengakuan

SILPA/SIKPA diakui dalam laporan realisasi anggaran pada saat
dilalcukan jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal
dilakukan ketika BLUD hendak menyusun laporan Keuangan, yaitu laporan
keuangan semesteran dan laporan kenangan tahunan.
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3.6.3. Pengukuran

SILPA/SIKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi
penerimaan atau pengeluaran selama satu periode pelaporan.
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BAB X
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN DAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN /ESTIMASI AKUNTANSI

10.1. AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

10.1.1. Umum

1.

Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi
agar akun/pos vang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi  sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan
merupakan penvajian akun/pos vang sccara signifikan tidak
sesuai dengan yang seharusnya vang mempengaruhi laporan
keuangan periode berjalan atau periode zebelumnya. Sehingga
koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan
kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain
disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukt transalesi
oleh pengpuna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan
penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain,
Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saal
kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode
di masa depan. ltulah sebabnyva akan ada perbedaan perlakuan
terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan
menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupaksn kesalahan yang
diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini
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dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1} Kesalahan tidak berulang wyang terjadi pada periode
berjalan;

2) Kesalahan tidak berulang vyang terjadi pada periode

schelumnya.

b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebablkan
gifat alamiah (normal] dari jenis-jenis transaksi tertentu
vang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya
penerimasn pendapatan BLUD yang memerlukan korcksi
sehingga perlu  dilakukan restitusi atau tambahan

pembayaran dari pengguna layanan.

10.1.2. Perlakuan

1. Kesalahan tidzsk berulang
a. Kesalahan tidak berulang vang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, baik vang mempengaruhi posisi kas
maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada
akun yang bersangkutan dalam pericde berjalan. Baik pada
akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun
beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode
sebelumnya
Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda,
vakni vang terjadi dalam periode sebelumnya namun
laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan
vang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya
memiliki perlakuan yang berbeda.
1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitlkan
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau
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akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun
beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak
berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya
dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan
periode terscbut sudah diterbitkan (Perda/Perkada
Pertangpungjawaban), dilakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan
pembetulan pada alun Salde Anggaran Lebih.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
kas dan akun ekuitas.

Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan sifat alamiah [normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu vang diperkirakan akan terjadi secara berulang.
Contohnya adalah penerimaan pendapatan yang memeriukan
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan
pembayaran dari pengguna layanan.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan
dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang
disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperkirakan aken terjadi secara berulang
Contohnya adalah pendapatan BLUD yang memerlukan koreks:
sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran
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dari pengguna layanan. Setiap kesalahan harus dikoreksi
sepera setelah diketahi,

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah
beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:

a. Koreksi kesalahan atas perclehan aset selain kas yang tidak
berulang yvang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangt posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset
bersanglutan.

b. Korcksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas
dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun
pendapatan lain-lain-LO/ ekuitas. Dalam hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun beban lain-lain- LO/ekuitas.

c. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang
tidak berulang wvang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah maupun mengurangl posisi
kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah
diterbitlzan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas
dan akun ekuitas.

d. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atss pencatatan
kewsgjiban vang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
dilalukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun
kewsjiban bersangkutan.

e Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas,
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baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode
tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-
akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan,

f. Kesalahan bemlang dan sistemik tidak memeriukan
koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran
kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
mengurangl pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang
bersanglkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-
periode vang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam
Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitaz yang
bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangan.

10.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan- aturan, dan praktile-praktike spesifik yang
dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan
laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu
untuk mengetahui kecenderungan arah ([trend) posisi keuangan,
kinetja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang
dipunakan harus diterapkan sccara konsisten pada setiap periode.
Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntans
kriteria  kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh

perubahan kebijakan akuntansi.



Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda
diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih rclevan dan
lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal
sebagai berikut:

a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian
yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian
sehelumnya; dan

b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

10.3. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau
perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi
disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan
periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.




